BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
	

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2014, yang dikaitkan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 dan RKPD tahun berjalan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
Gambaran umum kondisi Kota Sawahlunto memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan Tahun 2015 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1.1 KONDISI GEOGRAFI DAERAH
1. Letak, Luas Dan Batas Wilayah
Kondisi Geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dimana posisi koordinat  antara 100.41 - 100.49 Bujur Timur dan 0.34 - 0.46 Lintang Selatan, dibagian Propinsi Sumatera Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut:
· Sebelah Utara		: dengan Kabupaten Tanah Datar
· Sebelah Selatan		: dengan Kabupaten Solok
· Sebelah Timur		: dengan Kabupaten Sijunjung
· Sebelah Barat		: dengan Kabupaten Solok.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang memiliki luas wilayah 27.345 Ha (273.45 Km2)  atau sekitar 0,65% dari luas Propinsi Sumatera Barat, secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km2 atau sebesar 12.04% sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km2, atau sekitar 36.35% untuk lebih jelasnya mengenai jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan
	No
	Kecamatan
Desa/Kelurahan
	RT
	RW
	Dusun
	Luas Wilayah (KM2)

	(1) Kecamatan Barangin
	32
	13
	25
	88,55

	01
	Lumindai
	-
	-
	5
	20,10

	02
	Balai Batu Sandaran
	-
	-
	3
	12,95

	03
	Saringan
	11
	5
	-
	0,81

	04
	Lubang Panjang
	7
	2
	-
	1,00

	05
	Durian I
	6
	2
	-
	1,17

	06
	Durian II
	8
	4
	-
	1,25

	07
	Talago Gunung
	-
	-
	4
	17,30

	08
	Santur
	-
	-
	5
	8,69

	09
	Kolok Mudiak
	-
	-
	3
	8,52

	10
	Kolok Nan Tuo
	-
	-
	5
	16,76

	(2) Kecamatan Lembah Segar
	32
	14
	22
	52,58

	01
	Lunto Barat
	-
	
	4
	5,11

	02
	Lunto Timur
	-
	
	4
	4,89

	03
	Pasar Kubang
	-
	
	3
	9,32

	04
	Kubang Tangah
	-
	
	5
	20,15

	05
	Kubang Utara Sikabu
	-
	
	6
	11,56

	06
	Pasar
	6
	3
	
	0,50

	07
	Kubang Sirakuk Utara
	8
	2
	
	0,28

	08
	Kubang Sirakuk Selatan
	4
	2
	
	0,27

	09
	Aur Mulyo
	6
	3
	
	0,20

	10
	Tanah Lapang
	4
	2
	
	0,16

	11
	Air Dingin
	4
	2
	
	0,14

	(3) Kecamatan Silungkang
	
	
	21
	32,93

	01
	Silungkang Oso
	
	
	4
	6,57

	02
	Taratak Bancah
	
	
	3
	8,43

	03
	Muaro Kalaban
	
	
	6
	8,58

	04
	Silungkang Tigo
	
	
	5
	5,13

	05
	Silungkang Duo
	
	
	3
	4,22

	(4) Kecamatan Talawi
	
	
	39
	99,39

	01
	Sikalang
	
	
	4
	6,59

	02
	Rantih
	
	
	2
	6,22

	03
	Salak
	
	
	3
	6,60

	04
	Sijantang Koto
	
	
	3
	6,40

	05
	Talawi Hilir
	
	
	4
	10,21

	06
	Talawi Mudik
	
	
	4
	8,76

	07
	Bukik Gadang
	
	
	3
	7,74

	08
	Batu Tanjung
	
	
	4
	15,90

	09
	Kumbayau
	
	
	4
	8,36

	10
	Data Mansiang
	
	
	2
	6,29

	11
	Tumpuak Tangah
	
	
	6
	16,32

	Jumlah
	64
	27
	107
	273,45


  Sumber: Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

2. Topografi 
Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari utara ke selatan. Bagian timur dan selatan memiliki topografi yang relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar, temperatur udara berkisar antara 22ºC - 30ºC. Kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100-500m di atas permukaan laut. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Perbukitan yang terjal merupakan bentang alam yang dominan dalam daerah administrasi Kota Sawahlunto. Perbukitan ini dicirikan oleh bukit-bukit yang membulat dengan lereng bukit curam sampai terjal. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar  Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Selengkapnya kelerengan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kelerengan Lahan Kota Sawahlunto
	Kecamatan
	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)

	
	0 – 2%
	2 – 15%
	15 – 25%
	25 – 40%
	> 40%
	Jumlah 

	Talawi
	991
	1.420
	2.680
	3.195
	1.653
	9.939

	Barangin
	343
	1.514
	1.432
	3.450
	2.136
	8.855

	Lb. Segar
	240
	358
	694
	1.836
	2.110
	5.258

	Silungkang
	29
	288
	735
	340
	1.901
	3.293

	Jumlah
	1.603
	3.580
	5.541
	8.821
	7.800
	27.345


 Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012 – 2032
Berdasarkan SPM wilayah yang layak huni berada pada kemiringan < 15 % sehingga yang bisa dibudidayakan hanya seluas 5.183 Ha. 
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Gambar 2.2. Peta Kelerengan

3. Geologi 
Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 – 60 juta tahun yang lalu, serta berada di cekungan pra-tersier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun.
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Gambar 2.3. Peta Geologi
4. Iklim dan Meteorologi
Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22º-30ºC sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5º-7ºC, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22º-30ºC.
Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam isohyat (garis curah hujan) antara 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

5. Hidrologi dan Sumber Daya Air
Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai utama yaitu:
a. Batang Ombilin
Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih  Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m3/detik. 
b. Batang Malakutan
Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok ke timur melewati  Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin. 
c. Batang Lunto
[bookmark: _Toc271115482][bookmark: _Toc287419994]Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.
d. Batang Sumpahan
Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.
e. Batang Lasi
Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.
Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar  Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran.  Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto, tetapi pada musim kemarau semua potensi sumber air baku dari mata air tidak mengalir sehingga terdapat masalah sumber air baku untuk wilayah Kota Sawahlunto perlu solusi yang komprehensif.

6. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kota Sawahlunto didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah sebesar 17.080. Pertanian lahan sawah sebesar 1.680 dan lahan bukan pertanian (jalan, pemukinan, perkantoran, sungai dll) sebesar 8.585, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
 
Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Tahun 2014
	NO
	Penggunaan Lahan
	Realisasi Dalam Satu Tahun
	Jumlah
(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

	
	
	Ditanami Padi
	Tidak Ditanami Padi
	

	
	
	Satu kali
	Dua kali
	Tiga kali
	Ditanami
	Tidak Ditanami
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	LAHAN PERTANIAN
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Lahan sawah
	
	
	
	
	
	

	
	a. Irigrasi
	4
	863
	103
	14
	0
	984

	
	b. Tadah hujan
	10
	658
	0
	10
	18
	696

	
	c. Rawa Pasang surut
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	d. Rawa lebak
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Jumlah Sawah
	14
	1521
	103
	24
	18
	1.680

	No
	Penggunaan Lahan
	Luas

	1
	2
	3

	1.2
	Lahan Pertanian bukan Sawahlunto
	

	
	a. Tegal kebun
	2.136

	
	b. Ladang huma
	4.455

	
	c. Perkebunan
	2.466

	
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat
	4.100

	
	e. Padang penggembalaan / padang rumput
	658

	
	f. Sementara tidak diusahakan *)
	1.090

	
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll)
	2.173

	
	Jumlah lahan pertanian bukan sawah
	17.080

	2.
	LAHAN BUKAN PERTANIAN (Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll) **)
	8.585

	Total (Luas wilayah Kecamatan) = Jumlah lahan sawah + jumlah lahan pertanian bukan sawah  + jumlah lahan bukan pertanian
	27.345


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2014
Keterangan :     *)  Lebih dari 1 tahun tetapi < 2 tahun
   Lahan sawah yang tidak ditanami apapun > 2 tahun digolongkan
   menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan
**) Termasuk lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2 tahun 


2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut. 
Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012 – 2032 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi :
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muara Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.
2. Kawasan strategis  dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri dari; Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; dan Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang , kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.
3. Kawasan strategis  dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata
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Gambar 2.4. Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Bencana pada umumnya  dipengaruhi  oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana alam yang sering terjadi berupa tanah longsor dan patahan (sesar).
Bencana alam geologi di Kota Sawahlunto adalah gempa bumi, patahan dan tanah longsor. Bencana ini ditentukan oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. 
Potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor dapat dipengaruhi dengan kondisi morfologi dan kemiringan lereng suatu wilayah. Pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT.Bukit Asam dan perusahaan lainnya di daerah Sawahlunto dan sekitarnya, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya. 

1. Struktur Geologi (Patahan)
Di Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah barat laut - tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pebukitan sebelah barat daya jalan raya Sawahlunto-Santur.
Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Ombilin berarah barat laut-tenggara dan timur laut - barat daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun perlipatan. Cekungan Ombilin  ini  terbagi  menjadi  dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.
Sesar turun Ombilin terlihat pada kontrol arah aliran Sungai Ombilin yaitu barat laut-tenggara, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batukunit,sesar Sugar, sesar Salak dan sesar Sipang berarah timur laut-barat daya. 
Berdasarkan analisa struktur mikro yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya bidang sesar (gores garis) dan arah kekar/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah umum dan jenis patahan. Sedangkan identifikasi adanya seretan (drag fold) akibat patahan dengan skala kecil, terlihat pada pemotongan tebing-tebing jalan raya propinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam skala besar seretan pebukitan.
Beberapa sesar geser (thrust fault) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (orde pertama) yang berarah barat laut - tenggara dan sesar Sugar berarah utara selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunto, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Parambahan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Ombilin dan anak-anak sungainya yang membentuk pola aliran sungai menangga (trellis).

2. Gerakan Tanah atau Longsoran (Mass Movement).
Longsoran bahan   rombakan yang diakibatkan oleh ulah manusia terutama dalam pemotongan lereng untuk pembangunan perluasan perumahan ditemui sebagian di Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin.
Berdasarkan data, informasi, dan kenampakan di lapangan daerah Kota Sawahlunto dan sekitarnya kendala geologi yang dominan umumnya berupa bencana alam yang disebabkan oleh proses bersifat alami, seperti gerakan tanah, zona lemah patahan dan erosi. Lebih lanjut, kendala geologi yang berupa bahaya lingkungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.
Longsoran tanah tipe rayapan terjadi yang menyeret jalan Santur-Talawi atau tepatnya disekitar Washing Plant Sawah Rasau V pada km.7, terjadi pada lapisan batulempung (Formasi Sawahlunto) disebabkan karena kestabilan lereng bagian bawah terganggu oleh erosi Sungai Lurah Gadang. 

3. Gempa Bumi
Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi, sedangkan longsoran dan bidang lemah patahan akan cenderung menjadi faktor kendala dalam pengembangan wilayah. Kegempaan di Daerah Cekungan Ombilin berdasarkan catatan episenter (pusat gempa) dengan radius 400 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intensitas antara 4,5 sampai 5,5.
Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegempabumian, dalam banyak hal dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan batuan setempat, di samping karakteristik guncangan {ground shaking) yang dihasilkan oleh suatu besaran kegempabumian {magnitude). Untuk mempredeksi terjadinya gempa bumi di wilayah Sawahlunto secara makro didasarkan atas Peta Zonasi gempa-gempa yang bersifat merusak di Indonesia,menunjukkan posisi wilayah Ombilin atau Sawahlunto berada pada zone 3 dan 4 dengan besaran intensitas berkisar antara 0,13 - 0,25 g. Bencana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi baik itu kaitannya secara langsung yaitu berupa pergerakan patahan/sesar maupun gempabumi, sedangkan yang tidak langsung berupa gerakan tanah/ longsoran. 


2.1.1.4 Demografi 
Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh  dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kota Sawahlunto tahun 2014 tercatat 59.608 jiwa, dengan dengan laju pertumbuhan rata-rata adalah  1,07 %.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk
(orang)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Silungkang
	10.126
	10.298
	10.437
	10.637
	10.795

	Lembah Segar
	12.145
	12.150
	12.111
	12.206
	12.214

	Barangin
	16.912
	17.174
	17.377
	17.681
	17.918

	Talawi
	17.683
	17.945
	18.143
	18.448
	18.681

	Jumlah
	56.866
	57.567
	58.068
	58.972
	59.608


Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2014 

Berdasarkan data diatas kecenderungan setiap kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya dengan kepadatan yang relatif masih sangat rendah. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah kota yang memiliki kelerangan relatif landai, maka angka kepadatan akan meningkat karena hanya 39,4 % wilayah yang memiliki kelerengan dibawah 25 %. 




2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Berikut adalah nilai dan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kota Sawahlunto yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) periode 2010-2014:
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Tabel 2.5
Pertumbuhan Sektoral Dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku 2010-2014 (Nilai Dalam Juta)

	No
	Sektor (ADHB)
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	
	
	Nilai
	%
	Nilai
	%
	Nilai
	%
	Nilai
	%
	Nilai
	%

	1
	Pertanian
	114.674
	10,22
	128.625
	10,10
	150.159
	10,54
	174.627
	10,82
	199.709
	11,00

	2
	Pertambangan dan Penggalian
	145.442
	12,97
	142.785
	11,21
	137.839
	9,67
	125.832
	7,79
	125.070
	6,89

	3
	Industri Pengolahan
	127.256
	11,35
	145.487
	11,42
	157.232
	11,03
	179.164
	11,10
	179.497
	9,89

	4
	Listrik, Gas & Air Bersih
	14.868
	1,33
	16.074
	1,26
	18.335
	1,29
	21.162
	1,31
	23.687
	1,3

	5
	Bangunan
	97.058
	8,65
	114.588
	8,99
	131.828
	9,25
	157.134
	9,73
	176.686
	9,73

	6
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	135.963
	12,12
	157.427
	12,36
	178.671
	12,54
	209.542
	12,98
	241.816
	13,32

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	120.706
	10,76
	141.064
	11,07
	159.462
	11,19
	180.806
	11,20
	212.674
	11,71

	8
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	61.504
	5,48
	69.890
	5,49
	78.786
	5,53
	89.879
	5,57
	101.763
	5,61

	9
	Jasa-Jasa
	304.163
	27,12
	358.130
	28,11
	412.968
	28,97
	476.376
	29,51
	554.550
	30,55

	Total
	1.121.634
	100
	1.274.070
	100
	1.425.280
	100
	1.614.522
	100
	1.815.452
	100


Sumber: PDRB 2013 dan Data Olahan BappedaTahun 2014
*Angka Proyeksi Bappeda

Secara umum seluruh sektor menunjukkan peningkatan dalam kontribusinya dari tahun 2010-2014 kecuali sektor pertambangan. Menipisnya cadangan batubara dan trend penurunan harga batubara dunia berimplikasi pada penurunan kontribusi batubara terhadap struktur perekonomian Kota Sawahlunto. Semakin besarnya kontribusi sector  jasa menunjukkan bahwa Kota Sawahlunto sedang mengarah ke perekonomian jasa dengan kontribusi pada tahun 2014 hampir sepertiga dari  total PDRB.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
PDRB Per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masyarakat pertahun. Selama kurun waktu 2010-2015, rata-rata angka PDRB per kapita Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,23%.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita Tahun 20010-2014* (dalam rupiah)
[image: ]
Sumber: 2010-2013 SDA Tahun 2013 dan Bappeda (2014)
* 2014 Angka proyeksi

3. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan 
Semakin tingginya persentase penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 11%, maka tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 2%.

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014
[image: ]
Sumber: 2010-2013 Data BPS diolah dan 2014 angka proyeksi
4. Pertumbuhan Ekonomi
PertumbuhanekonomidihitungdaripertumbuhanPDRB kota Sawahlunto yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari 6% ditahun 2013 menjadi 6,22% ditahun 2014.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2014

                Sumber:  PDRB Tahun 2013 dan Data Diolah Bappeda Tahun 2014

5. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas yang rendah merupakan salah satu indikator semakin baiknya kesejahteraan masyarakat.  Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dapat diukur dari jumlah kasus pelanggaran hukum yang terdiri dari jumlah perkara dilaporkan, jumlah perkara tersisa dan jumlah perkara terselesaikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum Kota Sawahlunto
Tahun 2013 dan 2014
	Jumlah perkara dilaporkan
	2013
	2014

	Pidana
	14
	17

	Perdata
	8
	1

	Politik dan Ham
	0
	0

	Lalu lintas
	1866
	233

	Tata Usaha
	0
	0

	Jumlah perkara tersisa

	Pidana
	10
	7

	Perdata
	4
	6

	Politik dan Ham
	0
	0

	 Lalu lintas
	0
	0

	Tata Usaha
	0
	0

	Jumlah perkara terselesaikan

	Pidana
	16
	18

	Perdata
	4
	1

	Politik dan Ham
	0
	0

	Lalu lintas
	1866
	233

	Tata Usaha
	0
	0


Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2014
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, Angka Melek Huruf dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Perkembangan Angka IPM Kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014

  Sumber: BPS Tahun 2014 (*Angka sementara)

Perkembangan IPM Kota Sawahlunto 2010-2014 memperlihatkan peningkatan yang sangat baik dan hal ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk IPM. Pada tahun 2010 angka IPM di Kota Sawahlunto baru mencapai 74,96 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 telah mencapai 76,16.

2. Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf (AMH) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan Angka melek huruf di Kota Sawahlunto dari tahun 2010 sampai 2014 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.5
Angka Melek Huruf (AMH) Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014

  Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2014

Dilihat dari grafik angka melek huruf  dari tahun 2010–2014 mengalami peningkatan dari 98,55 pada tahun 2010 menjadi 98,71 pada tahun 2014, walaupun rata-rata kenaikannya relatif masih kecil. Grafik di atas menunjukkan pencapaian Kota Sawahlunto dalam pemberantasan buta huruf sudah cukup baik dimana angka melek huruf mencapai 98,71 persen dan angka buta huruf hanya sebesar 1,29 persen.

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) 
Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang  mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2010 sampai 2014 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.6
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto 
Tahun 2010 – 2014


Sumber : BPS Tahun 2014

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto tahun 2010-2014 terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2010 telah mencapai 9,14 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2014 telah mencapai 9,68. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas I SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan berapapun usianya, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. 
Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada  suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%.
Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No
	Tahun
	SD/MI/
Paket A
(%)
	SMP/MTs/
Paket B
(%)
	SMA/SMK/MA/
Paket C
(%)

	1.
	2010
	109,4
	92,13
	76,76

	2.
	2011
	109,4
	92,46
	96,07

	3.
	2012
	107,26
	89,92
	101,2

	4.
	2013
	108,36
	91,15
	104,83

	5.
	2014
	107,09
	85,82
	76,76



 







Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Dilihat dari tabel di atas pada jenjang pendidikan SD sederajat sudah melampaui 100%, yang berarti jumlah siswa SD sederajat melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan APK SMP sederajat sebesar  85,82% dan SMA sederajat yang hanya 76,76% menunjukkan bahwa jumlah siswa SMP sederajat dan jumlah siswa SMA sederajat lebih kecil dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

5. Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Dari tahun 2010 sampai 2014 Angka Partisipasi Murni dari tiap jenjang pendidikan mengalami naik turun tiap tahunnya. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat, namun untuk SMA sederajat mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
	
Tabel 2.8
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
		No
	Tahun
	SD/MI/
Paket A (%)
	SMP/MTs/ 
Paket B (%)
	SMA/SMK/MA/
Paket C (%)

	1.
	2010
	97,43
	64,93
	76,13

	2.
	2011
	96,53
	73,26
	76,17

	3.
	2012
	95,69
	65,8
	73,67

	4.
	2013
	95,69
	77,84
	76,58

	5.
	2014
	99,49
	83,80
	65,85


       Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

6. Angka Kelangsungan Hidup bayi 
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1 - angka kematian bayi). Angka Kematian Bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut dikali 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi di Kota Sawahunto dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.7
Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014

 Sumber: Data Olahan Bappeda

Dari grafik diatas , dapat kita ketahui angka kelangsungan hidup bayi di Kota Sawahlunto dari tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.8
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014

 Sumber: Data Olahan Bappeda

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka kelangsungan hidup bayi di Kota Sawahlunto tahun 2014  mengalami peningkatan dibandingkan  tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Sawahlunto secara umum sudah meningkat, khususnya untuk ibu melahirkan dan bayinya. Faktor lain yang berpengaruh adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dibuktikan dengan adanya program desa/kelurahan Siaga, Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan program lainnya, baik itu yang diprakarsai oleh SKPD maupun tim penggerak PKK.

7. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. 

		Grafik 2.9
Angka Usia Harapan Hidup  Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014

         Sumber : BPS 2014

Angka usia harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2010–2014 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah perlunya pembinaan keolahragaan yang komperensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olahraga dapat dikembangkan secara baik, penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemangku pembangunan.
Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan dengan ditandainya peningkatan terhadap pemahaman keanekaragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi budaya.

Tabel 2.9
Perkembangan Fasilitas Seni, Budaya Dan Olahraga
Di Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No
	[bookmark: _Hlk355715494]URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Klub Olahraga
	91
	67
	67
	67
	70

	2.
	Jumlah Gedung Olahraga
	11
	11
	11
	11
	11

	3.
	Jumlah Grup Kesenian
	35
	35
	35
	35
	35

	4.
	Jumlah Gedung Kesenian
	10
	10
	10
	10
	10


       Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2014 

Dilihat dari tabel diatas ternyata untuk klub olahraga pada tahun 2014 bertambah dibandingkan tahun sebelumnya dari 67 klub menjadi 70 klub, sedangkan untuk gedung olahraga yang ada di Kota Sawahlunto masih sama dari tahun 2010-2014 yaitu 11 gedung olahraga. Grup kesenian juga masih sama antara lain 35 grup kesenian dan  10 gedung kesenian.
Perubahan jumlah klub olahraga ini karena hanya klub yang benar-benar memiliki kepengurusan yang aktif yang dilaporkan, sedangkan yang tidak aktif tidak lagi dilaporkan.


2.1.2.4 Fokus Pengamalan Ajaran Agama
Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman multietnis dengan beberapa agama yang dianut, dan pembangunan disektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas rancangan terkecil yaitu keluarga dan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kota Sawahlunto 
Tahun 2010 – 2014
	No
	Agama
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Islam
	54.973
	55.817
	57.778
	58.649
	59.226

	2.
	Khatolik
	152
	152
	133
	119
	122

	3.
	Protestan
	150
	192
	157
	214
	260

	4.
	Hindu
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Budha
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Konghucu
	-
	-
	-
	-
	-

	
	TOTAL
	55.119
	57.806
	58.068
	58.972
	59.608


 Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2014

Pemeluk agama Islam dari tahun 2010 sebanyak 54.973 orang, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2014 menjadi 59.226 orang, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam. Penganut agama Katolik dan Protestan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2013 menjadi 122 dan 260 di tahun 2014.

1. Jumlah Penyuluh Agama dan Mubaligh 
Selain tempat pendidikan agama, peranan mubaligh dan penyuluh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan penyuluh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Mubaligh Dan Penyuluh Agama
Di Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Mubaligh
	81
	141
	141
	162
	162

	2.
	Jumlah Penyuluh Agama
	103
	103
	103
	107
	106


   	        Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto 2014

Jumlah mubaligh selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 menjadi 162 mubaligh. Jumlah penyuluh agama tidak mengalami perubahan sampai tahun 2012 tetap sebanyak 103 orang, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 107 orang dan turun menjadi 106 orang di tahun 2014.
2. Jumlah Tempat Ibadah
Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang dianut sebagian penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkembangan kehidupan beragama sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh  penganutnya serta tidak terlepas dari keberadaan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014
	No
	Tempat Ibadah
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Mesjid
	46
	46
	48
	48
	48

	2.
	Mushalla/Langgar
	203
	203
	220
	342
	342

	3.
	Gereja
	2
	2
	2
	2
	2


      Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto 2014

Dilihat dari jumlah tempat Ibadah di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, mesjid bertambah 2 dari tahun 2010 menjadi 48 di tahun 2014 demikian juga mushalla/langgar yang sempat bertambah di tahun 2013 sebanyak 342 dan tidak berubah/tetap di tahu 2014, sedangkan gereja tidak mengalami perubahan.

3. Tempat Pendidikan Agama
Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam
Di Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No
	Tempat Pendidikan Agama
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	TPQ
	158
	158
	172
	177
	177

	2.
	TPSQ
	9
	9
	9
	9
	9

	3.
	MDA
	15
	15
	15
	15
	13

	4.
	Pondok Taman Al-quran
	4
	4
	4
	4
	4

	5.
	Pondok Pesantren
	2
	2
	2
	2
	2


  Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2014

Taman Pendidikan Alquran (TPA) tidak mengalami penambahan yang berarti 2014, hanya saja MDA di Kota Sawahlunto mengalami pengurangan menjadi 13 MDA.


2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjkadi tanggung jawab pemerintah daerah kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum terdapat 34 bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, yang dibagi berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak semua bidang urusan berhubungan langsung dengan pelayanan umum terhadap publik. Berikut akan ditampilkan beberapa urusan yang memberikan kontribusi terbesar dalam mengukur pelayanan terhadap publik.
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. 

a. Angka Partisipasi Sekolah 
Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2010-2014:

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No
	Tahun
	Kelompok Umur

	
	
	7  -  12 tahun
	13  -  15 tahun
	16  -  18 tahun

	1.
	2010
	99,09
	92,90
	68,35

	2.
	2011
	98,95
	94,65
	77,17

	3.
	2012
	99,52
	89,62
	70,54

	4.
	 2013
	99,63
	85,42
	71,07

	5.
	2014
	99,80
	94,97
	68,49


Sumber: BPS Tahun 2014

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2010 – 2014, mengalami peningkatan pada umur 7 – 12 tahun dan pada usia 13-15 tahun juga naik menjadi 94,97% di tahun 2014, sedangkan usia 16-18 tahun turun dibandingkan tahun 2013.


b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.







Tabel 2.15
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	NO
	JENJANG PENDIDIKAN
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	SD/MI

	1.1
	Jumlah Sekolah
	65
	65
	65
	65
	65

	1.2
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12
	6987
	7087
	7160
	7847
	7491

	1.3
	Perbandingan  Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12
	1 :107,49
	1 :109,03
	1 : 110,15
	1 : 120,72
	1;115,25

	2
	SMP/MTs

	2.1
	Jumlah Sekolah
	13
	13
	14
	14
	14

	2.2
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15
	3240
	3223
	3190
	3430
	3760

	2.3
	Perbandingan  Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15
	1 :249,23
	1 :247,92
	1 : 227,86
	1 : 245
	1:268,57

	3
	SMA/MA/SMK

	3.1
	Jumlah Sekolah
	9
	9
	9
	9
	10

	3.2
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18
	2852
	2836
	2750
	3491
	3489

	3.3
	Perbandingan  Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18
	1 :316,8
	1 :315,1
	1 : 305,5
	1 : 387,88
	1:348,90


 Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Sawahlunto 

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah pada tingkat SD dan SMA mengalami peningkatan sedangkan tingkat SMP mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan penduduk kelompok usia tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah.

c. Rasio Guru dan Murid 
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.16
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid
Kota Sawahlunto Tahun 2010- 2014
	NO.
	JENJANG PENDIDIKAN
	TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	TK

	1.1
	Jumlah Guru
	197
	203
	195
	142
	161

	1.2
	Jumlah Murid
	1222
	1241
	1231
	1295
	1585

	1.3
	Perbandingan  Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid
	1 :6,20
	1 :6,11
	1 : 6,31
	1 : 9,11
	1 : 9,84

	2
	SD/MI

	2.1
	Jumlah Guru
	815
	627
	751
	691
	672

	2.2
	Jumlah Murid
	7216
	7668
	7951
	7661
	7386

	3.3
	Perbandingan  Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid
	1 :8,85
	1 :12,2
	1 : 10,59
	1 : 11,08
	1 : 10,99

	3
	SMP/MTs

	3.1
	Jumlah Guru
	334
	319
	280
	378
	341

	3.2
	Jumlah Murid
	2716
	2517
	2045
	2834
	2790

	3.3
	Perbandingan  Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid
	1 :8,13
	1 :7,89
	1 : 7,30
	1 : 7,49
	1 : 8,18

	4
	SMA/SMK/MA

	4.1
	Jumlah Guru
	377
	363
	364
	356
	364

	
	Jumlah Murid
	2486
	2511
	1288
	2614
	2658

	
	Perbandingan  Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid
	1 :6,59
	1 :6,92
	1 : 7,22
	1 : 7,34
	1 : 7,30


Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Sawahlunto

Selama kurun waktu 2010 – 2014 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2014 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 9,84 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 10,99 murid SD/MI, untuk SMP 1 guru melayani 8,18  murid SMP/MTs, untuk SMU 1 guru melayani 7,30 murid SMU.


d. Rasio Murid Dan Kelas  
Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersedian kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.17
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas
Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No.
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	TK

	1.1
	Jumlah Murid
	1222
	1241
	1231
	1295
	1585

	1.2
	Jumlah Kelas
	82
	69
	67
	73
	73

	1.3
	Perbandingan  Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas
	14,90: 1
	17,98: 1
	18,37 : 1
	17,73 : 1
	21,71 : 1

	2
	SD/MI

	2.1
	Jumlah Murid
	7216
	7668
	7951
	7661
	7386

	2.2
	Jumlah Kelas
	384
	411
	435
	362
	363

	2.3
	Perbandingan  Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas
	18,79: 1
	18,65: 1
	18,28 : 1
	21,16 : 1
	20,35 : 1

	3
	SMP/MTs

	3.1
	Jumlah Murid
	2716
	2517
	2045
	2834
	2790

	3.2
	Jumlah Kelas
	105
	106
	90
	113
	116

	3.3
	Perbandingan  Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas
	25,86: 1
	23,74: 1
	22,72 :1
	25,07 : 1
	24,47 : 1

	4
	SMA/SMK/MA

	4.1
	Jumlah Murid
	2486
	2511
	2628
	2614
	2658

	4.2
	Jumlah Kelas
	94
	89
	106
	95
	111

	4.3
	Perbandingan  Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas
	26,45: 1
	28,21: 1
	24,79 : 1
	27,51 : 1
	23,94 : 1


   Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Sawahlunto

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2010 sampai 2014 Kota Sawahlunto mengalami peningkatan jumlah murid disetiap jenjang pendidikannya. Tahun 2014, pada jenjang pendidikan TK 1 kelas mempunyai  21,71 murid, SD 1 kelas dengan 20,35 murid,  SMP 1 kelas dengan 24,47 murid, SMU 1 kelas dengan 23,94.

e. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.18
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto 
Tahun 2010 – 2014

	NO
	JENJANG PENDIDIKAN
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	SD/MI

	1.1
	Jumlah Putus Sekolah
	18
	8
	5
	4
	0

	1.2
	Jumlah Murid
	7.216
	7.668
	7.023
	7.661
	7.386

	1.3
	Angka Putus sekolah (%)
	0,249
	0,104
	0,071
	0,052
	0

	2
	SMP/MTs

	2.1
	Jumlah Putus Sekolah
	17
	40
	47
	4
	32

	2.2
	Jumlah Murid
	2.517
	2.260
	2.617
	2.834
	2.790

	2.3
	Angka Putus sekolah (%)
	0,675
	1,769
	1,795
	0,141
	0,44

	3
	SMA/MA/SMK

	3.1
	Jumlah Putus Sekolah
	0
	14
	19
	19
	49

	3.2
	Jumlah Murid
	2.486
	2.511
	2.628
	2.614
	2.658

	3.3
	Angka Putus Sekolah (%)
	0
	0,557
	0,860
	0,726
	1,85


  	      Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto  

Untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2010-2014 dan tingkat SMP/MTs juga mengalami penurunan untuk tahun 2014, ini dapat disebabkan sudah pahamnya masyarakat akan pentingnya pendidikan. Tingkat SMA/MA/SMK angka putus sekolah naik dari tahun sebelumnya, ini bisa disebabkan karena banyaknya yang memilih bekerja daripada sekolah dan merasa cukup dengan pendidikan yang sudah ada dan tingginya biaya pendidikan sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.

f. Angka Kelulusan Siswa
Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar.
Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kota Sawahlunto Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	SD

	
	Ikut Ujian
	907
	969
	1012
	1076
	1076

	
	Lulus Ujian
	907
	969
	1012
	1076
	1076

	
	Persentase (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	MI

	
	Ikut Ujian
	58
	49
	49
	61
	60

	
	Lulus Ujian
	58
	49
	49
	61
	60

	
	Persentase (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	SMP

	
	Ikut Ujian
	835
	824
	608
	753
	751

	
	Lulus Ujian
	788
	798
	572
	745
	749

	
	Persentase (%)
	94,37
	96,84
	94,07
	98,93
	99,73

	4.
	MTs

	
	Ikut Ujian
	113
	115
	114
	81
	81

	
	Lulus Ujian
	108
	105
	111
	81
	81

	
	Persentase (%)
	95,58
	91,30
	97,36
	100
	100

	5.
	SMA

	
	Ikut Ujian
	363
	340
	279
	370
	370

	
	Lulus Ujian
	361
	335
	279
	370
	370

	
	Persentase (%)
	99,45
	98,53
	100
	100
	100

	6.
	MA

	
	Ikut Ujian
	47
	48
	47
	35
	35

	
	Lulus Ujian
	43
	48
	43
	35
	35

	
	Persentase (%)
	91,49
	100
	91,48
	100
	100

	7.
	SMK

	
	Ikut Ujian
	338
	356
	338
	408
	406

	
	Lulus Ujian
	336
	356
	336
	408
	404

	
	Persentase (%)
	99,41
	100
	99
	100
	99,51


 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2010 sampai 2014 tingkat SD/MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SLTP kelulusan siswa tahun 2014 naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,73 % untuk tingkat SMP sedangkan untuk tingkat MTs sebesar 100%. Tingkat SLTA kelulusan siswa untuk tahun 2014 sebesar 99,75%, untuk kelulusan siswa SMA sudah 100% dalam 3 tahun berturut sedangkan untuk MA kelulisan siswa kembali mencapai 100%, yang sama terjadi di tahun 2013 dan untuk SMK mengalami penurunan di tahun 2013 mencapai 100% dan 99,51% untuk tahun 2014. Secara umum kelulusan siswa di setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto sangat baik sekali mendekati 100%, hanya saja tingkat SMP perlu menjadi perhatian karena angkanya tidak pernah mencapai 100% dalam kurun waktu 2010-2014, tetapi untuk tahun 2014 sudah sangat baik karena telah mencapai 99,73%.


2. Kesehatan
a. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Sarana kesehatan yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto tahun 2014 telah mencapai 221 buah sarana, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2014
	No.
	Nama Sarana
	Jumlah

	1
	Posyandu
	100

	2
	Polindes
	4

	3
	Poskesdes
	5

	4
	Puskesmas
	6

	5
	Pustu
	23

	6
	Puskesmas Keliling
	12

	7
	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)
	1

	8
	Klinik/Praktek Dokter
	29

	9
	Bidan Praktek
	27

	10
	Klinik KB
	13

	11
	Gudang Farmasi
	1

	
	TOTAL
	221


Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2014

Jumlah posyandu di Kota Sawahlunto saat ini sebanyak 100 buah dan sebagian besar telah terintegrasi dengan PAUD. Sarana Kesehatan yang semakin lengkap tidak hanya di tingkat kota, namun sampai ke tingkat desa/kelurahan melalui Polindes, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas keliling. Pelayanan serta perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya ibu hamil dan melahirkan terlihat dari banyaknya bidan praktek dan klinik KB.
Selain dari sarana kesehatan, banyaknya tenaga kesehatan yang dimiliki juga akan mendukung tercapainya derajat kesehatan yang baik. Adapun tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2014
	No.
	Tenaga Kesehatan
	Jumlah

	1
	Dokter Umum
	6

	2
	Dokter Gigi
	6

	3
	Perawat
	66

	4
	Bidan
	64

	5
	SKM (S1)
	23

	6
	Ahli Kesehatan Masyarakat (S2)
	3

	7
	Ahli Gizi
	12

	8
	Analisis Laboratorium
	7

	9
	Perawat Gigi
	13

	10
	Ahli Penyehatan Lingkungan
	11

	11
	Bidan Desa
	18

	12
	Asisten Apoteker
	8

	13
	Atem
	1

	14
	Dll Farmasi
	9

	15
	Rekam Medis
	8


Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2014

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.22
Rasio Posyandu Dan Balita Kota Sawahlunto 
Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Posyandu
	97
	97
	98
	99
	100

	2.
	Jumlah Balita
	5.965
	5.965
	5.969
	6.025
	4.288

	3.
	Rasio Posyandu/Jumlah balita
	1:61,49
	1:61,49
	1:60,91
	1:60,86
	1:42,88


Sumber : Profil Kota Sawahlunto tahun 2014

Jumlah posyandu  dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Rasio posyandu per jumlah balita pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 1 : 61,49, ini berarti bahwa setiap posyandu pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata melayani 61 sampai 62 balita. Pada  tahun 2012 dan 2013 rasio posyandu terhadap balita masing-masing adalah 1 : 60,91 dan 1 : 60,86, ini berarti bahwa rata-rata setiap posyandu yang ada pada tahun 2012 dan 2013 dapat melayani sebanyak 60 sampai 61 balita. Untuk tahun 2014 rasio posyandu terhadap balita yaitu 1:42,88 yang artinya 42 sampai 43 balita dapat dilayani oleh satu posyandu. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun  sebelumnya hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah balita yang ada dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun penurunan angka rasio ini bukanlah hal yang buruk melainkan hal yang baik, karena posyandu akan semakin efektif dalam pelayanannya.

c. Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk
Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.23
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter Dan Pustu Kota Sawahlunto 
Tahun 2010– 2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Puskesmas
	6
	6
	6
	6
	6

	2.
	Jumlah Praktek Dokter
	37
	13
	16
	29
	29

	3.
	Jumlah Pustu
	25
	25
	23
	23
	23

	
	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu
	68
	44
	45
	58
	58

	4.
	Jumlah Penduduk
	56.866
	57.567
	58.068
	58.571
	59.608

	
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk
	1 : 9.478
	1 : 9.595
	1 : 9.678
	1 : 9.762
	1 : 9.935

	
	Rasio Praktek Dokter persatuan penduduk
	1 : 1.537
	1 : 4.428
	1 : 3.629
	1 : 2.020
	1 : 2.055

	
	Rasio Pustu persatuan penduduk
	1 : 2.275
	1 : 2.303
	1 : 2525
	1 : 2.547
	1 : 2.592

	
	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan penduduk
	1  :  836
	1  :  1.308
	1 : 1290
	1 : 1.010
	1 : 1.028

	5
	Jumlah Kecamatan
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	Jumlah Desa/Kelurahan
	37
	37
	37
	37
	37


        Sumber: Profil 2014 dan Data Olahan Bappeda

Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2014 mencapai 1 : 1.1.028 ini artinya bahwa 1 puskesmas/praktek dokter/pustu melayani penduduk sebanyak 1.028 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 3 : 2, ini artinya bahwa dalam dua kecamatan terdapat 3 unit puskesmas.
Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu tahun 2014  lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk sedangkan jumlah puskesmas, praktek dokter dan pustu tidak bertambah atau tetap.

3. Pekerjaan Umum
Aspek pelayanan umum terkait dengan bidang Pekerjaan Umum terdiri dari:
a. Jaringan Jalan
Infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian yang pertumbuhannya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kondisi infrastruktur jalan yang mantap dan tersistem adalah modal utama dalam meningkatkan perekonomian, sehingga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan orang akan terjamin.
Kondisi jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan sistem yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya dimasyarakat. Ketersediaan infrastruktur jalan adalah langkah awal dalam meningkatkan perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan.

Berikut secara lengkap disajikan kondisi dan panjang jalan Kota Sawahlunto berdasarkan kondisi selama periode 2010-2014.

Tabel 2.24
Kondisi dan Panjang Jalan Kota Sawahlunto 
Tahun 2010-2014
	NO
	URAIAN
	TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Kondisi Baik (Km)
	214,4
	288,48
	291,27
	306,12
	302,82

	2
	Kondisi rusak ringan (Km)
	89,35
	89,37
	88,82
	94,98
	89.09

	3
	Kondisi Rusak Sedang (Km)
	50,12
	34,65
	33,45
	33,45
	29,35

	4
	Kondisi rusak berat (Km)
	86,42
	27,79
	26,75
	26,75
	19,03

	5
	Jalan Kota secara keseluruhan (Km)
	440,29
	440,29
	440,29
	440,29
	440,29

	6
	Proporsi kondisi baik (%)
	48,70
	65,52
	66,15
	69,52
	68,78

	7
	Proporsi Kondisi rusak ringan (%)
	20,29
	20,30
	20,17
	21.57
	20,23

	8
	Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%)
	11,38
	7,87
	7,60
	7,5
	6,67

	9
	Proporsi Kondisi rusak berat (%)
	19,63
	6,31
	6,08
	6,08
	4,32


Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 

Kondisi jalan dapat diuraikan dengan kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang,  dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik pada tahun 2014 sepanjang 302,82 km atau 68,78% kondisi jalan rusak berat sepanjang 19,32 km atau sebesar 4,32%. Untuk memperlancar akses transportasi dari dan ke Sawahlunto telah dibuka ruas jalan alternatif baru yaitu ruas Pondok Kapur – Muara Kalaban sepanjang 2.3 Km. 
Status jalan di Kota Sawahlunto tahun 2014 terdiri dari jalan nasional sepanjang 47,03 km, jalan propinsi tahun 2013 sepanjang 32,08 km dan tahun 2014 menjadi 14,57 km. Hal ini terjadi karena adanya perubahan status ruas jalan propinsi menjadi jalan nasional, sedangkan jalan Kota tahun 2014 tetap sepanjang 440,29 km. Sementara jalan Desa/Lokal sepanjang 126,51 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.25
Status Jalan dan Lapis Permukaan Jalan
Tahun 2012 – 2014
	NO
	URAIAN
	2012
	2013
	2014

	I
	Panjang Jalan
	
	
	

	1
	Jalan Nasional
	35.24
	32.80
	47,03

	2
	Jalan propinsi
	27,09
	28.80
	14,57

	3
	Jalan Kota
	440,29
	440,29
	440,29

	4
	Jalan Desa/Lokal
	-
	-
	-

	II
	Jenis Lapisan Permukaan Jalan 
	
	
	

	1
	Aspal 
	238,41
	240,12
	243,31

	2
	Berbatu/Kerikil
	73,15
	94,98
	51,26

	3
	Tanah
	79,08
	33,45
	67,71

	4
	Beton Pavement 
	-
	26,75
	78,12


          Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto


Lapis permukaan jalan aspal bertambah dari 240,12 km menjadi 243,31 km, jalan berbatu/kerikil berkurang dari 94,98 km menjadi 51,26 km, karena ditingkatkan menjadi jalan beton pavement sepanjang 51,37 km. Kemudian jalan tanah bertambah dari 33,45 km menjadi 66,71 km karena dengan adanya pembukaan jalan baru berupa jalan lintas desa dan jalan sentra produksi.

b. Jaringan Irigasi
Jumlah irigasi di kota Sawahlunto sebanyak  87 Daerah Irigasi dengan luas potensial 1.690 Ha, dimana luas produktif 750 Ha dan sisanya seluas 940 Ha berupa tadah hujan. Status Irigasi adalah  termasuk kategori Irigasi Desa karena luas hamparan dibawah 100 Ha sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001.  Sumber air baku irigasi produktif berasal dari  sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Berikut tabel nama dan lokasi irigasi desa tiap kecamatan;

Tabel 2.26
Nama dan Lokasi Irigasi Kecamatan Silungkang
	No
	Nama Daerah Irigasi
	Lokasi
	Luas  (ha)
	Ket

	1
	Sawah Rumbio
	Desa Silungkang Duo
	15.00
	Produktif

	2
	Sungai Baye
	Desa Taratak Bancah
	15.00
	Produktif

	3
	Sawah Taban / Batang Piruko
	Desa Taratak Bancah
	10.00
	Produktif

	4
	Sawah Bancah
	Desa Taratak Bancah
	10.00
	Produktif

	5
	Koto Tingga
	Desa Taratak Bancah
	12.00
	Produktif

	6
	Batu Bage
	Desa Taratak Bancah
	10.00
	Produktif

	7
	Sawah Tangah
	Desa Taratak Bancah
	10.00
	Produktif

	8
	Sawah Dilie
	Desa Taratak Bancah
	12.00
	Produktif

	9
	Ngungun
	Desa Taratak Bancah
	12.00
	Produktif

	JUMLAH
	106.00
	


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 2.27
Nama dan Lokasi Irigasi Kecamatan Lembah Segar
	No
	Nama Daerah Irigasi
	Lokasi
	Luas  (ha)
	Ket

	1
	Sawah Jambak
	Desa Lunto Barat
	12.00
	Produktif

	2
	Sawah Pulau
	Desa Lunto Barat
	6.00
	Tadah hujan

	3
	Durian Gampu
	Desa Lunto Barat
	30.00
	Produktif

	4
	Bandar Panjang
	Desa Lunto Barat
	53.00
	Produktif

	5
	Sibolin
	Desa Lunto Barat
	15.00
	Produktif

	6
	Lubuk Kalodan
	Desa Lunto Barat
	32.00
	Tadah hujan

	7
	Simotang Mudik
	Desa Lunto Barat
	10.00
	Tadah hujan

	8
	Simotang Hilir
	Desa Lunto Barat
	17.00
	Tadah hujan

	9
	Lubuk Sipotang
	Desa Kubang Tangah
	21.00
	Tadah hujan

	10
	Guguk Nan Panjang
	Desa Kubang Tangah
	10.00
	Tadah hujan

	11
	Sawah Talago
	Desa Kubang Tangah
	5.00
	Tadah hujan

	12
	Titian Sionsek
	Desa Kubang Tangah
	3.00
	Tadah hujan

	13
	Sungai Limau
	Desa Kubang Tangah
	3.00
	Tadah hujan

	14
	Sawah Langkok
	Desa Kubang Tangah
	4.00
	Tadah hujan

	JUMLAH
	221.00
	 


 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum


Tabel 2.28
Nama dan Lokasi Irigasi Kecamatan Barangin
	No
	Nama Daerah Irigasi
	Lokasi
	Luas  (ha)
	Ket

	1
	Sawah Sapan
	Desa Talago Gunung
	25.00
	Tadah hujan

	2
	Lingkung Batu
	Desa Talago Gunung
	12.00
	Tadah hujan

	3
	Tanah Taban
	Desa Talago Gunung
	15.00
	Tadah hujan

	4
	Pancung Talang
	Desa Talago Gunung
	12.00
	Tadah hujan

	5
	Sawah Lawas Mudik
	Desa Talago Gunung
	35.00
	Tadah hujan

	6
	Sawah Nyiur
	Desa Talago Gunung
	8.00
	Tadah hujan

	7
	Sawah Lawas Hilir
	Desa Talago Gunung
	35.00
	Produktif

	8
	Sawah Tabing
	Desa Kolok Mudik
	15.00
	Produktif

	9
	Batu Bujuh
	Desa Kolok Mudik
	14.00
	Produktif

	10
	Subangko
	Desa Kolok Mudik
	50.00
	Produktif

	11
	Cuma Lagi
	Desa Kolok Nan Tuo
	25.00
	Produktif

	12
	Sikunik
	Desa Kolok Nan Tuo
	10.00
	Tadah hujan

	13
	Singkarewang
	Desa Kolok Nan Tuo
	30.00
	Produktif

	14
	Tapian
	Desa Kolok Nan Tuo
	30.00
	Produktif

	15
	Sawah Datar
	Desa Kolok Nan Tuo
	13.00
	Tadah hujan

	16
	Sawah Panjang
	Desa Talago Gunung
	15.00
	Produktif

	17
	Sawah Sajik
	Desa Talago Gunung
	6.00
	Tadah hujan

	18
	Kaluka/Sawah Lurah
	Desa Talago Gunung
	15.00
	Produktif

	19
	Embung Banda Panjang
	Desa Talago Gunung
	20.00
	Tadah hujan

	20
	Sawah Banyak
	Desa BBS
	15.00
	Produktif

	21
	Limau Kabau
	Desa BBS
	15.00
	Tadah hujan

	22
	Koto Tingga
	Desa BBS
	15.00
	Produktif

	23
	Sawah Gunung
	Desa BBS
	15.00
	Tadah hujan

	24
	Sawah Gadang
	Desa BBS
	16.00
	Tadah hujan

	25
	Sawah Patai
	Desa BBS
	15.00
	Tadah hujan

	26
	Sawah Pampuan
	Desa BBS
	12.00
	Tadah hujan

	27
	Sawah Aie Macu
	Desa BBS
	5.00
	Tadah hujan

	28
	Lubuk Sungkai
	Desa Lumindai
	40.00
	Produktif

	29
	Lubuk Siromek
	Desa Lumindai
	27.00
	Produktif

	30
	Batang Mindai
	Desa Lumindai
	20.00
	Produktif

	31
	Lubuk Sawah Gadang
	Desa Lumindai
	30.00
	Produktif

	JUMLAH
	610.00
	 


	          Sumber : Dinas Pekerjaan Umum
Tabel 2.29
Nama dan Lokasi Irigasi Kecamatan Talawi
	No
	Nama Daerah Irigasi
	Lokasi
	Luas  (ha)
	Ket

	1
	Taruko/ Limau Sundai
	Desa Tumpuak Tangah
	25.00
	Produktif

	2
	Batang Kumanis
	Desa Tumpuak Tangah
	30.00
	Produktif

	3
	Lubuk Sarosah
	Desa Tumpuak Tangah
	25.00
	Tadah hujan

	4
	Bukit Obang
	Desa Tumpuak Tangah
	15.00
	Tadah hujan

	5
	Sopan Tupai
	Desa Tumpuak Tangah
	20.00
	Tadah hujan

	6
	Batu Hampar
	Desa Datar Mansiang
	15.00
	Produktif

	7
	Sawah Tangah
	Desa Datar Mansiang
	35.00
	Produktif

	8
	Kandang Lowan
	Desa Datar Mansiang
	28.00
	Produktif

	9
	Lurah Cubadak
	Desa Kumbayau
	15.00
	Tadah hujan

	10
	Kandang Batu
	Desa Kumbayau
	15.00
	Tadah hujan

	11
	Lawak Jadah
	Desa Kumbayau
	15.00
	Tadah hujan

	12
	Sungai Nyie
	Desa Batu Tanjung
	15.00
	Tadah hujan

	13
	Asam
	Desa Batu Tanjung
	25.00
	Tadah hujan

	14
	Mansiruk
	Desa Batu Tanjung
	60.00
	Tadah hujan

	15
	Batang Sialang
	Desa Batu Tanjung
	35.00
	Tadah hujan

	16
	Sungai Bai
	Desa Batu Tanjung
	25.00
	Tadah hujan

	17
	Ulu
	Desa Batu Tanjung
	15.00
	Tadah hujan

	18
	Luak Dareh
	Desa Batu Tanjung
	10.00
	Tadah hujan

	19
	Tarok II
	Desa Batu Tanjung
	20.00
	Tadah hujan

	20
	Bungo
	Desa Batu Tanjung
	25.00
	Tadah hujan

	21
	Pasaunan
	Desa Batu Tanjung
	50.00
	Tadah hujan

	22
	Sawah Pulau
	Desa Talawi Mudik
	20.00
	Tadah hujan

	23
	Sungai Abu
	Desa Talawi Mudik
	6.00
	Tadah hujan

	24
	Tali Mato
	Desa Talawi Hilir
	25.00
	Tadah hujan

	25
	Banda Lurah
	Desa Talawi Hilir
	50.00
	Tadah hujan

	26
	Data Rambutan
	Desa Sijantang Koto
	28.00
	Produktif

	27
	Pulau Ambacang
	Desa Salak
	10.00
	Tadah hujan

	28
	Lurah Rambutan
	Desa Salak
	6.00
	Tadah hujan

	29
	Kamaung
	Desa Rantih
	35.00
	 Produktif

	30
	Kajatan
	Desa Rantih
	10.00
	Tadah hujan

	31
	Muaro Sikabau
	Desa Rantih
	20.00
	Tadah hujan

	32
	Sawah Tangah
	Desa Rantih
	15.00
	Tadah hujan

	33
	Sawah Luwung
	Desa Rantih
	20.00
	 Produktif

	34
	Pakan Sinamo
	Desa Rantih
	50.00
	 Produktif

	JUMLAH
	813.00
	 


	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian terutama padi perlu direncanakan sistem yang potensial dalam upaya peningkatan kapasitas penyediaan air baku terutama pada Daerah Irigasi tadah hujan sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara permanen. Sistem yang direncanakan dimaksud antara lain berupa pembangunan bangunan penampung air (embung) saluran Tersier dan Talang. Sedangkan pada Daerah Irigasi yang potensial perlu dilakukan pemberdayaan Petani Pemakai Air dan penambahan pembangunan saluran permanen sampai ke daerah hulu dan peningkatan saluran tersier lainnya.

c. Drainase
Kondisi topografi Kota Sawahlunto yang bergelombang dan berbukit mengakibatkan proses aliran air cendrung lebih cepat. Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan akan dapat menimbulkan banjir dan genangan di kawasan yang lebih rendah karena tidak teralirkan secara langsung ke badan air.  Apalagi sekiranya saluran air yang ada berupa saluran alamiah atau tanah, rembesan air akan mengalir secara tidak terarah.
Dari kondisi topografi, yang demikian, dapat memiliki nilai tambah alamiah yaitu kelerengan lahan yang tinggi sehingga limpahan air hujan tidak memiliki potensi  menggenang.  Kondisi elevasi yang rendah terdapat di Kawasan Kota Lama dengan drainase primernya Batang Lunto yang mengalir melintasi pusat kota.
Secara teknis pengelolaan drainase di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.  Sistem jaringan drainase kota terdiri dari drainase buatan dan drainase alamiah yang diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Drainase Primer, merupakan saluran alamiah berupa Sungai Batang Lasi, Lunto, Sumpahan, Malakutan, dan sungai batang Ombilin,
2) Drainase Sekunder, merupakan saluran buatan yang bermuara ke drainase primer,
3) Drainase Tersier, merupakan saluran buatan yang bermuara ke drainase sekunder,
4) Drainase Lingkungan, merupakan saluran buatan yang ada di sekitar perumahan, Permukiman.

Berikut ini tabel data pembangunan drainase kondisi tahun 2014, yaitu:

Tabel 2.30
Data Drainase Premiere Dan Sekunder
	No
	Lokasi
	Kecamatan
	Dimensi (M’)
	Panjang
(M’)
	Muara

	I
1.
2.
3.
4.
5.

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
	DRAINASE PRIMER
Sungai Batang Ombilin
Sungai Batang Lasi
Sungai Batang Lunto
Sungai Batang Malakutan
Sungai Batang Sumpahan

DRAINASE SEKUNDER
Gereja -Tangsi Baru
Ps Remaja (Belakang BDN)
Pasar Remaja (Depan BDN)
Pasar Remaja (Depan KKTBO)
Pasar Remaja (Gereja)
Areal Stasiun KA
Kelok Tarok - Polsekta
Depan Balaikota - Kelok Cendol
SDN 5 - Jembatan Pos M. Kalaban
Kantor KUA – Kejari M. Kalaban
Ps. Baru Durian
Ps. Sapan
OMTC – Ps. Baru
Lap. Bola - Koto Ala Talawi
Simp. Puskesmas – Koto Ala
Pasar Talawi – Koto Ala
Kb. Sir. Atas – Air Dingin
Kantor DPRD – Jembatan KA
Aua Tajungkang – Jemb. Pasar
Ktr. Camat Lb. Segar – Air Dingin
Kel. Durian. I – RT 05

Kel. Durian. I – RT 06 

Muaro Kalaban
Saringan - Kebun Jati
Saringan  - Kebun Jati
Tanah Lapang – RT I / RW 1
Tanah Lapang – Iptek Center
Santur – Karang Anyar

Santur – Perumnas Santur

Durian I

Santur – Padang Malintang
Durian II – Sungai Durian
Muaro Kalaban – Ds. Balai-Balai
Santur – Karang Anyar

Kolok
M. Kalaban – Desa Sawah Tambang
Saringan – Gunung Timbago
Kawasan Kandih
	
Talawi
Silungkang
Lb. Segar
Barangin
Lb. Segar 


Lb Segar
Lb. segar
Lb. Segar
Lb. Segar
Lb. Segar
Lb. Segar
Barangin
Barangin
Silungkang
Silungkang
Barangin
Barangin
Barangin
Talawi
Talawi
Talawi
Lb. Segar
Lb. Segar
Lb. Segar
Lb. Segar
Barangin

Barangin

Silungkang
Barangin
Barangin
Lb. Segar
Lb. Segar
Barangin

Barangin

Barangin

Barangin
Barangin
Silungkang
Barangin

Barangin
Silungkang
Lb. Segar
Barangin-Talawi
	
28 ,00
22,00
16,00
12,00
8,50


	1,22
1,20
1,20
1,20
1,20
2,02
2,14
0,86
1,33
0,78
1,40
0,82
2,20
1,64
2,81
1,82
1,06
1,14
2,22
3,12
1,17

0,22

2,80
0,63
0,30
1,20
1,35
0,95

0,30

0,365

0,70
0,70
1,415
0,54

0,40
1,02
0,70
2,50
	42.830
7.150
5.380
13.800
9.800
6.700

	44.909
1.328
1.560
1.560
1.560
1.560
313
1.040
410
2.655
550
668
1.070
884
770
1.800
1.315
1.116
550
445
1.040
180

300

300
300
300
300
300
3.000

3.160

2.700

7.100
1.200
200
1.500

100
75
1.700
15.573
	
Bt. Kuantan
Bt. Ombilin
Bt. Ombilin
Bt. Ombilin
Bt. Lunto


Bt. Lunto
Bt. Lunto 
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Lasi
Bt. Lasi
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Ombilin
Bt. Ombilin
Bt. Ombilin
Bt. Lunto
Bt. Lunto
Bt. Lunto
Bt. Lunto
Anak Sungai   Bt. Sumpahan
Anak Sungai   Bt. Sumpahan
Bt. Lasi
Bt. Lunto
Bt. Lunto
Bt. Lunto
Bt. Lunto
Anak Sungai   Bt. Ombilin
Anak Sungai   Bt. Ombilin
Anak Sungai   Bt. Ombilin
Bt. Sumpahan
Bt. Sumpahan
Bt. Lasi
Anak Sungai   Bt. Ombilin
Bt. Malakutan
Bt. Lasi
Bt. Sumpahan
Bt. Ombilin


           Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan drainase lebih diarahkan pada pembangunan drainase sekunder dan tersier lingkungan perumahan, sedangkan pembangunan drainase primer terutama Batang Ombilin dan Batang Lasi merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi karena sungai lintas Kabupaten/Kota. Dari total panjang drainase sekunder dan tersier sepanjang 87.739 m, hampir 70 % berupa tanah dan yang perlu ditingkatkan menjadi permanen dengan pasangan batu/beton. Pembangunan drainase sekunder dan tersier dalam 2 tahun terakhir seperti data berikut ini :

Tabel 2.31
Pembangunan Drainase Sekunder dan Tersier Kota Sawahlunto
Tahun 2011-2014
	No
	Pembangunan Drainase
	Total Panjang  (M)
	Konstruksi Drainase

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	Tanah (M)
	Pasangan Batu (M)
	Tanah (M)
	Pasangan Batu (M)
	Tanah (M)
	Pasangan Batu (M)
	Tanah (M)
	Pasangan Batu (M)

	1.
	Drainase Sekunder
	42.830
	42.830
	-
	42.830
	-
	42.830
	-
	42.830
	-

	2.
	Drainase Tersier
	44.909
	32.436
	12.473
	31.144
	13.765
	30.839
	41.070
	29.929
	14.980



Media yang digunakan untuk menyalurkan limpahan air hujan dan air limbah adalah saluran drainase sekitar perumahan dengan fungsi untuk menghindari adanya genangan-genangan. Pelayanan sistem drainase permukiman perkotaan berupa drainase alamiah dan drainase buatan di sepanjang tepi jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional. 

4. Perumahan Rakyat
[bookmark: _Toc270331317][bookmark: _Toc271113094]Kondisi rumah sehat yang ada terus mengalami peningkatan mencapai 73,98% (2010) menjadi 78,14 (2014). Dengan perkiraan jumlah penduduk hingga tahun 2030 sebesar 128.141 jiwa akan terjadi permintaan kebutuhan rumah sebesar 25.628  unit rumah dengan kebutuhan lahan seluas 589 Ha. Penyebaran lahan perumahan ini diarahkan sesuai dengan struktur ruang yaitu dengan mengembangkan daerah baru dan revitalisasi permukiman lama. Berikut ini adalah data penanganan perumahan dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu:

Tabel 2.32
Data Penanganan Perumahan Kota Sawahlunto
Tahun 2014
	[bookmark: _Toc270331318][bookmark: _Toc271113095]NO
	KEC/DESA/
KELURAHAN
	DATA KEPENDUDUKAN
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI VEERSI
	JUMLAH RUMAH YANG SEDANG/TELAH DITANGANI

	
	
	PENDUDUK
	KK
	RUMAH
	PNPM
	PEMDA
	BPS
	PNPM
	PEMERINTAH
	SWASTA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PUSAT
	PEMDA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kec. TALAWI
	18.681
	4.529
	4.131
	307
	275
	301
	16
	20
	39
	-

	1
	SIKALANG
	1.353
	338
	294
	47
	35
	39
	-
	20
	-
	-

	2
	RANTIH
	618
	147
	139
	18
	12
	11
	4
	-
	-
	-

	3
	SALAK
	1.380
	345
	301
	43
	32
	22
	-
	-
	-
	-

	4
	TALAWI HILIR
	4.203
	1.000
	947
	27
	18
	34
	-
	-
	-
	-

	5
	TALAWI MUDIK
	2.807
	702
	644
	17
	17
	24
	-
	-
	5
	-

	6
	BUKIK GADANG
	1.303
	310
	268
	26
	28
	23
	6
	-
	16
	-

	7
	BATU TANJUNG
	2.003
	500
	482
	43
	24
	30
	6
	-
	8
	-

	8
	KUMBAYAU
	1.537
	366
	316
	47
	48
	65
	-
	-
	-
	-

	9
	DATA MANSIANG
	172
	43
	41
	4
	8
	5
	-
	-
	4
	-

	10
	TUMPUAK TANGAH
	1.938
	461
	441
	29
	42
	33
	-
	-
	6
	-

	11
	SIJANTANG KOTO
	1.331
	317
	258
	6
	11
	15
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kec BARANGIN
	17.918
	4.389
	3.992
	484
	313
	674
	63
	35
	18
	-

	1
	LUMINDAI
	2.521
	630
	582
	127
	61
	151
	9
	8
	12
	-

	2
	BALAI BATU SANDARAN
	640
	160
	118
	85
	41
	52
	14
	6
	-
	-

	3
	KOLOK NAN TUO
	1.111
	278
	233
	48
	23
	83
	4
	-
	-
	-

	4
	SARINGAN
	1.779
	424
	401
	29
	35
	69
	3
	-
	-
	-

	5
	LUBANG PANJANG
	1.243
	311
	293
	11
	10
	30
	7
	-
	-
	-

	6
	DURIAN I
	2.144
	511
	468
	58
	29
	55
	1
	-
	-
	-

	7
	DURIAN II
	2.106
	527
	447
	25
	21
	44
	1
	-
	-
	-

	8
	TALAGO GUNUNG
	1.489
	372
	348
	44
	55
	65
	6
	6
	6
	-

	9
	SANTUR
	3.826
	911
	886
	33
	27
	102
	10
	-
	-
	-

	10
	KOLOK MUDIK
	1.059
	265
	216
	24
	11
	23
	8
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Kec.  LB. SEGAR
	12.214
	2.985
	2.578
	318
	218
	456
	89
	37
	49
	-

	1
	LUNTO BARAT
	1.202
	300
	268
	69
	41
	75
	6
	-
	-
	-

	2
	LUNTO TIMUR
	1.183
	282
	242
	65
	25
	50
	8
	12
	8
	-

	3
	PASAR KUBANG
	905
	226
	208
	28
	26
	40
	8
	-
	-
	-

	4
	KUBANG UT. SIKABU
	817
	204
	174
	39
	39
	37
	10
	20
	8
	-

	5
	AUR MULYO
	1.090
	260
	175
	25
	25
	23
	5
	5
	
	-

	6
	KUBANG TANGAH
	1.246
	297
	233
	17
	18
	70
	11
	-
	3
	-

	7
	PASAR
	1.498
	375
	347
	22
	7
	32
	4
	-
	10
	-

	8
	KUBANG SIR. UTARA
	971
	243
	205
	12
	11
	24
	15
	-
	-
	-

	9
	KUBANG SIR. SEL.
	1.121
	267
	246
	7
	11
	31
	10
	-
	-
	-

	10
	TANAH LAPANG
	1.218
	290
	255
	11
	6
	19
	4
	-
	20
	-

	11
	AIR DINGIN
	963
	241
	225
	23
	9
	55
	8
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Kec. SILUNGKANG 
	10.795
	2.578
	2.351
	313
	209
	473
	48
	160
	-
	-

	1
	SILUNGKANG OSO
	1.363
	325
	302
	66
	50
	55
	12
	-
	-
	-

	2
	SILUNGKANG DUO
	1.408
	335
	281
	32
	17
	71
	8
	-
	-
	-

	3
	SILUNGKANG TIGO
	2.308
	550
	546
	59
	42
	96
	6
	-
	-
	-

	4
	MUARO KALABAN
	5.181
	1.234
	1.104
	109
	61
	185
	14
	120
	-
	-

	5
	TARATAK BANCAH
	535
	134
	118
	47
	39
	66
	8
	40
	-
	-

	JUMLAH
	59.608
	14.481
	13.052
	1.422
	1.015
	1.904
	216
	232
	106
	-




Tabel 2.33
Data Perumahan Permukiman
Tahun 2013-2014
	No.
	Kawasan Perumahan
	Luas
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1
	Rumah Sehat
	
	
	

	
	Lembah Santur I
	1 Ha
	150 Unit
	168 unit

	
	Lembah Santur II
	5 Ha
	10	Unit
	16 unit

	
	Lembah Santur III
	3.564M²
	25	Unit
	41 unit

	
	Lembah Santur IV
	30.000 M²
	0	Unit
	11 unit

	
	Kolok Nan Tuo
	1,5 Ha
	48 	Unit
	50 unit

	2
	Relokasi Gakin Kayu Gadang
	40.400 M²
	150 Unit
	150 unit

	
	Perumahan Gakin Luak Badai
	6,12 Ha
	64 unit
	64 unit

	3
	Perumahan khusus
	
	
	

	
	Perumahan Karyawan PT.BA UPO
	
	
	

	4
	Rumah Susun Tanah Lapang
	5.000 M²
	60 unit
	60 unit

	5
	Perumahan Karyawan PLTU Sijantang
	5.000 M²
	50 unit
	50 unit

	6
	Perumahan Karyawan BRI Talawi
	2.500 M²
	15 unit
	15 unit

	7
	Rumah Dinas PNS
	
	35 unit
	36 unit

	
	Kubang Sirakuk Bawah I
	
	3 kopel/6 unit
	3 kopel/6 unit

	
	Kubang Sirakuk Bawah II
	
	13 unit
	13 unit

	
	Kubang Sirakuk Bawah III
	
	1 kopel/2 unit
	1 kopel/2 unit

	
	Pondok Batu
	
	8 unit
	8 unit

	
	Muaro Kalaban
	
	4 unit
	4 unit

	
	Santur
	
	2 unit
	3 unit

	
	Talawi
	
	4 unit
	4 unit

	8
	Rumah Campuran (rumah swadaya)
	
	12.934 unit
	14.363 unit

	9
	Rumah Permanen
	
	9.347 unit
	9.700 unit

	
	Rumah Semi Permanen
	
	1.943 unit
	2.248 unit

	
	Rumah Tidak Permanen
	
	1.904 unit
	1.858 unit

	10
	Rusunawa
	10.000 M²
	2 TB
	198 kamar



Mengingat pada saat ini kepadatan bangunan rumah di pusat kota lama sudah cukup tinggi, pertumbuhan perumahan harus dikendalikan, agar tidak terjadi kawasan yang rawan sosial dan kumuh. Sampai akhir tahun 2014 dari jumlah penduduk sebesar 59.608 jiwa dengan 13.160 rumah dan 14.481 Kepala Keluarga, berarti terdapat kekurangan rumah sebanyak 1.321 unit rumah. Untuk memenuhi Backlock tersebut, beberapa kemudahan diberikan kepada pengembang dalam pembangunan perumahan seperti pemberian fasilitas kredit, Taperum PNS/TNI/POLRI, penyediaan lahan siap bangun dan mendorong masyarakat untuk membangun rumah sendiri.
Begitu juga dengan penataan lingkungan permukiman terutama terhadap kawasan kumuh dan rawan bencana, pada tahun 2014 telah dilaksanakan program peningkatan kwalitas lingkungan permukiman yang difokuskan untuk penanganan :
· Bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 56 unit
· Peningkatan jalan lingkungan 1.840 M
· Peningkatan Drainase Permukiman 3.330 M
· Pemasangan penerangan jalan umum 16 unit
· Pembuatan RTH
· Pembangunan MCK Komunal

Kemudian pada tahun 2015 akan dilakukan penataan lingkungan permukiman kawasan Perumahan Santur I dan Kolok Nan Tuo melalui Dana DAK Perkim Kementerian Perumahan Rakyat. Dan pada tahun 2016 akan dilaksanakan penataan lingkungan kumuh di dusun Kemiri dan Tarandam, Kayu Gadang, Durian I dan Sijantang Koto melalui Program Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP). Begitu juga akan dilaksanakan lanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Desa Silungkang Oso, Muaro Kalaban dan Rantih.

5. Penataan Ruang
Penataan ruang kota bertujuan untuk melestarikan kota pusaka dan mewujudkan kota wisata yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil  dengan didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sawahlunto 2012-2032  bertujuan untuk menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang dimana RTRW akan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota yang sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.
Kebijakan penataan ruang kota tersebut meliputi :
a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota 
1) Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 
2) Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota; dan 
3) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan sistem jaringan sumber daya air. 
b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota Sawahlunto 
1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
· Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan 
· Pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung.
2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya Meliputi:
· Pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah 
· Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
· Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan RTH kota; 
· Pengembangan kawasan perumahan yang layak huni; 
· Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
· Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota; 
· Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
· Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dari kebijakan pengembangan pola ruang kota yang meliputi pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya, luas pola ruang yang ada saat ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Luas Pola Ruang Di Kota Sawahlunto
	NO
	POLA RUANG
	LUAS (Ha)
	PERSEN (%)

	I
	KAWASAN LINDUNG 
	2,234.68 
	8.17 

	1
	DAERAH HIJAU (SEMPADAN SUNGAI, DANAU DAN KERETA API) 
	936.66 
	3.43 

	2
	DANAU (KOLAM BEKAS GALIAN TAMBANG)
	28.98 
	0.11 

	3
	HUTAN LINDUNG 
	72.71 
	0.27 

	4
	TAMAN 
	14.49 
	0.05 

	6
	RTH TAMAN 
	37.06 
	0.14 

	7
	HUTAN KOTA KOLOK 
	70.00 
	0.26 

	8
	HUTAN KOTA 
	1,074.79 
	3.93 

	II
	KAWASAN BUDIDAYA 
	25,110.32 
	91.83 

	7
	SAWAH 
	2,097.16 
	7.67 

	8
	TAMBANG 
	2,024.08 
	7.40 

	9
	HUTAN PRODUKSI 
	6,802.48 
	24.88 

	10
	HUTAN PRODUKSI KONVERSI 
	4,113.18 
	15.04 

	11
	PEMUKIMAN 
	3,461.90 
	12.66 

	12
	PENDIDIKAN  TINGGI 
	19.14 
	0.07 

	13
	PERKANTORAN 
	127.48 
	0.47 

	14
	PERTANIAN LAHAN KERING 
	6,039.36 
	22.09 

	15
	WISATA KANDIH 
	400.00 
	1.46 

	16
	TPA 
	25.54 
	0.09 

	
	TOTAL
	27,345.00 
	100.00 


              Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012
	
Dari luas pola ruang tersebut terlihat bahwa tutupan lahan untuk pertanian lahan kering, hutan produksi konversi dan hutan produksi masih mendominasi kawasan budi daya dengan total luas 16.955,02 ha atau 62,01%. Sedangkan pada kawasan lindung daerah hijau dan hutan kota memiliki porsi yang lebih luas yaitu 2.011,45 ha atau 7,36%.

3) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota meliputi:
· Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional Kecamatan Silungkang dalam rangka mendukung fungsi Kota Sawahlunto sebagai PKW.
· Perlindungan terhadap kota pusaka pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto dalam rangka konservasi warisan budaya.
· Pengembangan pusat pemerintahan kota di Kawasan Kolok, Kecamatan Barangin  dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan baru di Bagian Utara.
· Pengembangan kawasan wisata Kandih, Kecamatan Barangin  dalam rangka rehabilitasi kawasan bekas tambang,  pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota.

c. Strategi Penataan Ruang Kota
Strategi penataan ruang kota diarahkan untuk mengendalikan pengembangan struktur ruang, pengembangan kawasan lindung dan budi daya, kawasan strategis kota, perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, pengembangan pusat pemerintahan dan pengembangan kawasan Wisata Kandih.
1) Strategi Pengembangan Struktur Ruang 
Strategi penataan pengembangan struktur ruang bertujuan untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan wisata dan prasarana fasilitas umum terdiri dari :
· Mengembangkan pusat-pusat kegiatan wisata berskala regional; 
· Mengembangkan prasarana rumah sakit dan terminal yang sesuai dengan kriteria PKW; 
· Mengembangkan pasar regional atau terminal agrobisnis; 
· Meningkatkan akses jalan keluar-masuk ke kabupaten atau kota sekitar; dan 
· Meningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap. 
· Mengembangkan terminal yang terintegrasi dan berhirarkhi;
· Mengembangkan dan pemanfaatan jalur kereta api untuk pelayanan angkutan barang, orang dan wisata berbasis kereta api.
2) Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Dan Budidaya
Strategi pengembangan kawasan lindung dan budi daya bertujuan melestarikan, membangun dan mengembangkan sektor-sektor usaha yang potensial terdiri dari:
· Melestarikan hutan, taman kota, sempadan sungai, dan sekitar mata air; 
· Membuat RTH kota meliputi hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, kawasan sabuk hijau (green belt) dan lain-lain, untuk memenuhi proporsi RTH 30 (tiga puluh) persen dari luas kota. 
· Mengembangkan sektor pertambangan dengan menetapkan kawasan pertambangan yang memperhatikan kelayakan berdasarkan daya dukung lingkungan dan merehabilitasi kawasan lahan bekas tambang untuk kegiatan pariwisata, perikanan, dan rth;
· Mengembangkan sektor industri dengan mengembangkan kawasan sentra industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam di setiap subpusat kota dan mengembangkan pusat pemasaran produksi industri kecil berupa tenun, kerajinan, cinderamata, dan makanan di pusat kegiatan wisata;
· Mengembangakan sektor pariwisata dengan mengembangkan obyek wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, tempat rekreasi, dan agrowisata; 
3) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota
a) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan Jasa skala regional dalam rangka mendukung fungsi Kota Sawahlunto sebagai PKW meliputi: 
· Mengembangkan kawasan ekonomi regional terpadu 
· Mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang yang terpadu dengan pengembangan stasiun kereta api. 
b) Strategi Perlindungan Terhadap Kota Pusaka Dalam Rangka Konservasi Warisan Budaya meliputi: 
· Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya; 
· Mengkonservasi dan merehabilitasi  kawasan  cagar budaya;
· Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan 
· Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.
c) Strategi Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Mengalokasikan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Dan Kegiatan Pendukungnya meliputi:
· Membangun kawasan pusat pemerintahan di Kawasan Kolok Kecamatan Barangin sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial ekonomi masyarakat kota;
· Membangun infrastruktur pendukung kawasan pusat pemerintahan dan sekitarnya untuk menarik perkembangan kegiatan kota ke kawasan kolok dan sekitarnya
d) Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kandih Dalam Rangka Rehabilitasi Kawasan Bekas Tambang
· Melakukan konservasi terhadap kolam bekas galian tambang;
· Mendorong pembangunan  hutan kota dan taman buah; dan 
· Mendorong pembangunan kawasan wisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kota. 

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang kota dalam rangka pengembangan pola ruang terhadap sektor-sektor kawasan yang strategis dan potensial, perlu disiapkan rencana induk dan rencana detail setiap kawasan supaya pembangunan prasarana wilayah dapat berkembang sesuai dengan skenario arahan pemanfaatan ruang.
Rencana Umum Tata Ruang yang telah disusun perencanaannya Di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :
1) RTBL Muaro Kalaban Kawasan Simpang Tiga
2) RDTR Kawasan Kota Lama, 
3) RDTRKecamatan Silungkang
4) RDTR Kecamatan Talawi
5) RDTR Kawasan Pusat Pemerintahan di Kolok Mudik
6) Master Plan Kawasan Kandih
7) Master Plan Kawasan DAS Batang Lunto 
8) Master Plan Kawasan RSUD Kota Sawahlunto
9) Master Plan Penataan Pelestarian Kota Pusaka
10) Master Plan Kawasan Bekas Tambang 

Kondisi   Kota Sawahlunto terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika. Kebutuhan luas RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, sehingga kebutuhan RTH direncanakan seluas 8.203 ha meliputi RTH privat adalah 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha Perkembangan RTH kota Sawahlunto sejak 2010-2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.35
Rasio Rth Per Satuan Luas Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)
	2.096
	2.571
	2.946
	3.501
	4.101

	2
	Luas Wilayah (ha)
	27.345
	27.345
	27.345
	27.345
	27.345

	3
	Persentase (%)
	7,66
	9,40
	10,77
			12,80
			13.10


Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2014

Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto dari tahun 2010 seluas 2.096 ha atau sebesar 7.66 % dari luas wilayah kota dan terus meningkat hingga pada tahun 2014 menjadi seluas keseluruhan 4.101 ha atau sebesar 13.10 %, sehingga masih membutuhkan tambahan  RTH minimal seluas 16.9% dari luas wilayah kota yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan seperti pembuatan taman kota, hutan kota, penghijauan lahan kritis dan reklamasi lahan bekas tambang.

2) Rasio Bangunan yang Memiliki IMB
Setiap orang/badan usaha di Kota Sawahlunto yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku harus  memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang supaya sesuai rencana. Perkembangan rumah dan bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.36
Rasio Bangunan Ber IMB Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014

	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Bangunan
	11.990
	12.090
	13.117
	14.001
	14.481

	2
	Jumlah Bangunan ber-IMB
	5.120
	5.219
	5.824
	5.896
	6.324

	3
	Rasio
	42,71
	43,17
	44,40
	42,12
	43,68


Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2014
Pada tahun 2010 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 5.120 unit dari 11.990 unit bangunan  dengan rasio bangunan ber IMB  mencapai 0.43 sedangkan pada tahun 2014 jumlah bangunan yang telah memiliki IMB sebanyak 6.324 unit dari 14.481 unit rumah dengan rasio 43,68%.  Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah bangunan di Kota Sawahlunto yang memiliki IMB relatif masih rendah.

6. Perhubungan
Sektor transportasi di Kota Sawahlunto hanya berupa transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
a. Moda Transportasi
Kota Sawahlunto termasuk kota kecil yang perkembangan wilayahnya dalam sektor transportasi termasuk lambat dan bersifat lokal dimana Moda Transportasi darat yang ada masih bertumpu pada transportasi konfensional yaitu berupa Angkutan Kota dan Angkutan Kota Dalam Provinsi. Berikut ini jumlah dan jenis moda transportasi dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.37
Jumlah dan Jenis Moda Transportasi
Tahun 2012-2014
	NO
	JENIS ANGKUTAN
	Satuan
	2012
	2013
	2014

	1
	Truck/Dump Truck/Tronton
	Unit
	1365
	1369
	914

	2
	Bus/Mikro Bus
	Unit
	0
	0
	187

	3
	Pick Up
	Unit
	0
	0
	566

	4
	Angkot
	Unit
	49
	46
	76

	5
	Sedan
	Unit
	123
	128
	149

	6
	Kereta Api
	Unit
	2
	2
	2

	7
	Travel Biro
	Buah
	25
	25
	5

	8
	Sepeda Motor 
	Unit
	10.980
	11.973
	12.393

	9
	Bus pariwisata
	Unit
	2
	7
	7


     Sumber: Kantor Perhubungan Kota Sawahlunto

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 2 tahun terakhir jumlah Truck tahun 2012 sebanyak 1.365 unit, berkurang menjadi 914 unit di tahun 2014. Sedangkan untuk kendaraan angkutan kota pada tahun 2013 sebanyak 46 angkot, pada tahun 2014 bertambah menjadi 76 angkot. Sementara jumlah bus pariwisata pada tahun 2014 tetap 7 unit. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tidak diiringi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan sehingga mengakibatkan arus lalu lintas bertumpu pada satu ruas jalan tertentu dan sulitnya tempat parkir khususnya di tempat-tempat umum.

b. Sarana Lalu Lintas
Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan,  dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi, seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Sarana Lalu Lintas Jalan
Tahun 2012-2014
	NO
	SARANA LALU LINTAS
	Satuan
	2012
	2013
	2014

	1
	Kaca Tikungan
	unit
	4
	52
	52

	2
	Warning Light
	unit
	5
	4
	3

	3
	Trafic Light
	unit
	-
	-
	-

	4
	Rambu-rambu
	unit
	415
	384
	384

	5
	Guadril
	segmen
	146
	146
	146

	6
	Deliniatur
	unit
	100
	100
	100

	7
	Trapikun
	Unit
	100
	100
	100

	8
	Marka Jalan
	M2
	1.350
	1.800
	2.217

	9
	Penyebrangan (Zebra Cros)
	lokasi
	7
	7
	7

	10
	Papan Penunjuk Arah
	buah
	6
	6
	6

	11
	Papan Informasi Lalu Lintas
	buah
	6
	6
	6


Sumber: Kantor Perhubungan Kota Sawahlunto 2014

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah sarana lalu lintas jalan tidak mengalami peningakatan. Ini berarti bahwa pembangunan penyediaan sarana lalu lintas jalan umumnya dibangun pada jalan Provinsi dan pada ruas jalan utama kota.

c. Komunikasi dan Informatika 
Teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah  berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia,  baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan cara layanan lainnya. Setiap orang penduduk menggunakan handpone untuk berkomunikasi yang jumlahnya belum terdata secara pasti, karena urusan sektor komunikasi dam informasi ini belum menjadi urusan wajib daerah. Sebagai bahan monitoring, berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.39
Jumlah Layanan Komunikasi Dan Informasi
Tahun 2012-2014
	NO
	URAIAN
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Kantor Pos (unit)
	4
	4
	4

	2
	Jumlah Sambungan Telepon (SST)
	3.008
	3.008
	3.008

	3
	Jumlah Warnet
(unit)
	45
	32
	27


          Sumber: Kantor Perhubungan Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Pos cabang sebanyak 2 unit dan Kantor Pos Pembantu sebanyak 2 unit, sementara jumlah Warnet pada tahun 2013 sebanyak 32 unit mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 27 unit. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Kota Sawahlunto menggunakan layanan SPEDDY di rumah masing-masing sehingga tidak perlu lagi ke warnet untuk menggunakan Internet.

7. Lingkungan Hidup
Kondisi Daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase Penanganan Sampah
Mobilisasi sampah dari tingkat user interface menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh BLH. Cakupan pelayanannya adalah:
1) Sudah dilayani		: 64,86% atau 24 desa/kelurahan
2) Belum terlayani	: 35,14% atau 13 desa/kelurahan 

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 25-30 m3/hari, sementara timbulan sampah per hari sekitar 45 m3/hari ( ± 45.235. Kg/hari ). Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2.40
Pengelolaan Sampah
Tahun 2013-2014

	Pengelolaan
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Timbulan sampah kota
	33.000 Kg/hari
	45.235 Kg/hari

	Jumlah sampah terangkut
	25.000-30.000 Kg/hari
	25.000 - 30.000 Kg/hari

	Jumlah sampah terolah
	7.912 Kg/hari
	7.912 Kg/hari

	Teralayani
	61,86% atau 24 Desa/Kel
	61,86 % atau 24 desa/kelurahan

	Belum teralayani
	38,14% atau 13 Desa/Kel
	35,14 % atau 13 desa/kelurahan



Volume timbulan sampah pada tahun 2014 bertambah sebesar 12.235 Kg/hari dari tahun 2013, sementara sampah yang terangkut terolah dan wilayah terlayani sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah sarana angkutan truck sampah tidak bertambah dan berusia tua serta alat beral Bulldozer di TPA beroperasi tidak optimal.

Sampah yang tidak terangkut sebanyak ± 15.235 Kg/hari pada umumnya menumpuk di Tempat Penampungan Sementara di desa – desa dan pinggiran perkotaan yang belum terjangkau pelayanan. Jangkauan pelayanan ini bukan hanya kemampuan tenaga yang terbatas atau kekurangan sarana yang ada, akan tetapi lebih disebabkan lokasi tersebut yang tidak memungkinkan dijangkau oleh armada persampahan. 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk Kader Pengomposan Sampah desa yang mampu mengolah sampah di lokasinya sendiri. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola BLH adalah berupa:


Tabel 2.41
Sarana Dan Prasarana Persampahan 
Tahun 2013-2014
	NO.
	JENIS SARANA
	2013
	2014
	KETERANGAN

	1
	TPA Lontiek Maloweh
	2 Ha
	2 Ha
	Tidak aktif

	2
	TPA Kolok Nan Tuo
	1,50 Ha
	1,50 Ha
	Tidak aktif

	3
	TPA Kayu Gadang
	5 Ha
	5 Ha
	Dijadikan Sanitasi Landfield

	4
	Truck Sampah
	5 unit
	5 unit
	

	5
	Arm Roll Truck
	3 unit
	3 unit
	

	6
	Container
	12 unit
	13 unit
	

	7
	Bak Sampah
	16 buah
	14 buah
	

	8
	Drum/Tong Sampah
	368  unit
	344 buah
	

	9
	Hanger
	180  unit
	152 Unit
	

	10
	Gerobak Sampah
	10  buah
	12 buah
	

	11
	Becak Motor
	4  unit
	6 unit
	

	12
	Petugas K3
	48 orang
	48 orang
	

	13
	Bulldozer
	1 unit
	2 unit
	Rusak 1 unit

	14
	Incenerator
	1 unit
	1 unit
	Tidak berfungsi

	15
	Mesin Kompos
	1 unit
	1 unit
	

	16
	Mesin Komps 3 R
	1 unit
	2 unit 
	1 unit rusak

	17
	Excavator
	-
	1 unit
	


Sumber : BLH Kota Sawahlunto

Sarana persampahan ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan Truck Sampah dan armroll truk karena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang sedang ditingkatkan bangunan fisiknya dari sistim control landfield menjadi sanitary landfield melalui dana APBN yang pelaksanaan fisiknya dengan kontrak tahun jamak 2014-2015. 
Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah   pengadaan  dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan  Sampah  Sementara  (TPSS)  yang  layak secara teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan. 

b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)
Sebelum  sampah  diangkut/dibuang  ke  TPA,  terlebih  dahulu  sampah  dikumpulkan  di beberapa  lokasi  TPSS  yang  sudah  ditentukan.  Rasio Jumlah  TPSS  di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah TPSS (unit)
	246
	246
	251
	271
	112

	2
	Jumlah Daya Tampung TPSS (m3)
	106,2
	106,2
	107,7
	127,7
	48,70

	3
	Jumlah Penduduk (jiwa)
	56.866 
	57.567 
	58.068
	58.991 
	59.608

	4
	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m3/1000 jiwa)
	1,9
	1,8
	1,9
	2,2
	8,17


Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2010 sebanyak 246 unit dengan daya tampung 106,2 M3, di tahun 2014 menurun menjadi 112, artinya untuk setiap 1000 jiwa tersedia TPSS 8,17 unit. Hal ini sudah mencukupi mengingat produksi sampah setiap 1000 jiwa adalah 1,698  m3 per hari.

c. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah 
Pengangkutan sampah yang dihasilkan rumah tangga dan tempat-tempat umum lainnya dari TPS menuju TPA menggunakan truk pengangkut sampah setiap hari. Berikut disajikan data rasio truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.44
Rasio Jumlah Daya Tampung Truk Terhadap Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit)
	8
	7
	7
	7
	7

	2
	Jumlah Daya Tampung Truk (m3)
	32
	28
	28
	28
	28

	3
	Jumlah Penduduk(jiwa)
	56.866
	57.567
	58.068
	58.991
	59.608

	4
	Rasio Daya Tampung Truk thd Jumlah penduduk
	0,00056
	0,00049
	0,00048
	0,00047
	0,00047


Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto


Jumlah truk pengangkut sampah yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2010 sejumlah 8 unit berkurang pada tahun 2014 menjadi 7 unit, dengan kapasitas 28 m3, sehingga rasio daya tampung truk terhadap 1000 penduduk tahun 2014 adalah 0,00047 yang berarti kemampuan untuk mengangkut sampah dengan truk hanya sebanyak 470 kg untuk setiap 1000 penduduk. Kemampuan daya tampung ini dirasa sangat kurang karena setiap 1000 penduduk menghasilkan sampah 1.698 kg per hari, dan dibutuhkan tambahan truck sampah sebanyak 4 unit lagi.

8. Kependudukan dan Catatan Sipil
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:
a. Sebaran Penduduk
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar kedalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.
Kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2014 adalah 215,73 jiwa/KM2. Tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah kecamatan Silungkang sebesar 323,14 jiwa/KM2, dan yang paling rendah adalah Kecamatan Talawi 185,67 jiwa/KM2.

b. Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil
Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sebanyak 43.554 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2013 yaitu 41.207 orang. Sedangkan yang belum mempunyai KTP pada tahun 2014 hanya 1.898 orang. Penduduk yang sudah memiliki KK pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan yaitu dari 18.518 KK pada tahun 2013 menjadi 19.085 KK. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta lahir pada tahun 2014 menurun drastis dari 50.630 orang, menjadi 19.887 orang pada tahun 2014.

Tabel 2.46
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK dan Akte Lahir
Kota Sawahlunto Tahun 2013 dan 2014
	No
	Kepemilikan
	2013
	2014

	1.
	KTP
	
	

	
	a. Sudah Memiliki
	41.207
	43.554

	
	b. Belum Memiliki
	3.344
	1.898

	2.
	Kartu Keluarga
	
	

	
	a. Sudah Memiliki
	18.518
	19.085

	
	b. Belum Memiliki
	
	

	3.
	Akte Lahir
	
	

	
	a. Sudah Memiliki
	13.822
	45.348

	
	b. Belum Memiliki
	50.630
	19.887


 Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2014

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kesadaranpenduduk Kota Sawahlunto akan pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah semakin tinggi, hal ini juga tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam mensosialisasikan dan menghimbau seluruh penduduk Kota Sawahlunto untuk melengkapi administrasi kependudukannya.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data tentang Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun 2010 s/d tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Jumlah KDRT Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014

	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah KDRT
	8
	2
	11
	16
	9

	2.
	Jumlah Rumah Tangga
	14.051
	14.244
	14.352
	14.578
	14.578

	3.
	Rasio KDRT
	0,057
	0,014
	0,077
	0,110
	0.06


Sumber : Data Profil Tahun 2104

Jumlah kejadian KDRT di Kota Sawahlunto pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus KDRT dengan rasio 0,06.  Angka ini menurun dibandingkan tahun 2013  yang berjumlah 16 KDRT dengan rasio 0,11.


9. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2.48
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga  Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2013
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Jumlah Penduduk
	56.866
	57.567
	58.068
	58.972

	2.
	Jumlah Rumah Tangga
	14.051
	14.244
	14.352
	14.578

	3.
	Rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga
	4,05
	4,04
	4,04
	4,04

	4.
	Jumlah Anak
	3
	3
	2,37
	2,11


Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2013


Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga di Kota Sawahlunto dari tahun 2010-2013 adalah 4 orang, dan rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2013 yaitu 2,11, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan.

b. Rasio Akseptor KB
Program KB dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta tingkat kematian ibu. 

Tabel 2.49
Rasio Akseptor KB Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah PUS
	9.697
	9.575
	9.575
	9.641
	9.739

	2.
	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)
	7.210
	6.841
	7.019
	7.123
	7.271

	3.
	Jumlah Tidak ber KB
	2.487
	2.487
	2.617
	2.518
	2.468

	4.
	Rasio Akseptor KB
	74,35
	71,45
	73,31
	73,88
	74,66


 Sumber: Profil Daerah Tahun 2014

Rasio akseptor KB  pada tahun 2014 sebesar 74,66, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya KB semakin meningkat.


10. Ketenagakerjaan
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pengertian dari ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang sering digunakan adalah jumlah penduduk yang bekerja, karena angka tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada pemenuhan kehidupan yang layak serta stabilitas ekonomi. Untuk itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk :
a. Memperdayakan dan mendayagunakan tenagakerja secara optimal dan manusiawi
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja dalam mewujudkan kesejahteraan
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Persentase penduduk Kota Sawahlunto usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha secara rinci mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Di Kota Sawahlunto Yang Bekerja 
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014
	NO
	LAPANGAN USAHA
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Pertanian
	19,35
	23,50
	20,58
	17,75
	17,47

	2
	Pertambangan & Penggalian
	9,46
	13,10
	11,85
	7,74
	11,19

	3
	Industri Pengolahan
	10,13
	4,40
	6,82
	4,06
	5,02

	4
	Listrik,Gas & Air Bersih
	1,42
	1,50
	2,92
	1,39
	1,23

	5
	Bangunan
	6,53
	6,70
	3,56
	5,03
	4,01

	6
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	15,84
	21,10
	22,00
	23,89
	22,28

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	6,34
	5,20
	4,25
	3,79
	4,74

	8
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 
	1,87
	2,10
	3,01
	4,79

	2,74

	9
	Jasa‐Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan
	29,05
	22,40
	25,00
	31,57
	31,32

	 
	Jumlah
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber :Sawahlunto Dalam Angka 2014

Dari tahun 2010 penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas pada umumnya bekerja di lapangan usaha jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan terlihat dari persentase jumlah penduduk yang bekerja usia diatas 15 Tahun. Tahun 2014 berdasarkan data BPS persentase jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja pada lapangan usaha jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan adalah 31,32%. Sektor jasa-jasa ini terdiri dari sub sektor pemerintahan umum/pertahanan dan sub sektor jasa swasta. Untuk sub sektor pemerintah umum/pertahanan ini mencakup semua departemen dan non departemen, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan sedangkan sub sektor jasa swasta terdiri dari sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perorangan dan rumah tangga. Untuk tenaga kerja pada lapangan usaha listrik, gas dan air bersih mempunyai persentase paling kecil Tahun 2014 sebesar 1,23%, lapangan usaha listrik, gas dan air bersih ini seperti PLN dan PDAM.
10.1  Tingkat Pengangguran 

Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang tidak sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha karena putus asa untuk mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga menganggu pertumbuhan pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran ini dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dengan persen. Angkatan kerja adalah penduduk yang  sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Gambaran   secara   lengkap   mengenai   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penduduk usia 15 tahun ke atas   menurut   angkatan   kerja   dan   bukan   angkatan   kerja   di   Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2009-2013 sebagai berikut :

Tabel 2.52
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja 
Dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2010-2014

	NO
	URAIAN
	2010
(%)
	2011
(%)
	2012
(%)
	2013
(%)
	2014
(%)

	1
	ANGKATAN KERJA

	 
	a. Bekerja 
	64,05
	64,45
	68,35
	63,34
	61,33

	 
	b. Tidak Bekerja/ Pengangguran
	10,76
	3,12
	4,42
	4,16
	4,18

	 
	c. Angkatan kerja (a+b)
	74,81
	67,57
	72,77
	67,5
	65,51

	 
	d. Rasio bekerja (a:b)
	0,86
	0,95
	0,94
	0,94
	14,67

	
	BUKAN ANGKATAN KERJA

	2 
	Bukan angkatan kerja 
	25,19
	32,43
	 27,23
	32,5
	34,50

	3
	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)
	74,81
	67,57
	 72,77
	67,5
	65,50

	4
	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
	14,39
	4,62
	 6,07
	6,16
	6,38


 Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2014

Pada tabel diatas, terlihat bahwa sejak 2010 sampai 2014 jumlah penduduk angkatan kerja lebih besar dari jumlah penduduk bukan angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahun 2014 persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja/pengangguran sebanyak 4,18%, sedangan keseluruhan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 sebesar 6,38%.



Grafik 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014 (%)


  Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2014 

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan angkatan kerja. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto dari tahun 2010 hingga tahun 2014 cukup berfluktuasi dari 14,39 persen 6,38 persen. Peningkatan tajam terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2014, dan penurunan yang cukup tajam juga terjadi tahun 2010 ke tahun 2011 yakni dari 14,39 persen menjadi 4,62 persen.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengganguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.53
PersentaseKoperasi AktifKota Sawahlunto
Tahun 2010-2013

	NO
	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah koperasi aktif
	70
	74
	65
	63

	2
	Jumlah koperasi
	79
	74
	76
	78

	3
	Persentase koperasi aktif
	88,61
	100
	85,53
	80,52


     Sumber :  Sawahlunto Dalam Angka 2013

Dari tahun 2010 hingga 2012, persentase koperasi yang aktif selalu berada diatas 85 %, meskipun demikian pada tahun 2013 jumlah koperasi aktif berkurang hal ini tidak terlepas dari kemampuan manajerial para pengurus dalam mengelola koperasi.

Selain koperasi keberadaan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dalam menyediakan modal bagai pelaku usaha lokal. Berikut ini perkembangan UKM, BPR dan LKM selama 2010-2013:

Tabel 2.54
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM 
TAHUN 2010 – 2013

	NO
	UKM NON BPR/LKM UKM
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah UKM NON BPR/LKM UKM
	434
	452
	413
	417

	2
	Jumlah BPR /LM Aktif
	27
	34
	34
	34


       Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2013

Tahun 2013  jumlah BPR/LKM aktif  sebanyak 34 unit, mengalami peningkatan dari tahun 2009  yaitu 14 unit sedangkan untuk jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2013 adalah 417 unit berkurang dari tahun 2010 yaitu 434 unit.Pengurangan ini terjadi karena pengaruh dari pengelolaan UKM itu sendiri. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah UKM tahun 2013 dari tahun 2012 di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa semakin banyak tersedianya layanan pendukung untuk menggerakkan perekonomian daerah. 

12. Penanaman Modal
Penanaman modal (investasi) merupakan sarana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal tanggal  30 September 2013, maka pelayanan penanaman modal di Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu dan Penanaman Modal. Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Di Kota Sawahlunto Investasi terbesar dilaksanakan oleh pemerintah melalui  APBD atau APBN, sedangkan investasi swasta masih sangat kecil dengan nilai tidak terlalu besar.
	
13. Kepemudaan dan Olahraga
Berkaitan dengan urusan kepemudaaan dapat dilihat dari  organisasi pemuda dan  olahraga. Semakin banyak organisasi pemuda menunjukan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam membudayakan pemuda. Organisasi kepemudaan berperan dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga dan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.55
Jumlah Organisasi Pemuda Dan Olahraga
Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Organisasi Pemuda
	14
	14
	14
	14
	14

	2.
	Jumlah Organisasi Olahraga
	23
	24
	24
	24
	24







Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2014

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto dari Tahun 2010 sampai tahun 2014 tidak mengalami peningkatan atau tetap. Namun jumlah Organisasi Olahraga dari tahun 2010 -2014 mengalami peningkatan dari 23 organisasi olahraga pada tahun 2010 menjadi 24 organisasi olahraga pada tahun 2014.


14. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2010 hingga saat ini berjumlah 37 buah, dengan rincian masing-masing Desa/Kelurahan memiliki satu buah LPM yang merupakan mitra kepala desa /kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat terdepan.
Disamping itu peranan PKK dalam pembinaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kelompok binaan yang berada dan meyebar ditengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi keluarga serta kehidupan sosial rumah tangga. Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Sawahlunto. Setiap PKK yang ada di Kota Sawahlunto memiliki kelompok binaan, yang total berjumlah 222 buah kelompok binaan. Perkembangan kelompok binaan PKK selama kurun 2010-2014 sebagai berikut : 

Tabel 2.56
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Tahun 2010-2014
	NO
	KELOMPOK BINAAN PKK
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Kelompok Binaan PKK
	222
	222
	222
	222
	222

	2
	Jumlah PKK
	42
	42
	42
	42
	42

	3
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3


Sumber: SDA 2014

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting sebagai perwujudan dan wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan daerah dan pada tahun 2014 LSM di Kota Sawahlunto tercatat 11 buah LSM.

15. Komunikasi dan Informatika
Teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia,  baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator kinerja tabel berikut:

Tabel 2.57
Layanan Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto
Tahun 2011 s/d 2013
	NO
	URAIAN
	2011
	2012
	2013

	1
	Jumlah Kantor Pos (unit)
	4
	4
	4

	2
	Jumlah Sambungan Telepon (SST)
	3.008
	3.008
	3.008

	3
	Jumlah Warnet (unit)
	27
	45
	45


 Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2013 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Pos di Kota Sawahlunto sebanyak 4 unit sementara itu jumlah Warnet pada tahun 2011 sebanyak 27 unit mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 45 unit.


2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
Kontribusi sektor pertanian didalam PDRB selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Untuk data tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB 2010-2014 (dalamjuta)
[image: ]
  Sumber : PDRB Kota Sawahlunto
  2014, angka proyeksi 

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dipicu oleh semakin membaiknya harga komoditas pertanian. Informasi beberapa komoditas pertanian unggulan kota Sawahlunto terlihat pada beberapa tabel berikut:

Tabel 2.58
Informasi Produksi, Luas Areal Panen dan Produktifitas Komoditas Padi
Tahun 2013-2014
	Indikator
	Tahun

	
	2013
	2014

	Luas Areal Produksi (Panen) (ha)
	3.541
	2.922

	Jumlah Produksi (GKG)
	17.655,43
	14.390,85

	Produksi beras (ton)
	11.087,61
	9.036,01

	Rata-Rata Produktifitas (Ton/ha)
	4,986
	4,925


        Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 2014

Penurunan jumlah produksi di tahun 2014 disebabkan oleh berkurangnya luas areal produksi. Alih fungsi lahan persawahan merupakan factor ekternal yang sulit untuk dikontrol. Jika dilihat dari usaha untuk mempertahankan produktifitas, dapat terlihat bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto sudah berusaha untuk mempertahankan produktifitas dengan nilai produktifitas yang hampir sama dengan tahun 2013.
Selanjutnya informasi mengenai tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Luas Areal dan Produksi Kakao dan Karet
Tahun 2013-2014

	Jenis Tanaman
	Luas Areal (ha)
	Produksi (Ton / ha)

	
	2013
	2014
	2013
	2014

	Karet
	2.575,75
	2.401,99
	468,26
	571,11

	Kakao
	717,40
	596,25
	463,07
	341,45


    Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 2014
Kakao dan karet merupakan komoditas unggulan di kota Sawahlunto. Walaupunluas areal berkurang, akantetapiterjadikenaikan jumlah produksi karet dari tahun 2013 ke tahun 2014 disebabkan oleh semakin banyaknya tanaman karet yang produktif. 
Untuk komoditas kakao, terjadi penurunan jumlah produksi yang salah satu penyebabnya adalah menurunnya luas areal tanam kakao ditahun 2014. Disamping itu banyaknya pohon yang tidak terpelihara dengan baik juga menjadi penyumbang turunnya produksi kakao di tahun 2014.
  Untuk subsektor peternakan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.60
Indikator-Indikator Ternak Sapi Potong
Tahun 2013-2014
	Ternak Sapi Potong

	Indikator
	2013
	2014

	Jumlah Populasi (ekor)
	6.552
	7.010

	Jumlah KK Pemelihara 
	2.518
	2.513

	Rata-rata Kepemilikan (ekor)
	2,60
	2,78


  Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 2014

Populasi dan rata-rata kepemilikan ternak sapi meningkat ditahun 2014. Sementara itu untuk jumlah KK pemeliharanya menurun. Peningkatan populasi sapi ini sudah sesuai dengan target-target dalam RPJMD kota Sawahlunto. 
Sementara itu untuk ternak ayam ras petelur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.61
Indikator-Indikator Ternak Ayam Ras Petelur
Tahun 2013-2014
	Ternak Ayam Ras Petelur

	Indikator
	2013
	2014

	Jumlah Populasi (ekor)
	34.089
	25.815

	Jumlah KK Pemelihara 
	11
	12

	Rata-rata Kepemilikan (ekor)
	3.099
	2.151


  Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 2014

Mulai meningkatnya tensi persaingan usaha telur ayam ras juga menjadi faktor mulai menurunnya populasi ternak ayam ras petelur. Disamping produksi telur ayam ras asal Sawahlunto, pasaran telur ayam ras dalam kota Sawahlunto juga dimasuki oleh telur-telur dari Kabupaten/Kota tetangga.

2. Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengaruh dari perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir dan menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDRB dan memperkecil perbedaan antara PDRB Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Kota Sawahlunto sejak dulu terkenal dengan penghasil batu bara sehingga sektor energi dan sumberdaya mineral didukung oleh keberadaan pertambangan batubara, namun menipisnya cadangan batubara pada tambang terbuka sangat mempengaruhi terhadap produksi batubara yang cenderung menurun, meskipun secara nominal nilai PDRB sektor ini terus meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Kontribusi Sektor Pertambangan Dan PenggalianTerhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014
	PDRB
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)
	145.785,18
	142.785,18
	137.838,78
	130.735,73
	125.070,45

	Total PDRB (Juta)
	1.121.634,47
	1.274.070,67
	1.425.280,34
	1.630.894,99
	1.815.452,34

	Kontribusi (%)
	12,97
	11,21
	9,67
	8,02
	6,89



           






         Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2013 dan estimasi 2014

Kontribusi yang diberikan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian cukup besar, yakni sebesar Rp. 145.785,18 juta pada tahun 2010, dan terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 125.070,45 juta pada tahun 2014, sehingga peranan sektor ini semakin kecil dari 12,97% tahun 2010  menjadi hanya 8,02% tahun 2013 dan estimasi tahun 2014 sebesar Rp.125.070,45 juta dengan 6,25% terhadap PDRB kota Sawahlunto.

Tabel 2.63
Kontribusi Sektor Listrik, Gas Dan Air  Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014

	PDRB
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)
	14.868,37
	16.074,17
	18.335,35
	21.002,17
	23.687,04

	Total PDRB (Juta)
	1.121.634,47
	1.274.070,67
	1.425.280,34
	1.630.894,99
	1.815.452,34

	Kontribusi (%)
	1,33
	1,26
	1,29
	1,29
	1,30


            Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2013 dan Estimasi 2014

Untuk  sektor Listrik, Gas dan Air kontribusinya terhadap total PDRB cukup besar, yakni sebesar Rp. 14.868,37  juta pada tahun 2010, dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 21.002,17 juta pada tahun 2013, peranan sektor ini juga semakin besar dari 1,33% tahun 2010 menjadi hanya 1,29% tahun 2013 dengan estimasi tahun 2014 sebesar Rp. 23.687,04 dengan kontribusi terhadap PDRB  1,30%.

3. Pariwisata
Sawahlunto mengadopsi konsep “One Stop Tourism” dalam perencanaan strategis pengembangan wisatanya. Konsep ini dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memberikan banyak alternatif wisata kepada wisatawan di satu tempat—dalam hal ini Kota.  Hal ini dapat dilihat dari masifnya pembangunan di sektor pariwisata. 
Berdasarkan objeknya, jenis pariwisata di Sawahlunto digolongkan menjadi:





Tabel 2.64
Jenis Pariwisata Berdasarkan Objeknya
	Jenis
	Objek

	Agro Wisata
	Kebun Buah

	Educational Tourism
	IPTEK Centre

	Leisure Tourism
	1. Waterboom
2. Kandi Park
3. Taman Satwa Kandi
4. Cinema 4 D
5. Puncak Cemara
6. Puncak Polan
7. Desa Wisata Rantih
8. Kampung Tenun Silungkang
9. Kereta Api Wisata
10. Taman Kupu-Kupu
11. Penangkaran Buaya

	Heritage Tourism
	1. Kawasan Kota Lama
2. Masjid Agung dengan Manara* 
3. Museum Gudang Ransoem
4. Museum Kereta Api
5. Kantor PTBA-UPO
6. Lubang Tambang Mbah Soero & Gedung Info Box
7. Gereja Katolik*
8. Makam Syeh Kolok*

	MICE (Meetings, Incentives, Conferences (Conventions) dan Exhibitions (Events)) Tourism
	1. Sawahlunto International Music Festival (Simfest)
2. Makan Bajamba
3. Tour de Singkarak
4. Pacu Kuda Tingkat Lokal
5. Kejurnas Pacu Kuda
6. Roadrace
7. Kota Tua Trail Adventure
8. Pasar Malam
9. Family and Institution Gathering
10. Event Festival Musik


	Religious Tourism
	1. Masjid Agung*
2. Gereja Katolik*
3. Makam Syeh Kolok*


	Culinary Tourism
	1. Kawasan Pasar Silungkang dan sepanjang jalan menuju Muaro Kalaban
2. Kawasan Terminal Kota Sawahlunto
3. Kawasan Lapangan Segitiga


Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2013
*Objek-objek ini mengandung unsur heritage dan religious

Dengan masifnya pembangunan sektor pariwisata akan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke kota Sawahlunto sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut:





Grafik 2.12
KunjunganWisata 2010-2014 (Orang)
[image: ]
          Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2014


4. Perdagangan
Perdagangan merupakan faktor penting dalam merangsang pembangunan suatu daerah. Perkembangan sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi pada sektor lain terutama sektor pertanian, industri, pertambangan dan sumberdaya mineral serta perkembangan di bidang pariwisata. Perkembangan pesat di bidang kepariwisataan menumbuhkan banyak usaha penunjang lainnya seperti hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap sector perdagangan.
Perkembangan kontribusi sektor Perdagangan, hotel dan restoran, dalam PDRB selama 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Terhadap PDRB
Tahun 2010-2014

	KONTRIBUSI
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)
	135.962,98
	157.427,40
	178.670,59
	211.244,06
	241.815,60

	Total PDRB (Juta)
	1.121.634,47
	1.274.070,67
	1.425.280,34
	1.630.894,99
	1.815.452,34

	Kontribusi (%)
	12,12
	12,36
	12,54
	12,95
	13,32


                          Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2013 dan Estimasi Tahun 2014

Dari tabel diatas, terlihat bahwa atas dasar harga berlaku, selama lima tahun semenjak tahun 2010 hingga tahun 2014, jumlah kontribusi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu meningkat baik itu dari jumlah maupun persentasenya. Tahun 2013 mempunyai kontribusi terhadap PDRB kota sebesar 12,95%, dan estimasi tahun 2014 sebesar 13,32%.

5. Industri
Sektor industri di kota Sawahlunto didominasi oleh industri kecil pada skala rumah tangga dengan berbagai produk yang dihasilkan. Salah satu produk andalan adalah kerajinan songket yang dikerjakan menggunakan alat tenun bukan mesin yang berkembang sangat pesat seiring perkembangan sektor pariwisata. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.66
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Tahun 2010-2014

	KONTRIBUSI
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)
	127.256,28 
	145.486,87 
	157.232,03
	176.145,83
	179.496,96

	Total PDRB (Juta)
	1.121.634,47
	1.274.070,67
	1.425.280,34
	1.630.894,99
	1.815.452,34

	Kontribusi (%)
	11,35
	11,42
	11,03
	10,80
	9,89


          Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2013 dan Estimasi Tahun 2014

Dari tabel, terlihat bahwa kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahandua tahun terakhir mengalami penurunan. Peningkatan kontribusi ini didukung oleh perkembangan jumlah unit usaha industri sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Jumlah Industri dan Omset Di Kota Sawahlunto
Tahun 2012 s/d 2014

	NO
	INDUSTRI
	Jumlah Unit Usaha
	Nilai Produksi/Omset

	
	
	2012
	2013
	2014
	2012
	2013
	2014

	1
	Industri Kecil (industri makanan dan kerajinan)
	715
	414
	414
	61.208.759.000
	62.765.890.000
	63.748.295.996

	2
	Industri Menengah
	4
	3
	3
	3.755.086.000
	9.532.865.000
	9.805.833.800


                 Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 2014

Jumlah Industri kecil (industri makanan dan kerajinan) dan industri menengah tidak mengalami peningkatan di tahun 2014, tetapi untuk omset meningkat. Meningkatnya omset ini disebabkan oleh bertambahnya variasi produk dan jumlah konsumen.


2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing. Kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu, ketepatan dan kepastian kebijakan publik. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi dan unggulan daerah. 
Kondisi Kota Sawahlunto terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ Infrastruktur dan iklim berinvestasi.


2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan pengaruh bagi peningkatan daya saing daerah.
Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran perkapita atau angka konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.


1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Pada tahun 2013 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita di Kota Sawahlunto mencapai Rp.631.360,-. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita selalu meningkat dari tahun ketahun. Semakin naik angka konsumsi rumah tangga, itu menunjukan semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 13
Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga Perkapita Di Kota Sawahlunto
Tahun 2009-2013 (Rupiah)
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		Sumber: Soseknaker Kota Sawahlunto 2013
		
2. Produktivitas Total Daerah 
Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Hal ini tergambar melalui PDRB atas dasar harga berlaku. Dari ke-9 sektor/ lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah sektor/ lapangan usaha jasa-jasa, dan yang kontribusinya paling kecil  sektor listrik, gas dan air bersih.
Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah persektor/ lapangan usaha (ADH Berlaku) di Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2010-2014:

3 
Tabel 2.68
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010 – 2014 (Jutaan Rupiah)

	No
	Sektor (ADHB)
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	
	
	Nilai
	%
	Nilai
	%
	Nilai
	%
	Nilai
	%
	Nilai
	%

	1
	Pertanian
	114.674
	10,22
	128.625
	10,10
	150.159
	10,54
	174.627
	10,82
	199.709
	11

	2
	Pertambangan dan Penggalian
	145.442
	12,97
	142.785
	11,21
	137.839
	9,67
	125.832
	7,79
	125.070
	6,89

	3
	Industri Pengolahan
	127.256
	11,35
	145.487
	11,42
	157.232
	11,03
	179.164
	11,10
	179.497
	9,89

	4
	Listrik, Gas & Air Bersih
	14.868
	1,33
	16.074
	1,26
	18.335
	1,29
	21.162
	1,31
	23.687
	1,3

	5
	Bangunan
	97.058
	8,65
	114.588
	8,99
	131.828
	9,25
	157.134
	9,73
	176.686
	9,73

	6
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	135.963
	12,12
	157.427
	12,36
	178.671
	12,54
	209.542
	12,98
	241.816
	13,32

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	120.706
	10,76
	141.064
	11,07
	159.462
	11,19
	180.806
	11,20
	212.674
	11,71

	8
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	61.504
	5,48
	69.890
	5,49
	78.786
	5,53
	89.879
	5,57
	101.763
	5,61

	9
	Jasa-Jasa
	304.163
	27,12
	358.130
	28,11
	412.968
	28,97
	476.376
	29,51
	554.550
	30,55

	Total
	1.121.634
	100
	1.274.070
	100
	1.425.280
	100
	1.614.522
	100
	1.815.452
	100


Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2013 dan angka estimasi 2014


Lazimnya sebuah kota, sektor tertinggi kontribusinya di kota Sawahlunto adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 30,55% dari kesembilan sektor yang ada. Ini berarti hampir 1/3 perekonomian kota Sawahlunto berasal dari sektor ini. Semua sektor menunjukkan peningkatan peningkatan kontribusi, kecuali sektor pertambangan dan sector industry pengolahan.

1. Indeks Daya Beli
Indeks daya beli diukur dari jumlah pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Indeks daya beli penduduk kota Sawahlunto berdasarkan data tahun 2014 selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010 s/d 2014 seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Indeks Daya Beli Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014

  Sumber : PDRB Kota Sawahlunto 2013  
  *Angka Proyeksi


3.1.1.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR
1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Sarana pendukung dalam peningkatan aksesibilitas daerah antara laian adalah ketersediaan jalan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian kota. Dilihat dari kondisi Georafis, Kota Sawahlunto dilalui jalan nasional lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Kota Sawahlunto memiliki total panjang jalan  502,62 km yang terdiri dari jalan kota 440,29 km, jalan nasional 30.59 km  dan jalan propinsi 4,65 km dengan kondisi jalan yang terus meningkat. Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat kota, selengkapnya dapat dilihat tabel rasio panjang jalan berikut ini.

Tabel 2.69
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2014
	NO.
	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Panjang Jalan Kota  (km)
	440.29
	440.29
	440.29
	440.29
	440.29

	2
	Panjang Jalan Nasional (km)
	30.59
	30.59
	35.24
	32.80
	47,57

	3
	Panjang Jalan Propinsi  (km)
	4.65
	4.65
	27.09
	28.80
	14,57

	4.
	Jumlah Kendaraan (unit)
	12.112
	13.222
	14.038
	14.992
	14.299

	5.
	Rasio Jalan Kota
	0.036
	0.033
	0.031
	0.031
	0.028


Sumber : SIPD Kota SawahluntoTahun 2014

Untuk kemudahan akses lalu lintas di Kota Sawahlunto terdapat 2 (dua) buah terminal (shelter)  yang dapat membantu kemudahan akses transportasi dalam kota. Jika dilihat dari rasio panjang  jalan kota tahun 2010 adalah 0.036  di tahun 2014 menjadi 0,031 berarti untuk satu unit kenderaan rata-rata tersedia jalan sepanjang 31 meter.

2. Ketaatan Terhadap RTRW
Pemanfaatan dan penegndalian ruang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto 2012-2032 yang mana Pola Ruang  terdiri dari Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang
b. Kawasan strategis  dari sudut kepentingan sosial budaya; 
1) Kawasan Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya;
2) Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kawasan Kolok dan Sijantang, guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota
c. Kawasan strategis  dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Kawasan lindung, hutan lindung dan kawasan dengan kelerengan diatas 15%.
d. Kawasan Kandih, Kecamatan Barangin untuk pengembangan wisata

3. Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah produktif di kota Sawahlunto sejak tahun 2010 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2014 pada kisaran 15.330 Ha. hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana wilayah produktif hanya + 18% dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 Ha.  

4. Luas Wilayah Industri
Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2011 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2014 pada kisaran 70 Ha, seperti tabel berikut;

Tabel 2.72
Luas Wilayah Industri Tahun 2010-2014
	Tahun
	Luas Wilayah Industri
(ha)

	2010
	70

	2011
	70

	2012
	70

	2013
	70

	2014
	70


 Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2014



5. Luas Wilayah Kebanjiran 
Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi kebanjiran di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara.
Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10-050m yang berlangsung selama 1-3 jam.

6. Luas Wilayah Kekeringan 
Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang dan Kumbayau. 

7. Luas Wilayah Perkotaan 
Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. untuk lebih jelasnya luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.73
Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2014
	NO
	NAMA WILAYAH PERKOTAAN
	LUAS (Km²)
	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) 2013
	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) 2014

	I
	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	
	7.310
	6.861

	1
	Pasar
	0,50
	1.560
	1.498

	2
	Kubang Sirakuk Utara
	0,28
	1.012
	971

	3
	Kubang Sirakuk Selatan
	0,27
	1.150
	1.121

	4
	Aur Mulyo
	0,20
	1.160
	1.090

	5
	Tanah Lapang
	0,16
	1.373
	1.218

	6
	Air Dingin
	0,14
	1.055
	963

	II
	KECAMATAN BARANGIN
	
	8.215
	7.272

	1
	Saringan
	0,81
	1.932
	1.779

	2
	Lubang Panjang
	1,00
	1.436
	1.243

	3
	Durian I
	1,17
	2.648
	2.144

	4
	Durian II
	1,25
	2.199
	2.106

	
	TOTAL
	5.78
	15.525
	14.133


Sumber  : Dinas Dukcapil 2014
	
Penduduk perkotaan dibanding dengan luas dimana untuk setiap jiwa menempati 480,98 M² lahan dengan total jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 14.133 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama masyarakat kota Sawahlunto masih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Namun apabila melihat tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sepuluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa sudah sangat meningkat di wilayah pinggiran perkotaan  seperti Muaro Kalaban, Santur, Talawi Hilir, Sijantang dan disepanjang jalan nasional dan jalan propinsi.
8. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Menurut fungsinya, bank dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi: bank konvensional dan bank syariah. Berikut ini jenis dan jumlah Bank serta kantor pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.74
Jenis, Jumlah Bank serta Kantor Pelayanan Di Kota Sawahlunto
Tahun 2014
	NO.
	URAIAN
	2014

	1.
	Bank Umum
	7

	
	1.1.  Konvensional
	5

	
	1.2.  Syariah
	2

	2.
	BPR
	6

	
	2.1.  Konvensional
	5

	
	2.2.  Syariah
	1

	Jumlah
	13


                	     Sumber : Bag.Perekonomian Setdako 2014

Jumlah Bank Umum di Kota Sawahlunto tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sedangkan BPR berkurang jumlahnya dari tahun sebelumnya karena ada satu BPR yaitu BPR cahaya nagari yang terletak di Pasar remaja tidak aktif lagi. BPR yang aktif 4 BPR yaitu  BPR Kubang, BPR silungkang gajah Tungga kato piliang (Syariah), BPR pasar baru durian, BPR talawi sakato.

9. Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 07 tahun 1992 bahwa pengelolaan air bersih di Kota Sawahlunto dilakukan oleh PDAM.  Cakupan pelayanan air minum PDAM pada tahun 2014 mencapai 64,68% dihitung berdasarkan jumlah sambungan rumah. Apabila berdasarkan jumlah sambungan rumah yang ada, maka persentase tingkat pelayanan air minum terlayani PDAM adalah Kecamatan Talawi (82,32%), Kecamatan Barangin (92,99%), Kecamatan Lembah Segar (56,39%) Kecamatan Silungkang dengan (76,31%).
Pelayanan air bersih masyarakat selain PDAM, juga berasal dari program PAMSIMAS (22,40%). DAK air minum (6,61%), Air Minum Isi Ulang/Air Kemasan (1,86%), Mata Air Terlindungi (1,07%), Sumur Gali Terlindungi (2,29%), Penampungan Air Hujan (1,15%), Kran Umum (1,78%),  Mata Air Tidak Terlindungi (1,27%), Sumur Gali Tidak Terlindungi (0,70%), Sumur Pompa Tangan (0,07%) dan Sumur Bor (0,02%) seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.75
Pelayanan PDAM Per Kecamatan Tahun 2014
	
Kecamatan
	

	
	Rumah
	Sambungan
Rumah
	%
	Penduduk
(jiwa)
	%

	Silungkang
	2.326
	1.775
	76,31
	10.795
	1,74

	Lb. Segar
	2.925
	1.647
	56,39
	12.241
	38,92

	Barangin
	3.865
	3.594
	92,99
	17.918
	73,92

	Talawi
	4.044
	3.329
	82,32
	18.681
	49,27

	Total
	13.160
	10.345
	77,01
	59.608
	46,01



Tabel 2.76
Pelayanan Non PDAM Per Kecamatan
Tahun 2014
	
Kecamatan
	
KK
	Jenis Pelayanan

	
	
	Sumur Gali Tidak Terlindungi
	Sumur Gali Terlindungi
	Mata Air Tidak Terlindungi
	Mata Air Terlindungi
	
SPT
	Kran Umum
	PAH
	Sumur Bor

	Silungkang
	2.578
	45
	566
	59
	923
	9
	167
	2
	1

	Lb. Segar
	2.985
	24
	73
	50
	1.299
	1
	3
	301
	-

	Barangin
	4.389
	5
	52
	29
	301
	-
	61
	10
	-

	Talawi
	4.529
	28
	222
	46
	362
	-
	27
	543
	-

	Total
	14.481
	102
	913
	184
	2.885
	10
	258
	856
	1



Pelayanan PDAM Kota Sawahlunto belum mencakup keseluruhan kawasan kota, disebabkan keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi. Kota Sawahlunto tahun 2014 dengan penduduk 59.608 jiwa dengan luas 27.345 Ha, daerah pelayanan adalah 24.051 Ha sedangkan yang mendapatkan pelayanan air bersih PDAM baru seluas 10.107 Ha.  

Tabel 2.77
 Data Akses Pelayanan Air Minum Tiap Desa/Kelurahan
	NO
	KEC/DESA/KELURAHAN
	DATA KEPENDUDUKAN
	JUMLAH AKSES PELAYAN AIR MINUM (JIWA)

	
	
	PENDUDUK
	KK
	RUMAH
	

	
	
	
	
	
	PDAM
	NON PDAM
	PAMSIMAS
	DAK AIR MINUM

	I
	Kec. TALAWI
	18.681
	4.529
	4.131
	2.410
	570
	1.186
	689

	1
	SIKALANG
	1.353
	338
	294
	160
	82
	140
	-

	2
	RANTIH
	618
	147
	139
	46
	41
	86
	-

	3
	SALAK
	1.380
	345
	301
	115
	41
	71-
	94

	4
	TALAWI HILIR
	4.203
	1.000
	947
	618
	21
	-
	41

	5
	TALAWI MUDIK
	2.807
	702
	644
	690
	58
	-
	144

	6
	BUKIK GADANG
	1.303
	310
	268
	102
	13
	68
	186

	7
	BATU TANJUNG
	2.003
	500
	482
	-
	12
	431
	45

	8
	KUMBAYAU
	1.537
	366
	316
	-
	105
	204
	107

	9
	DATA MANSIANG
	172
	43
	41
	-
	41
	-
	-

	10
	TUMPUAK TANGAH
	1.938
	461
	441
	490
	54
	186
	-

	11
	SIJANTANG KOTO
	1.331
	317
	258
	138
	102
	-
	72

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kec. BARANGIN
	17.918
	4.389
	3.992
	2.700
	972
	617
	589

	1
	LUMINDAI
	2.521
	630
	582
	590
	97
	134
	-

	2
	BALAI BATU SANDARAN
	640
	160
	118
	-
	31
	144
	-

	3
	KOLOK NAN TUO
	1.111
	278
	233
	170
	69
	56
	38

	4
	SARINGAN
	1.779
	424
	401
	158
	92
	-
	51

	5
	LUBANG PANJANG
	1.243
	311
	293
	280
	46
	-
	13

	6
	DURIAN I
	2.144
	511
	468
	515
	144
	-
	-

	7
	DURIAN II
	2.106
	527
	447
	286
	266
	-
	-

	8
	TALAGO GUNUNG
	1.489
	372
	348
	119
	47
	222
	80

	9
	SANTUR
	3.826
	911
	886
	471
	110
	-
	305

	10
	KOLOK MUDIK
	1.059
	265
	216
	111
	70
	61
	102

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Kec. LEMBAH SEGAR
	12.214
	2.985
	2.578
	1.034
	660
	973
	513

	1
	LUNTO BARAT
	1.202
	300
	268
	-
	41
	152
	115

	2
	LUNTO TIMUR
	1.183
	282
	242
	-
	98
	114
	82

	3
	PASAR KUBANG
	905
	226
	208
	29
	35
	121
	87

	4
	KUBANG UTARA SIKABU
	817
	204
	174
	11
	49
	149
	-

	5
	AUR MULYO
	1.090
	260
	175
	101
	119
	-
	-

	6
	KUBANG TANGAH
	1.246
	297
	233
	-
	40
	183
	112

	7
	PASAR
	1.498
	375
	347
	186
	111
	-
	-

	8
	KUBANG SIR. UTARA
	971
	243
	205
	102
	52
	-
	51

	9
	KUBANG SIR. SELATAN
	1.121
	267
	246
	176
	20
	-
	6

	10
	TANAH LAPANG
	1.218
	290
	255
	211
	85
	-
	-

	11
	AIR DINGIN
	963
	241
	225
	218
	10
	86
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Kec. SILUNGKANG 
	10.795
	2.578
	2.351
	33
	1.203
	726
	403

	1
	SILUNGKANG OSO
	1.363
	325
	302
	
	49
	183
	104

	2
	SILUNGKANG DUO
	1.408
	335
	281
	
	90
	154
	148

	3
	SILUNGKANG TIGO
	2.308
	550
	546
	
	124
	341
	81

	4
	MUARO KALABAN
	5.181
	1.234
	1.104
	33
	919
	-
	-

	5
	TARATAK BANCAH
	535
	134
	118
	-
	21
	48
	70

	JUMLAH
	59.608
	14.481
	13.052
	6.177
	3.405
	3.502
	2.194


Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

Untuk mengetahui area pelayanan, berikut ini instalasi pengolahan air terpasang dengan kapasitas produksi dan penduduk yang terlayani seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.78
Kapasitas Pelayanan IPA

	NO
	SUMBER
	TERPASANG (L/Dt)
	PRODUKSI (L/Dt)
	PENDUDUK DI WILAYAH PELAYANAN (jiwa)
	PENDUDUK YANG TERLAYANI (jiwa)

	1
	IPA Lunto
	20
	14
	3.999
	2.801

	2
	IPA Batu Tajam
	12
	10
	4.040
	3.371

	3
	IPA Sapan/Sumpahan
	Belum beroperasi

	4
	IPA Kandih
	Belum beroperasi

	5
	IPA Rantih/Kayu Gadang
	60
	25
	3.693
	3.105

	6
	IPA Talawi
	20
	20
	3.936
	3.302

	7
	Mata Air Kajai
	10
	3
	2.111
	2.111

	8
	Mata Air Sikabu
	30
	20
	2.338
	2.338

	9
	Batang Lumindai
	5
	2
	2.202
	1.181

	10
	Batang Piruko
	5
	3
	371
	157

	11
	Batang Malakutan
	5
	2
	448
	240

	JUMLAH
	165
	89
	22.905
	15.245


Sumber : PDAM Kota Sawahlunto

Dari tabel Kapasitas Pelayanan IPA terlihat bahwa kapasitas produksi masing-masing IPA lebih kecil dari kapasitas terpasang sehingga jumlah penduduk yang terlayani di wilayah pelayanan juga lebih sedikit. Hal ini terjadi disebabkan karena tingginya biaya produksi, banyak kehilangan air, debet air di sumber terus berkurang, biaya pemasangan sambungan rumah lebih besar karena pola permukiman yang menyebar dan topografi wilayah serta kontur tanah wilayah pelayanan bergelombang.
Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksessibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.79
Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum
Tahun 2010-2104

	NO
	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Rumah Tangga
	14.051
	14.209
	14.359
	14.509
	14.841

	2
	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih
	9.987 
	10.581
	12.700 
	12.763 
	13.385

	3
	Persentase
	71,08 
	74,47
	88.44
	88.96
	90,19


Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2013
*Angka Sementara
	
Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 71.08 % tahun 2010, menjadi 90,19% pada tahun 2014. Capaian ini sudah melewati target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,5%, namun dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas masih perlu ditingkatkan.

10. Persentase RT dengan Sarana Sanitasi Layak
Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga di Kota Sawahlunto meliputi jamban keluarga, tempat sampah dan pengelolaan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 2.80
Persentase RT dengan Sanitasi Layak
Tahun 2010-2014
	NO
	URAIAN
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Rumah Tangga
	14.051
	14.209
	14.359
	14.509
	14.841

	2
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi
	9.372
	9.601
	9.736
	9.861
	11.083

	3
	Persentase
	66,70 
	67,57
	67.80
	67.96
	74,68


Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2014

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar dengan adanya berbagai program yang telah digulikan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 66.70 % di tahun 2010, meningkat menjadi 74,68% di tahun 2014. Dengan  meningkatnya jumlah keluarga yang telah akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)  yang semula 3 buah ditahun 2010, menjadi 19 buah di tahun 2014 buah Desa/Kelurahan.

11. Rasio Ketersediaan Daya Listrik 
Ketersediaan daya listrik di Kota Sawahlunto hingga saat ini disediakan oleh PT.PLN dalam suatu jaringan terkoneksi pada sistem kelistirikan Sumatera dimana termasuk didalamnya PLTU Ombilin yang berkapasitas terpasang 2 x 100 mw.

Grafik 2.15
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Tahun  2010 – 2014


Sumber : EKPOD  Tahun 2014

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Di Kota Sawahlunto Rasio ketersediaan daya listrik tahun 2014 adalah 75.

12. Persentase RT yang Menggunakan Listrik 
Pada saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut:

Tabel 2.81
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Tahun 2011-2014
	NO
	URAIAN
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Rumah Tangga (RT)
	14.209
	14.352
	14.578
	14.841

	2
	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)
	11.997
	12.375
	13.340
	13.735

	3
	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)
	84,43
	86,22
	91,51
	92,55


          Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 84,43% pada tahun 2011 menjadi 92,55%  pada tahun 2014, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 1.106 rumah tangga yang belum teraliri aliran listrik.


2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI
1. Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) ini dapat dilihat dari angka kriminalitas suatu daerah. Angka kriminalitas ini mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakim rendah angka kriminalitas pada suatu daerah maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dapat dijelaskan seperti tabel 2.6,  Angka Kriminalitas untuk tahun 2013 meningkat dari tahu sebelumnya yaitu 19,63, jadi dari 10.000 jumlah penduduk terdapat 19,63 kasus kriminalitas.
Selain Angka Kriminalitas jumlah demonstrasi pada suatu daerah juga berpengaruh kepada tingkat keamanan di suatu daerah tersebut. Berdasarkan data BPS untuk tahun 2013 demontrasi di Kota Sawahlunto tidak ada.UP

2. Lama Proses Perizinan 
Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kota Sawahlunto terdapat 31 jenis perizinan dan Non Perizinan yang dikelola oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Jangka waktu untuk penyelesaian izin berdasarkan jenis izinnya dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini berdasarkan Perwako No 16 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Sawahlunto :





Tabel 2.82
Jenis Izin dan Jangka Waktu Penyelesaian Izin Di Kota Sawahlunto
Pada Tahun 2014
	No
	Jenis Izin
	Jangka Waktu Penyelesaian Izin

	1
	Izin  Mendirikan Bangunan (IMB)
	Maksimal 25 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	2
	Izin Gangguan (HO)
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	3
	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
	Maksimal 9 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	4
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Maksimal 5 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	5
	Tanda Daftar Industri (TDI)
	Maksimal 15 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	6
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	Maksimal 5 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	7
	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	8
	Izin Badan Hukum Koperasi
	Maksimal 15 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	9
	Izin Mendirikan Rumah Sakit
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	10
	Izin Apotek
	Maksimal 21 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	11
	Izin Toko Obat
	Maksimal 15 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	12
	Izin Optik
	Maksimal 15 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	13
	Izin Pengobatan Tradisional
	Maksimal 15 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	14
	Izin Praktek Dokter
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	15
	Izin Apoteker
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	16
	Izin Praktek Perawat
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	17
	Izin Praktek Bidan
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	18
	Izin Pendirian Menara Tower
	Maksimal 51 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	19
	Izin Usaha Angkutan
	Maksimal 1 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	20
	Izin Trayek
	Maksimal 1 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	21
	Izin Pendirian Warnet
	Maksimal 15 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	22
	Izin Prinsip Penanaman Modal
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	23
	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	24
	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	25
	Pendaftaran Penanaman Modal
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	26
	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
	Maksimal 30 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	27
	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
	Maksimal 7 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	28
	Izin Lingkungan
	Maksimal 60 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	29
	Izin Pembuangan Limbah Cair
	Maksimal 60 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	30
	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B.3
	Maksimal 60 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

	31
	Izin Pengumpulan Limbah B.3 Skala Kota
	Maksimal 60 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap


 Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan kemudahan kepada orang pribadi ataupun perusahaan dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi.


3. Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah
Berdasarkan pasal 1 UU nomor 8 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retbusi daerah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Dari tabel dibawah ini dapat terlihat rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari kurun waktu 2010 –2014 sebesar 30%, dimana tahun 2010 pajak daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp.  1.932.701.833,- menjadi Rp. 4.190.396.080,- pada tahun 2014, hal disebabkan oleh peningkatan pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, dan pajak PBB-P2.
Penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu 2010 – 2014 sangat menurun dari tahun 2010 sebesar Rp. 11.781.537.158,- berkurang menjadi Rp. 2.885.169.543,- tahun 2014 atau minus 75,50%. Penurunan yang signifikan terjadi pada retribusi jasa umum dimana RSUD Kota Sawahlunto menjadi BLUD sehingga pencatatan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2010 - 2014 :






Tabel 2.83
Jumlah Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010– 2014 (Rupiah)
	NO
	URAIAN
	TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah Pajak Daerah
	1.932.701.833,-
	2.320.146.288,-
	2.969.920.454,-
	3.185.508.186,-
	4.190.396.080,-

	
	Pajak Hotel
	33.195.768,-
	27.700.167,-
	89.961.390,-
	174.944.052,-
	132.853.612,-

	
	Pajak Restoran
	457.767.176,-
	565.254.594,-
	580.219.684,-
	704.656.895,-
	622.651.181,-

	
	Pajak Hiburan
	200.760.450,-
	249.466.600,-
	484.108.100,-
	504.947.700,-
	474.215.800,-

	
	Pajak Reklame
	29.866.489,-
	40.284.352,-
	41.303.357,-
	51.732.687,-
	37.109.493,-

	
	Pajak Penerangan Jalan
	1.190.329.195,-
	1.371.716.755,-
	1.475.439.589,-
	1.653.631.722,-
	1.965.380.131,-

	
	Pajak Parkir
	3.948.500,-
	1.661.400,-
	2.610.160,-
	6.732.900,-
	190.000,-

	
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	16.834.255,-
	42.810.120,-
	8.084.734,-
	-
	1.000.000,-

	
	Pajak BPHTB
	-
	21.252.300,-
	288.193.440,-
	88.862.230,-
	137.434.940,-

	
	PBB –P2 (Perkotaan Pedesaan)
	-
	-
	-
	-
	819.855.923,-

	2
	Jumlah Retribusi Daerah
	11.781.537.158,-
	3.822.298.255,-
	2.295.581.904,-
	3.044.138.867,-
	2.885.169.543,-

	
	RetribusiJasaUmum
	9.743.779.557,-
	1.099.628.057,-
	1.432.525.135,-
	1.969.115.075,-
	1.704.971.484,-

	
	RetribusiJasa Usaha
	1.942.703.023,-
	2.630.251.698,-
	804.185.308,-
	958.611.542,-
	1.055.552.559,-

	
	RetribusiPerizinanTertentu
	95.054.578,-
	92.418.500,-
	58.871.461,-
	116.412.250,-
	124.645.500,-

	3
	Dana BagiHasilPajak / BukanPajak (PBB, PPhpsl 21, PPh 25/29, HPH, Eksplorasi dan Eksploitasi dll
	18.462.028.627,-
	22.708.276.757,-
	28.439.344.012,-
	18.777,454.723,-
	21.563.293.390,-


Sumber : DPPKAD Kota Sawahlunto 2014

3.1.1.3 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. 
Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.
Gambaran umum kondisi daerah tentang aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

1. Rasio Penduduk Lulusan S1/S2/S3
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya dimana kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja didalam dan diluar negeri. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16
Rasio Penduduk Lulusan S1/S2/S3
Tahun 2009 s/d 2013


Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2014




2. Rasio Ketergantungan
Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara  ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya,  penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pension, penduduk usia 15 – 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. 
Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan  maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk tidak produktif lagi disamping membiayai dirinya sendiri. Berikut ini perkembangan rasio ketergantungan penduduk 2010-2014:

Grafik 2.17
Rasio Ketergantungan Di Kota Sawahlunto
Tahun 2010-2013


 Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2014

Rasio ketergantungan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2013 adalah 54,7, ini berarti setiap 100 orang produktif menanggung 54 - 55 orang tidak produktif, rasio ini menurun dibandingkan  tahun 2013 sebesar 58,03.


3.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun  2014 dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.84
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2015
Kota Sawahlunto

	Kode
	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
	Indikator Kinerja Program (outcome)
	Target Capaian Kinerja RPJMD Akhir Periode (Tahun 2018)
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014
	Target Program Tahun Berjalan (Tahun 2015)
	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun 2015
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 
	 
	 
	Urusan Wajib
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	01
	 
	 
	Pendidikan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	01
	xx
	15
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	APK PAUD (%)
	90
	77
	77
	100
	81
	81
	90
	Diknas

	1
	01
	xx
	18
	Pendidikan Non Formal
	Jumlah peserta Paket yang menamatkan pendidikannya
	
	
	
	
	
	
	
	Diknas

	
	
	
	
	
	Paket A (Orang)
	140
	40
	40
	100
	40
	80
	57
	Diknas

	
	
	
	
	
	Paket B (Orang)
	120
	40
	40
	100
	20
	60
	50
	Diknas

	
	
	
	
	
	Paket C (Orang)
	120
	40
	40
	100
	20
	60
	50
	Diknas

	1
	01
	xx
	19
	Pendidikan Luar Biasa
	Persentase ABK yang terfasilitasi (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Diknas 

	
	
	
	
	
	Persentase ALB yang Terfasilitasi (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Diknas

	1
	01
	xx
	20
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Guru lulus uji kompetensi(%) 
	78
	25
	25
	100
	30
	30
	38
	Diknas

	
	
	
	
	
	Guru berpendidikan minimal S1
	1.400
	960
	960
	100
	1.190
	1.190
	85
	Diknas

	
	
	
	
	
	jumlah guru yang sertifikasi (orang)
	1.400
	905
	905
	100
	1.102
	1.102
	78
	Diknas

	1
	01
	xx
	21
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Jumlah sekolah memiliki perpustakaan sekolah sesuai standar
	
	
	
	
	
	
	
	Diknas

	
	
	
	
	
	SD (Unit)
	62
	62
	62
	100
	62
	62
	100
	Diknas

	
	
	
	
	
	SMP (Unit)
	12
	11
	11
	100
	11
	11
	91
	Diknas

	
	
	
	
	
	SMA (Unit)
	5
	4
	4
	100
	5
	5
	100
	Diknas

	
	
	
	
	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah(Orang)
	27.500
	21.500
	21.500
	100
	23.000
	23.000
	83
	Kantor Arsip dan Perpustakaan 

	1
	01
	xx
	22
	Manajemen Pelayanan Pendidikan 
	Nilai hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan (Skala 0-100)
	90
	82
	82
	100
	85
	85
	94
	Diknas

	1
	01
	xx
	24
	Peningkatan Mutu Pendidikan SDN/MI/SDLB
	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB(Skala 0-10)
	9
	8
	8
	100
	8
	8
	88
	Diknas

	1
	1
	xx
	25
	Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa
	Siswa tamatan SMA yang diterima di PT terakreditasi A atau B (%)
	70
	44
	44
	100
	52
	52
	74
	Diknas

	
	
	
	
	
	Nilai rata-rata UN SMP/MTs.(Skala 0-10)
	8
	7
	7
	100
	7
	7
	87
	Diknas

	
	
	
	
	
	Nilai rata-rata UN SMA/SMK/MA (Skala 0-10)
	8
	8
	8
	100
	8
	8
	100
	Diknas

	1
	01
	xx
	26
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan Menengah
	Jumlah sekolah menengah memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)
	4
	2
	2
	100
	3
	3
	75
	Diknas

	1
	01
	xx
	27
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
	Jumlah sekolah dasar memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)
	33
	28
	28
	100
	30
	30
	90
	Diknas

	1
	01
	xx
	28
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah
	Jumlah SLB menengah memiliki sarana prasarana sesusai standar (Unit)
	2
	1
	1
	100
	1
	1
	50
	Diknas

	1
	01
	xx
	29
	Pendidikan Berkarakter
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (Sekolah)
	17
	3
	3
	100
	5
	5
	29
	Diknas

	1
	01
	xx
	30
	Persiapan Pendirian Akademi/Perguruan Tinggi 
	Akademi/Perguruan Tinggi terfasilitasi (Unit)
	3
	1
	1
	100
	2
	2
	66
	Diknas

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	02
	xx
	 
	Kesehatan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	02
	xx
	17
	Pengawasan Obat dan Makanan
	 Sarana distribusi memenuhi syarat (%)
	90
	90
	90
	100
	90
	90
	100
	Dinkessos

	1
	02
	xx
	19
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Cakupan peserta Asuransi Kesehatan(%)
	100
	93
	93
	100
	95
	95
	95
	Dinkessos, Disdikpora

	
	
	
	
	
	Rumah tangga PHBS (%)
	65
	45
	45
	100
	50
	50
	76
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Jumlah sekolah dengan UKS sesuai standar (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dinkessos, Disdikpora

	1
	02
	xx
	20
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Prevalensi KEP Balita (%)
	11
	11,2
	11,2
	100
	11,1
	11,1
	99
	Dinkessos, KPMPKB

	1
	02
	xx
	21
	Pengembangan Lingkungan Sehat
	Rumah tangga dengan sanitasi dasar (%)
	12.70
	10.02
	10.02
	100
	10.69
	10,69
	84
	Dinkessos, BLH, PU, Pertanian, PMPKB

	1
	02
	xx
	22
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
	Kasus penyakit menular (Dirinci menurut penyakit)(Per 10.000 penduduk)
	<5
	<5
	<5
	100
	<5
	<5
	100
	Dinkessos

	1
	02
	xx
	23
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Pelayanan kesehatan terakreditasi
	
	
	
	
	
	
	
	RSUD, Dinkessos

	
	
	
	
	
	Puskesmas (Unit)
	6
	2
	2
	100
	1
	3
	50
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	RSUD Terakreditasi (Jenis)
	Paripurna
	Madya
	-
	50
	Paripurna
	Madya
	50
	RSUD

	1
	02
	xx
	25
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya
	Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)
	6
	6
	6
	100
	6
	6
	100
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Pustu memiliki sarana prasarana sesuai standar (standar)
	33
	33
	33
	100
	33
	33
	100
	Dinkessos

	1
	02
	xx
	26
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
	Ketersediaan sarana prasarana sesuai standar SPM RS(Jenis Pelayan SPM)
	22
	22
	22
	100
	22
	22
	100
	RSUD

	1
	02
	xx
	27
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
	Tingkat kesiapan Instalasi Pengelolaan Sarana-RS (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	RSUD

	1
	02
	xx
	28
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Persentase pasien yang dirujuk (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	RSUD, Dinkessos

	1
	02
	xx
	29
	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
	Tingkat kunjungan balita ke Posyandu  D/S
	85
	74
	74
	100
	75
	75
	88
	Dinkessos, PMPKB

	
	
	
	
	
	Jumlah Posyandu
	103
	99
	99
	100
	100
	100
	97
	PMPKB

	1
	02
	xx
	30
	Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia
	Jumlah Posyandu lansia (Unit)
	55
	47
	47
	100
	49
	49
	89
	PMPKB

	1
	02
	xx
	31
	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 
	Industri makanan rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan (Unit)
	120
	40
	40
	100
	60
	60
	50
	Dinkessos, Diperindagkopnaker 

	1
	02
	xx
	32
	Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak
	Jumlah kematian ibu melahirkan (Orang)
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Cakupan ASI Eksklusif (%)
	81,5
	75
	75
	100
	80
	80
	98
	Dinkessos

	1
	02
	xx
	33
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular
	Kasus penyakit menular (Dirinci menurut penyakit)( per 10.000 penduduk)
	<10
	<10
	<10
	100
	<10
	<10
	100
	Dinkessos

	1
	02
	xx
	34
	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Persentase peserta Jamkesmas dan Jamkesda terlayani (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Prevalensi remaja putri anemia (%)
	61
	62,5
	62,5
	100
	62,5
	62,5
	97
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Jumlah desa dengan garam beryodium baik (desa)
	37
	31
	31
	100
	32
	32
	86
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Jumlah dokter kecil(Orang)
	1.300
	780
	780
	100
	910
	910
	70
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Persentase pasien terlayani (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	RSUD

	
	
	
	
	
	Ketersediaan obat pasien jamkesmas (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	RSUD

	1
	02
	xx
	35
	Peningkatan Kualitas Air
	Persentase Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat (%)
	90
	86
	86
	100
	87
	87
	100
	Dinkessos

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	03
	xx
	 
	Pekerjaan Umum 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	03
	xx
	15
	Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
	30
	6
	6
	100
	6
	12
	40
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang jembatan yang ditingkatkan (meter)
	200
	40
	40
	100
	40
	80
	40
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang jalan yang dibangun (km)
	15
	3
	3
	100
	3
	6
	40
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang jembatan yang dibangun (meter)
	250
	50
	50
	100
	50
	100
	40
	PU

	1
	03
	xx
	16
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
	Panjang  drainase terbangun (km)
	10
	2
	2
	100
	2
	4
	40
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang drainase terpelihara (Km)
	75
	15
	15
	100
	15
	30
	40
	PU

	1
	03
	xx
	18
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)
	15
	3
	3
	100
	3
	6
	40
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang jalan dipelihara (km)
	43
	8,5
	8,5
	100
	8,5
	17
	39
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang jembatan dipelihara (meter)
	200
	40
	40
	100
	40
	80
	40
	PU

	1
	03
	xx
	21
	Tanggap darurat jalan dan Jembatan
	Panjang kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana yang tertangani(meter)
	2.500
	500
	500
	100
	500
	100
	40
	PU

	1
	03
	xx
	22
	Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan
	Tingkat ketersediaan data base (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	  irigasi (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	sungai (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	 jalan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	jembatan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	sekolah (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	perumahan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	1
	03
	xx
	24
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Luas lahan terairi irigasi (Ha)
	790
	763
	763
	100
	770
	770
	97
	PU

	
	
	
	
	
	Panjang saluran sungai dinormalkan (km)
	5
	1
	1
	100
	1
	2
	40
	 

	1
	03
	xx
	27
	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Cakupan Rumah tangga terlayani air minum (%)
	95
	87
	87
	100
	89
	89
	93
	PU

	
	
	
	
	
	Cakupan Rumah tangga memiliki Sistem Pengelolaan air limbah (%)
	90
	79
	79
	100
	80
	80
	88
	BLH,PU

	1
	03
	xx
	31
	Pengadaan Peralatan dan Suku Cadang
	Tingkat kesiapan alat berat (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	1
	03
	xx
	32
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial
	Tingkat ketersediaan bangunan pemerintah (%)
	100
	80
	80
	100
	85
	85
	85
	PU

	1
	03
	xx
	35
	Pengelolaan Penerangan Jalan umum
	Persentas jalan kota, provinsi dan nasional yang memiliki PJU (%)
	75
	63
	63
	100
	65
	65
	86
	PU

	1
	03
	xx
	36
	Perencanaan Teknis dan Dokumen Perencanaan
	dokumen perencanaan Keciptakaryaan
	9
	9
	9
	100
	9
	9
	100
	PU

	 
	 
	 
	 
	 
	Penyiapan Readines Kriteria (%) Sesuai Usulan Kebutuhan
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Bappeda dan Instansi Terkait

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	04
	xx
	 
	Perumahan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	04
	xx
	15
	Pengembangan Perumahan
	Sarana Prasarana perkotaan dan pemukiman yang terpelihara (Kawasan)
	17
	3
	3
	100
	5
	5
	29
	PU

	1
	04
	xx
	16
	Lingkungan sehat Perumahan 
	Jumlah desa/kelurahan yang ODF (kawasan)
	37
	26
	26
	100
	29
	29
	78
	PU

	
	
	
	
	
	Jumlah RT terlayani IPAL komunal (RT)
	4.500
	900
	900
	100
	900
	1.800
	40
	PU, BLH 

	1
	04
	xx
	17
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Rumah tangga yang terlayani Pamsimas (Rumah Tangga)
	3.042
	2.532
	2.532
	100
	2.682
	2.682
	88
	PU

	1
	04
	xx
	19
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
	Kebakaran yang tertangani (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Badan Kesbangpol dan PBD

	 
	 
	 
	 
	 
	Jumlah Petugas Satuan Keamanan dan Keselamatan Lingkungan (SKKL) (Orang/Desa)
	5
	0
	0
	0
	5
	5
	100
	Badan Kesbangpol dan PBD

	1
	03
	xx
	21
	Pemeliharaan Rumah Susun meliputi kegiatan Operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
	Tingkat keterhunian rumah susun (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	PU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	05
	xx
	 
	Penataan Ruang
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	05
	xx
	15
	Perencanaan Tata Ruang
	Jumlah  dokumen perencanaan penataan ruang (Dok)
	15
	3
	3
	100
	3
	6
	40
	PU

	1
	5
	xx
	17
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Kesesuaian pemanfaataan ruang dengan rencana tata ruang (%)
	90
	86
	86
	100
	88
	88
	97
	PU, Bappeda

	
	
	
	
	
	Rasio bangunan ber IMB (%)
	0,55
	0,50
	0,50
	100
	0,51
	0,51
	92
	PU

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	06
	xx
	 
	 Perencanaan Pembangunan 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	06
	xx
	15
	Pengembangan Data/Informasi 
	Ketersediaan data profil daerah (%)
	98
	91
	91
	100
	93
	93
	94
	Bappeda

	1
	06
	xx
	16
	Kerjasama Pembangunan
	Jumlah Institusi yang bekerjasama (Unit)
	5
	2
	2
	100
	3
	3
	60
	Bappeda

	1
	06
	xx
	21
	Perencanaan Pembangunan Daerah 
	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)
	7
	5
	5
	100
	5
	5
	71
	Bappeda

	1
	6
	xx
	22
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
	Ketersediaan dokumen pemb ekonomi(Dokumen)
	2
	2
	2
	100
	2
	2
	100
	Bappeda

	1
	06
	xx
	23
	Perencanaan Sosial dan Budaya 
	Ketersediaan dokumen pemb sosial budaya(Dokumen)
	4
	0
	0
	0
	1
	1
	25
	Bappeda

	
	
	
	
	
	Master plan RS (Dokumen)
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	100
	Rumah Sakit

	1
	06
	xx
	24
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 
	Ketersediaan master plan air limbah (Dokumen)
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	100
	Bappeda

	1
	06
	xx
	25
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
	Jumlah  dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dokumen)
	8
	8
	8
	100
	8
	8
	100
	Bappeda

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	07
	xx
	 
	Perhubungan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	07
	xx
	16
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 
	Prasarana dan fasilitas LLAj yang terpelihara (%)
	100
	85
	85
	100
	90
	90
	90
	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

	1
	07
	xx
	17
	Peningkatan Pelayanan Angkutan 
	Jumlah desa/kel terlayani angkutan umum (desa / kel)
	27
	27
	27
	100
	27
	27
	100
	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

	1
	07
	xx
	18
	Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
	Panjang jalan memiliki sarana prasarana sesuai standar (km)
	127
	115
	115
	100
	118
	118
	92
	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

	1
	07
	xx
	19
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	Tingkat kecelakaan lalu lintas per 1000 kenderaan (Kasus)
	1
	1,45
	1,45
	100
	1
	1
	100
	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

	1
	07
	xx
	20
	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	Persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kelaikan (%)
	85
	65
	65
	100
	70
	70
	82
	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	08
	xx
	 
	Lingkungan Hidup
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	08
	xx
	15
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Cakupan rumah tangga terlayani (%)
	75
	68
	68
	100
	70
	70
	93
	BLH, Dinkessos, PU

	
	
	
	
	
	Sampah Rumah tangga yang diolah dengan 3R (Lokasi)
	18
	6
	6
	100
	9
	9
	50
	BLH

	1
	08
	xx
	16
	Pengendalian Pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup
	Tingkat pencemaran dibawah ambang batas
	
	
	
	
	
	
	
	BLH 

	
	
	
	
	
	- Air (%)
	100
	60
	60
	100
	70
	70
	70
	BLH 

	
	
	
	
	
	- Udara (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	BLH 

	
	
	
	
	
	- Tanah (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	BLH 

	1
	08
	xx
	24
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
	Jumlah taman kota (Lokasi)
	105
	79
	79
	100
	89
	89
	84
	BLH 

	
	
	
	
	
	Luas RTH Kota (%)
	12
	10
	10
	100
	11
	11
	91
	PU, LH

	1
	08
	xx
	25
	Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA
	Bangunan dan fasilitas publik yang ramah lingkungan (green building)
	
	
	
	
	
	
	
	BLH 

	
	
	
	
	
	- sekolah (Unit)
	12
	4
	4
	100
	6
	6
	50
	BLH 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	09
	xx
	 
	 Pertanahan 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	09
	xx
	19
	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan
	Kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terpenuhi (%)
	85
	80
	80
	100
	80
	80
	94
	TAPEM SETDAKO

	
	
	
	
	
	Tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat(%)
	40
	20
	15
	75
	20
	20
	50
	TAPEM SETDAKO

	
	
	
	
	
	Tanah aset daerah yang terpetakan (%)
	100
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	TAPEM SETDAKO

	
	
	
	
	
	Konflik tanah yang terselesaikan (Kasus)
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	TAPEM SETDAKO

	
	
	
	
	
	Tapal batas daerah tetangga yang ditegaskan (Titik)
	10
	10
	10
	100
	10
	10
	100
	TAPEM SETDAKO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	10
	xx
	 
	Kependudukan dan Catatan Sipil
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	10
	xx
	15
	Penataan Administrasi Kependudukan 
	Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan 

	
	
	
	
	
	Keluarga yang memiliki KK (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan 

	
	
	
	
	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Penduduk yang memiliki akta kelahiran (%)
	100
	85
	85
	100
	90
	90
	90
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan 

	
	
	
	
	
	Cakupan penerbitan kutiban akta kematian (%)
	50
	25
	25
	100
	30
	30
	60
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11
	 
	 
	Pemberdayaan Perempuan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	11
	xx
	16
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	JUMLAH Lembaga PEDULI gender dan perlindungan anak yang aktif (Lembaga)
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	Kantor PMPKB

	1
	11
	xx
	18
	Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam pembangunan
	Keterwakilan perempuan dalam calon legislatif (%)
	30
	30
	30
	100
	30
	30
	100
	Kantor PMPKB

	
	
	
	
	
	Perempuan menduduki jabatan strukural pemerintahan (%)
	50
	47
	47
	100
	48
	48
	96
	Kantor PMPKB

	
	
	
	
	
	Jumlah kelompok dasawisma aktif (%)
	75
	55
	55
	100
	60
	60
	80
	Kantor PMPKB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	12
	xx
	 
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	12
	xx
	15
	Keluarga Berencana
	Partisipasi PUS dalam KB (Akseptor)
	7.101
	7.101
	7.101
	100
	7.101
	7.101
	100
	Kantor PMPKB

	1
	12
	xx
	16
	Kesehatan Reproduksi Remaja
	Tingkat kehamilan pada usia remaja (Kasus yang dilaporkan)
	0
	4
	4
	100
	3
	3
	25
	Kantor PMPKB

	1
	12
	xx
	18
	Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
	Jumlah BKR dan BKL yang aktif (Kelompok)
	9
	9
	9
	100
	9
	9
	100
	Kantor PMPKB

	
	
	
	
	
	Persentase kader KB yang terampil (%)
	100
	85
	85
	100
	90
	90
	90
	 

	1
	12
	xx
	22
	Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	anak yang terpantau perkembangannya (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Kantor PMPKB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	13
	xx
	 
	Sosial
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	13
	xx
	15
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Jumlah lansia non produktif yang disantuni(%)
	100
	70
	70
	100
	80
	80
	80
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Jumlah rumah tak layak huni yg dibantu (Unit)
	135
	81
	81
	100
	95
	95
	70
	Dinkessos

	1
	13
	xx
	16
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dinkessos

	1
	13
	xx
	17
	Pembinaan Anak Terlantar
	Persentase Anak terlantar yang dibina (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dinkessos

	1
	13
	xx
	18
	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 
	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina (%)
	90
	80
	80
	100
	85
	85
	94
	Dinkessos

	1
	13
	xx
	19
	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
	Panti asuhan / jompo yang dibina (unit)
	2
	2
	2
	100
	2
	2
	100
	Dinkessos

	1
	13
	xx
	21
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif (Lembaga)
	38
	38
	38
	100
	38
	38
	100
	Dinkessos

	
	
	
	
	
	Jumlah personil siaga bencana (Orang)
	37
	30
	30
	100
	31
	31
	83
	Dinkessos

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	14
	xx
	 
	Tenaga Kerja
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	14
	xx
	15
	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
	2.122
	1.448
	1.448
	100
	1.593
	1.593
	75
	Deperindagkop

	1
	14
	xx
	16
	Peningkatan Kesempatan Kerja
	Jumlah penempatan tenaga kerja (Orang)
	371
	171
	171
	100
	221
	221
	59
	Deperindagkop

	
	
	
	
	
	tingkat pengangguran (%)
	2
	2
	2
	100
	2
	2
	100
	Deperindagkop

	
	
	
	
	
	Jumlah Pengangguran (Orang)
	1.685
	2.071
	2.071
	100
	1.967
	1.967
	85
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	Jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja (Perusahaan)
	90
	50
	50
	100
	60
	60
	66
	Deperindagkop

	1
	14
	xx
	17
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	Perselisihan ketenagakerjaan yang ditangani (Kasus)
	3
	3
	3
	100
	3
	3
	100
	Deperindagkop

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	15
	xx
	 
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	15
	xx
	16
	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
	adanya koperasi besar yang mempunyai peningkatan jumlah modal, anggota, asset, omset dan SHU (Koperasi)
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	Deperindagkopnaker 

	1
	15
	xx
	17
	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	Jumlah koperasi berkualitas (yang dinilai) (Unit)
	30
	6
	6
	100
	6
	12
	40
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	Jumlah LKM berprestasi (LKM)
	15
	3
	3
	
	3
	6
	40
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	UMKM berprestasi (UMKM)
	15
	3
	3
	100
	3
	6
	40
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	jumlah koperasi berbadan hukum sesuai UU no. 17 tahun 2012 (Koperasi)
	76
	30
	30
	100
	30
	60
	78
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	Berkurangnya koperasi yang tidak aktif (Koperasi)
	6
	14
	14
	100
	12
	12
	50
	Deperindagkopnaker 

	1
	15
	xx
	18
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	Nilai asset usaha simpan pinjam
	
	
	
	
	
	
	
	Setdako

	
	
	
	
	
	Jumlah Kelompok yang menjadi Koperasi (Koperasi)
	14
	2
	2
	100
	3
	5
	35
	Setdako/Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (Orang)
	
	
	
	
	
	
	
	Setdako

	
	
	
	
	
	Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengambangkan usahanya (Orang)
	
	
	
	
	
	
	
	Setdako

	 
	 
	 
	 
	 
	Berkurangnya Kredit Macet (Koperasi/LKM)
	17
	37
	37
	100
	32
	32
	53
	Deperindagkop

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	16
	xx
	 
	Penanaman Modal
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	16
	xx
	15
	Peningkatan Promosi dan kerjsama investasi
	Jumlah Investor yang berinvestasi (Perusahaan)
	24
	16
	16
	100
	18
	18
	75
	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM

	1
	16
	xx
	17
	Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan (Perizinan)
	480
	24
	24
	100
	360
	360
	54
	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	17
	xx
	 
	Kebudayaan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	17
	xx
	15
	Pengembangan Nilai Budaya
	Jumlah kelompok / grup kesenian yang eksis (Kelompok)
	45
	37
	37
	100
	39
	39
	86
	Dinas Parbud, Diknas 

	
	
	
	
	
	jenis kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan dalam event (Jenis)
	5
	5
	5
	100
	5
	5
	100
	Dinas Parbud, Diknas 

	1
	17
	xx
	16
	Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Jumlah dokumentasi sejarah dan nilai budaya yang dipublikasikan
	
	
	
	
	
	
	
	Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman 

	
	
	
	
	
	-buku (Buah)
	14
	10
	10
	100
	11
	11
	78
	

	
	
	
	
	
	-film (Buah)
	8
	4
	4
	100
	5
	5
	62
	

	
	
	
	
	
	Jumlah museum dikelola (buah)                                                                                                                            
	7
	3
	3
	100
	4
	4
	57
	

	
	
	
	
	
	Angka kunjungan ke museum (Orang)
	22.131
	12.653
	12.653
	100
	14.551
	14.551
	65
	

	
	
	
	
	
	Jumlah cagar budaya  yang direvitalisasi (Bangunan/Kawasan)
	40
	36
	36
	100
	37
	37
	92
	

	
	
	
	
	
	Jumlah perencanaan revitalisasi (bangunan / kawasan )
	37
	2
	2
	100
	37
	37
	100
	

	
	
	
	
	
	Hasil penelitian sejarah dan budaya (buku)
	13
	9
	9
	100
	10
	10
	76
	

	
	
	
	
	
	Jumlah pengunjung infobox (orang)
	15.900
	9.091
	9.091
	100
	10.454
	10.454
	65
	

	
	
	
	
	
	jumlah pengunjung iptek center (orang)
	8.055
	4.606
	4.606
	100
	5.297
	5.297
	65
	

	
	
	
	
	
	Benda Cagar Budaya yang terpelihara (buah)
	33
	25
	25
	100
	27
	27
	81
	

	1
	17
	xx
	17
	Pengelolaan Keragaman Budaya
	jumlah event yang diikuti (buah)
	12
	8
	8
	100
	9
	9
	75
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	18
	xx
	 
	Pemuda dan olah raga
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	18
	xx
	16
	Peningkatan Peran serta Kepemudaan
	jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (buah)
	18
	14
	14
	100
	15
	15
	83
	Diknas, 

	
	
	
	
	
	Jumlah anggota saka bakti husada 
	
	
	
	
	
	
	
	DKK

	1
	18
	xx
	19
	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
	Jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat (cabang)
	14
	6
	6
	100
	8
	8
	57
	Diknas

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	19
	xx
	 
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	19
	xx
	15
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	BKPBD

	
	
	
	
	
	pertentangan terkait sara (Kasus)
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	BKPBD

	
	
	
	
	
	gangguaan keamanan lingkungan terdeteksi (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Satpol PP

	1
	19
	xx
	16
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	Ketersediaan personil Linmas yang berkualitas (Orang)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Satpol PP

	
	
	
	
	
	Pelanggaran terhadap Perda (Kasus)
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	Satpol PP

	1
	19
	xx
	17
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
	Jumlah rumah tangga yang mengibarkan bendera Merah Putih pada hari besar nasional (%)
	80
	40
	40
	100
	50
	50
	62
	BKPBD

	1
	19
	xx
	20
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
	Pekat yang tertangani (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Satpol PP

	
	
	
	
	
	Masyarakat yang memahami bahaya dan penyalahgunaan narkoba (orang)
	2.250
	450
	450
	100
	450
	900
	40
	BKPBD

	1
	19
	xx
	21
	Pendidikan Politik Masyarakat
	Partisipasi pemilih(%)
	87.5
	80
	80
	100
	0
	80
	91
	Badan Kesbangpol dan PBD 

	1
	19
	xx
	22
	Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam
	Jumlah keluarga terdampak (KK)
	5
	71
	71
	100
	63
	63
	8
	

	
	
	
	
	
	Jumlah desa/kelurahan memiliki personil siaga bencana (desa/Kel)
	37
	37
	37
	100
	37
	37
	100
	

	
	
	
	
	
	Ketersediaan peralatan penanggulangan bencana (%)
	90
	45
	45
	100
	60
	60
	66
	

	
	
	
	
	
	persentase masyarakat yang memahami pencegahan bencana (%)
	90
	55
	55
	100
	65
	65
	72
	

	1
	19
	xx
	23
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
	Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani(%)
	60
	94
	94
	100
	84
	84
	71
	Badan Kesbangpol dan PBD 

	1
	19
	xx
	24
	Dukungan Kelancaran Penyelenggaran Pemilihaan Umum
	Jumlah gangguan terhadap kegiatan Pemilu (Kasus)
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	Badan Kesbangpol dan PBD

	1
	19
	xx
	25
	Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	10
	BKPBD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	20
	xx
	 
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	20
	xx
	15
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah produk yang dihasilkan (Perda)
	9
	9
	9
	100
	9
	9
	100
	Sekretariat DPRD

	
	
	
	
	
	Jumlah Perda inisiatif (Perda)
	2
	2
	2
	100
	2
	2
	100
	 

	1
	20
	xx
	17
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Realisasi penerimaan daerah (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DPPKAD

	
	
	
	
	
	Realisasi belanja daerah(%)
	94
	90
	90
	100
	91
	91
	96
	DPPKAD

	
	
	
	
	
	Realisasi PAD(%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DPPKAD

	
	
	
	
	
	Jumlah SKPD dengan pencatatan asset yang benar (%)
	100
	75
	75
	100
	80
	80
	80
	DPPKAD

	
	
	
	
	
	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIPKD Online (unit)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DPPKAD

	
	
	
	
	
	Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai aturan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DPPKAD

	1
	20
	xx
	18
	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	Penyusunan APBD tepat Waktu (tanggal penetapan APBD)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DPPKAD

	1
	20
	xx
	20
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
	Jumlah Temuan (temuan)
	100
	80
	80
	100
	85
	85
	85
	Inspektorat, Tapem setdako

	
	
	
	
	
	Persentase LHP yang ditindaklanjuti (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Inspektorat

	1
	20
	xx
	21
	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	Jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang memiliki sertifikasi sesuai jenjang pendidikannya (Orang)
	34
	4
	4
	100
	14
	18
	52
	Inspektorat

	1
	20
	xx
	26
	Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Draft Produk hukum yang dihasilkan (perda)
	8
	7
	7
	100
	8
	8
	100
	Setdako Hukum

	
	
	
	
	
	Jumlah  Perwako sebagai turunan Perda yang diterbitkan (Perwako)
	33
	33
	33
	100
	33
	33
	100
	Setdako Hukum

	
	
	
	
	
	Jumlah SK (SK)
	350
	350
	350
	100
	350
	350
	100
	Setdako Hukum

	
	
	
	
	
	Persentase fasilitasi bantuan hukum bagi PNS yang membutuhkan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Set Korpri

	
	
	
	
	
	Persentase fasilitasi santunan bagi PNS yang berhak (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Set Korpri

	1
	20
	xx
	28
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Persentase ketaatan terhadap SOP 
	
	
	
	
	
	
	
	KKD dan semua SKPD 

	
	
	
	
	
	Persentase pejabat struktural telah mengikuti diklat PIM (%)
	80
	70
	70
	100
	75
	75
	93
	KKD

	1
	20
	xx
	29
	Pembinaan dan Pengembangan aparatur
	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai (%)
	97
	97
	97
	100
	97
	97
	100
	KKD

	
	
	
	
	
	Ketersediaan PNS sesuai kebutuhan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	KKD

	
	
	
	
	
	Jumlah PNS tugas belajar dan ikatan dinas (Orang)
	35
	35
	35
	100
	35
	35
	100
	KKD

	1
	20
	xx
	30
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
	Penerimaan PAD (Rp. Milyar)
	66.141
	43.569
	43.569
	100
	48.362
	48.362
	73
	DPPKAD 

	1
	20
	xx
	31
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
	Penerimaan PBB (Rp. Juta)
	4.500
	2.500
	2.500
	100
	3.000
	3.000
	66
	DPPKAD, 4 Kecamatan

	1
	20
	xx
	32
	Pembinaan Agama dan adat
	Jumlah muballigh (Orang)
	175
	146
	146
	100
	152
	152
	86
	SETDAKO KESRA, 4 Kecamatan

	
	
	
	
	
	jumlah masjid berkualitas (Buah)
	4
	3
	2
	66
	3
	3
	75
	SETDAKO KESRA, 

	
	
	
	
	
	jumlah TPA aktif (buah)
	158
	158
	158
	100
	158
	158
	100
	SETDAKO KESRA, 

	
	
	
	
	
	(Buah)
	9
	9
	9
	100
	9
	9
	100
	SETDAKO KESRA, 

	
	
	
	
	
	Lulusan SMP yang lancar membaca Alquran (Orang)
	936
	907
	907
	100
	915
	915
	97
	Diknas

	
	
	
	
	
	Jumlah organisasi lembaga adat yang aktif (buah)
	12
	12
	12
	100
	12
	12
	100
	Diknas

	
	
	
	
	
	Pondok Alquran aktif (Buah)
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	LS

	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	barangin

	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	Talawi

	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	Silungkang

	1
	20
	xx
	24
	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)
	35
	15
	15
	100
	20
	20
	57
	Setdako

	1
	20
	xx
	34
	Kerjasama informasi dengan Mass Media
	Jumlah media massa yang bekerjasama (Media)
	11
	11
	11
	100
	11
	11
	100
	Sekretariat DPRD

	1
	20
	xx
	35
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terdepan (%)
	90
	90
	90
	100
	90
	90
	100
	SETDAKO TAPEM

	1
	20
	xx
	36
	Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan (%)
	100
	70
	70
	100
	100
	100
	100
	SETDAKO TAPEM

	
	
	
	
	
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan kecamatan (%)
	90
	90
	90
	100
	90
	90
	100
	Kecamatan

	1
	20
	xx
	37
	Operasional Kecamatan
	Realisasi PBB (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	LS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	barangin

	
	
	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Talawi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Silungkang

	
	
	
	
	
	Tingkat kemiskinan (%)
	
	
	
	
	
	
	
	LS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	barangin

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	2
	100
	2
	2
	50
	Talawi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Silungkang

	
	
	
	
	
	Persentase penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usahanya (%) 
	75
	55
	55
	100
	60
	60
	80
	LS

	
	
	
	
	
	
	75
	55
	55
	100
	60
	60
	80
	barangin

	
	
	
	
	
	
	75
	55
	55
	100
	60
	60
	80
	Talawi

	
	
	
	
	
	
	75
	55
	55
	100
	60
	60
	80
	Silungkang

	1
	20
	xx
	38
	Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan
	Persentase pengadaaan barang dan jasa melalui LPSE (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Setdako BAP

	
	
	
	
	
	capaian Realisasi fisik kegiatan pembangunan(%)
	95
	90
	90
	100
	90
	90
	94
	Setdako BAP

	1
	20
	xx
	39
	Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah 
	Nilai rata-rata Pencapaian SPM (%)
	100
	50
	50
	100
	76
	76
	76
	SETDAKO BAG HUKUM 

	
	
	
	
	
	Jumlah SKPD yang melakukan pengukuran IKM (SKPD)
	24
	4
	4
	100
	5
	9
	37
	SETDAKO BAG HUKUM 

	
	
	
	
	
	Jumlah SKPD yang mempunyai dan menerapkan SOP (SKPD)
	25
	5
	5
	100
	5
	10
	40
	SETDAKO BAG HUKUM 

	1
	20
	xx
	40
	Pembinaan dan Pelayanan Perizinan
	Jenis pelayanan yang diberikan sesuai SOP 
	
	
	
	
	
	
	
	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM

	1
	20
	xx
	41
	Program peningkatan SDM aparatur terdepan
	Indeks kepuasan layanan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	SETDA

	1
	20
	xx
	42
	Peningkatan sarana prasarana aparatur
	Ketersediaan fasilitas kendaraan dinas operasional (%)
	90
	90
	90
	100
	90
	90
	100
	DPPKAD

	
	
	
	
	
	Ketersediaan fasilitas rumah dinas (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DPPKAD

	1
	20
	xx
	43
	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan
	Penilaian LPPD (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	SETDA

	
	
	
	
	
	Ketepatan penyampaian LKPJ (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	SETDA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	21
	 
	 
	Ketahanan Pangan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	21
	xx
	15
	Peningkatan Ketahanan Pangan 
	Ketersediaan bahan pangan pokok per kapita pertahun (Kg)
	501
	103
	103
	100
	101
	204
	40
	Pertanian

	
	
	
	
	
	tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba bahan kimia (%)
	100
	80
	80
	100
	80
	80
	100
	Pertanian, Perindagkop, DKK

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	22
	xx
	 
	Pemberdayaan Masyarakat Desa 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	22
	xx
	15
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Jumlah kader Posyandu yang terampil (%)
	95
	75
	75
	100
	80
	80
	84
	Setdako dan PMPKB 

	
	
	
	
	
	Kualifikasi Posyandu Mandiri (%)
	98
	90
	90
	100
	92
	92
	93
	PMPKB

	
	
	
	
	
	Jumlah penerima manfaat PNPM (KK)
	12.381
	11.608
	11.608
	100
	11.869
	11.869
	95
	PMPKB

	
	
	
	
	
	Jumlah penerima manfaat Pamsimas (Jiwa)
	12.457
	8.957
	8.957
	100
	9.957
	9.957
	79
	PMPKB

	
	
	
	
	
	Jumlah LPM berfungsi (%)
	100
	80
	80
	100
	85
	85
	85
	PMPKB

	1
	22
	xx
	17
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
	 
	
	
	
	
	
	
	
	Setdako dan PMPKB 

	
	
	
	
	
	Rasio nilai swadaya terhadap bantuan sapras 
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	Setdako dan PMPKB 

	
	
	
	
	
	Rasio nilai swadaya terhadap bantuan sentra produksi
	0,6
	0,6
	0,6
	100
	0,6
	0,6
	100
	Setdako dan PMPKB 

	
	
	
	
	
	Rasio nilai swadaya terhadap bantuan irigasi, air, jalan, riol sapras produksi
	0,6
	0,6
	0,6
	100
	0,6
	0,6
	100
	Setdako dan PMPKB 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	23
	xx
	 
	Statistik
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	23
	xx
	15
	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
	Ketersedian data informasi statistik daerah (%)
	90
	82
	82
	100
	84
	84
	93
	Bappeda

	
	
	
	
	
	ketersediaan data bidang kesehatan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	DKK

	
	
	
	
	
	ketersediaan data bidang kesbangpol dan PBD (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	BKPBD

	
	
	
	
	
	Ketersediaan data komoditi perkebunan (%) 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dipertahut

	
	
	
	
	
	Ketersediaan data tanaman pangan dan hortikultura (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Dipertahut

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	24
	xx
	 
	Kearsipan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	24
	xx
	15
	Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan
	Ketersediaan arsip berbasis IT (%)
	33
	0
	0
	0
	3
	3
	9
	Kantor arsip dan Pustaka

	1
	24
	xx
	16
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Persentase dokumen/arsip penting Kota yang diagendakan (%)
	75
	55
	55
	100
	60
	60
	80
	Kantor arsip dan Pustaka

	1
	24
	xx
	18
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
	Ketersediaan personil kearsipan yang berkompeten (%)
	2
	1
	1
	100
	2
	2
	100
	Kantor arsip dan Pustaka

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	25
	xx
	 
	Komunikasi dan Informatika
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	25
	xx
	15
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa
	Jaringan hotspot berfungsi (Lokasi)
	9
	9
	9
	100
	9
	9
	100
	Setdako

	
	
	
	
	
	Jumlah desa/keurahan terlayani internet (Desa)
	37
	25
	25
	100
	28
	28
	75
	Setdako

	
	
	
	
	
	Jmlah warnet yang terawasi (buah)
	45
	45
	45
	100
	45
	45
	100
	Perhubungan

	
	
	
	
	
	Jumlah kerja sama Media Massa (buah)
	25
	21
	21
	100
	22
	22
	88
	Setdako

	
	
	
	
	
	Jaringan SIPKD yang aktif dan tersambung (SKPD)
	23
	5
	5
	100
	10
	10
	43
	DPKD

	1
	25
	xx
	16
	Peningkatan Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah
	Jumlah SKPD terkoneksi jaringan informasi (SKPD)
	27
	27
	27
	100
	27
	27
	100
	Setdako

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	26
	xx
	 
	Perpustakaan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	26
	xx
	15
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Angka kunjungan ke perpustakaan umum (Orang)
	23.000
	21.000
	21.000
	100
	21.500
	21.500
	93
	Kantor Arsip dan Perpustakaan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	 
	 
	 
	URUSAN PILIHAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	01
	 
	 
	Pertanian
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	01
	xx
	15
	Peningkatan Kesejahteraan Petani
	PDRB perkapita petani (Rp(Juta))
	12
	11
	11
	100
	11
	11
	91
	Setdako/ Pertanian

	
	
	
	
	
	 
	1.200
	
	
	
	900
	900
	75
	 

	2
	01
	xx
	21
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan produk pertanian yang higienis (Unit)
	7
	1
	1
	100
	1
	2
	28
	Pertanian

	2
	01
	xx
	19
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	Meningkatnya produksi padi (Ton(GKG))
	15.070
	13.390
	13.390
	100
	13.792
	13.792
	91
	Pertanian

	
	
	
	
	
	Meningkatnya luas penanaman palawija (ha)
	150
	146
	146
	100
	147
	147
	98
	

	
	
	
	
	
	Meningkatnya luas penanaman sayuran (ha)
	120
	116
	116
	100
	117
	117
	97
	

	
	
	
	
	
	Meningkatnya populasi tanaman buah-buahan (batang) 
	1000
	200
	200
	100
	200
	400
	40
	

	
	
	
	
	
	Tersedianya kawasan agrowista (lokasi)
	1
	1
	1
	100
	1
	1
	100
	

	2
	01
	xx
	20
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	Jumlah penyuluh yang berkompeten di bidangnya (Orang)
	40
	35
	35
	100
	31
	31
	75
	Pertanian

	2
	01
	xx
	21
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	penanggulangan penyakit hewan (kali/tahun)
	7
	7
	7
	100
	7
	7
	100
	Pertanian

	2
	01
	xx
	22
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 
	Populasi ternak akhir tahun
	
	
	
	
	
	
	
	Pertanian

	
	
	
	
	
	sapi (ekor)
	7.005
	6.396
	6.396
	100
	6.543
	6.543
	93
	Pertanian

	
	
	
	
	
	kerbau (ekor)
	1.880
	1.792
	1.792
	100
	1.814
	1.814
	96
	Pertanian

	
	
	
	
	
	ternak kambing (ekor)
	4.922
	4.356
	4.356
	100
	4.491
	4.491
	91
	Pertanian

	
	
	
	
	
	ternak ayam pedaging (ekor)
	42.492
	41.159
	41.159
	100
	41.488
	41.488
	97
	Pertanian

	
	
	
	
	
	ternak ayam petelur (Ekor)
	60.395
	54.715
	54.715
	100
	56.082
	56.082
	92
	Pertanian

	2
	01
	xx
	23
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan
	Meningkatnya modal Kelompok dalam pengembangan usaha(Kelompok)  
	21
	15
	15
	100
	16
	16
	76
	Pertanian

	2
	01
	xx
	24
	Peningkatan dan Pengembangan tanamanan Perkebunan
	Luas areal tanaman Perkebunan (ha)
	25
	5
	5
	100
	5
	10
	40
	Pertanian

	
	
	
	
	
	terpeliharanya lahan percontohan perkebunan (ha)
	20
	20
	20
	100
	20
	20
	100
	Pertanian

	
	
	
	
	
	Produktivitas karet kering (kg/ha)
	900
	750
	750
	100
	800
	800
	88
	Pertanian

	
	
	
	
	
	Produktivitas kakao kering (kg/ha)
	800
	750
	750
	100
	750
	750
	93
	Pertanian

	2
	01
	xx
	25
	Pemanfaatan lahan bekas tambang
	luas lahan yang ditanam dan dipelihara (ha)
	50
	50
	50
	100
	50
	50
	100
	Pertanian

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	02
	 
	 
	Kehutanan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	02
	xx
	16
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
	Luas  hutan kota (ha)
	47
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	Pertanian

	
	
	
	
	
	Luas hutan produksi yang dimanfaatkan masyarakat (ha)
	250
	50
	50
	100
	100
	100
	40
	Pertanian

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	03
	xx
	 
	Energi dan Sumber daya mineral
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	03
	xx
	15
	Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan
	Jumlah pemegang IUP yang terawasi (Perusahaan)
	18
	18
	18
	100
	18
	18
	100
	Deperindagkopnaker 

	 
	 
	 
	
	
	Penerimaan Royalty Tambang (Rp. (Milyar))
	16
	19
	19
	100
	15
	15
	93
	 

	2
	03
	xx
	16
	Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan
	Jumlah kegiatan PETI (buah)
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	Deperindagkopnaker 

	 
	 
	 
	
	
	Teralirinya daerah terisolir dengan Listrik PLN (dusun)
	5
	2
	2
	100
	1
	3
	60
	Deperindagkopnaker 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	04
	 
	 
	Pariwisata
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	04
	xx
	15
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Angka kunjungan wisatawan (kunjungan)
	2.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	100
	1.250.000
	1.250.000
	62
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

	2
	04
	xx
	16
	Pengembangan Destinasi Wisata
	Jumlah penambahan destinasi wisata baru (buah)
	10
	2
	2
	100
	2
	4
	40
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

	2
	04
	xx
	17
	Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	Jumlah rumah makan terstandar (buah)
	10
	10
	10
	100
	10
	10
	100
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

	
	
	
	
	
	jumlah homstay terstandar (buah)
	42
	42
	42
	100
	42
	42
	100
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

	
	
	
	
	
	Jumlah pramuwisata (buah)
	5
	1
	1
	100
	1
	2
	40
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	05
	 
	 
	Kelautan dan Perikanan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	05
	xx
	20
	Pengembangan budidaya perikananan
	Produksi Ikan (Ton)
	106
	105
	105
	100
	105
	105
	99
	Pertanian

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	06
	xx
	 
	Perdagangan
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	06
	xx
	15
	Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	Ketersediaan sembako di pasar (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	Alat ukur yang ditera ulang (buah/tahun)
	750
	750
	750
	100
	750
	750
	100
	Deperindagkopnaker 

	
	
	
	
	
	Jumlah pasar terkelola (buah)
	9
	9
	9
	100
	9
	9
	100
	Deperindagkopnaker 

	2
	06
	xx
	18
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Adanya peluang untuk promosi (kali)
	6
	6
	6
	100
	6
	6
	100
	Deperindagkopnaker 

	2
	06
	xx
	19
	Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
	Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Deperindagkopnaker 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	07
	 
	 
	Perindustrian
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	07
	xx
	16
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Jumlah IKM  yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)
	67
	37
	37
	100
	47
	47
	70
	Deperindagkopnaker 

	
	 
	 
	 
	 
	Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)
	5
	1
	1
	100
	1
	2
	40
	Deperindagkopnaker 

	
	 
	 
	 
	 
	Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilannya (Orang)
	924
	724
	724
	100
	744
	744
	80
	Deperindagkopnaker 

	
	 
	 
	 
	 
	Jumlah IKM pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)
	52
	22
	22
	100
	32
	32
	61
	Deperindagkopnaker 

	
	 
	 
	 
	 
	Jumlah perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami(Kelompok/IKM)
	10
	2
	2
	100
	4
	4
	40
	Deperindagkopnaker 

	
	 
	 
	 
	 
	Penerapan Gugus Kendali Mutu (kelompok)
	15
	11
	11
	100
	12
	12
	80
	Deperindagkopnaker 

	2
	07
	xx
	19
	Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial
	Jumlah sentra industri potensial (Sentra)
	9
	5
	5
	100
	6
	6
	66
	Deperindagkopnaker 

	
	 
	 
	 
	 
	Jumlah perajin cendra mata dan souvenir (IKM)
	28
	13
	13
	100
	18
	18
	64
	Deperindagkopnaker 

	2
	07
	xx
	20
	Pengembangan Industri Agro
	Jumlah Kelompok industri Atsiri (IKM)
	5
	1
	1
	100
	2
	2
	40
	Deperindagkopnaker 

	 
	
	
	
	
	Jumlah IKM pangan yang berbahan baku Coklat (Kelompok)
	12
	4
	4
	100
	6
	6
	50
	Deperindagkopnaker 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 



2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tantangan pokok yang dihadapi dalam kerangka pembangunan Kota Sawahlunto ke depan  meliputi:

2.3.1.1 Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing

1. Pertanian tanaman pangan dan holtikutura
a. Aspek permasalahan Teknis
1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian 
2) Alih Fungsi Lahan 
3) Perbaikan infrastruktur di pedesaan. 
4) Peningkatan mutu dan keamanan pangan 
5) Kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura 
6) Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian. 
b. Aspek Permasalahan Ekonomis 
1) Penguatan daya saing ekonomi 
2) Peningkatan akses permodalan petani 
3) Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian 
4) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani 
c. Aspek Permasalahan Sosial 
1) Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian 
3) Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar 
d. Aspek Permasalahan Ekologis 
1) Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan 
2) Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati. 
3) Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan

2. Sektor Perkebunan 
a. Penyediaan Sumber benih unggul masih sangat terbatas dan tidak terintegrasi 
b. Penyediaan alat-alat mesin pertanian masih sangat terbatas/ petani masih mempergunakan alat-alat yang bersifat tradisional. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan pengrajin. 
c. Ketersediaan pupuk yang sangat kurang saat diperlukan oleh petani. 
d. Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur perkebunan. 
e. Lahan perkebunan yang sangat terbatas serta terjadinya alih fungsi lahan perkebunan.
f. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan benih/bibit perkebunan yang ilegal 
g. Masih rendahnya mutu dari komoditi perkebunan serta masih banyak yang belum memenuhi standar SNI. 
h. Sangat kurangnya tenaga penyuluh pertanian dilapangan 
i. Masih tingginya serangan hama dan penyakit tanaman komoditi perkebunan. 
j. Pemanfaatan kemampuan lahan masih belum optimal.


3. Sektor Kelautan/Perikanan 
a. Masih adanya kendala dalam peningkatan produksi budidaya akibat adanya gangguan hama penyakit ikan dan lingkungan serta kurangnya pengetahuan pembudidaya dalan pengelolaan usahanya. 
b. Masih belum optimalnya keterampilan petugas di UPTD dalam mengoperasikan sarana yang ada serta kurangnya tenaga penyuluh untuk memberikan bimbingan kepada pembudidaya.
c. Produksi benih ikan masih relatif rendah
d. Volume air tidak mencukupi untuk budidaya perikanan
e. Kuantitas SDM masih kurang
f. Harga pakan ikan relatif mahal

4. Sektor Peternakan 
a. Penurunan populasi ternak sapi potong karena berkurangnya ketersedian betina produktif akibat 
b. Rendahnya penanganan reproduksi 
c. Penurunan produktifitas dan reproduktifitas ternak sapi
d. Ancaman terhadap mewabahnya penyakit hewan menular
e. Infrastruktur peternakan masih kurang belum mampu mendukung perkembangan sub sektor peternakan
f. Ancaman penyakit hewan menular (Flu Burung/AI) dan Industri perunggasan menghadapi tantangan karena pemberitaan wabah AI yang berlebihan, tidak diimbangi dengan pemberitaan keamanan mengkonsumsi produk unggas. 
g. Bahan baku pakan masih tergantung dari luar, sementara pemanfaatan bahan baku lokal belum optimal karena ketersediaanya sporadis/musiman/tidak kontinue. 
h. Daya saing usaha sapi potong lokal rendah dibandingkan sapi ex import 

5. Koperasi dan UMKM
a. Rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM dalam berinovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan kualitas produk UMKM yang dihasilkan belum memenuhi standar nasional.
b. Tingkat ketergantungan sektor terhadap pemerintah tinggi.
c. Kemanpuan pengelola UMKM belum propesional.

6. Industri
a. Aspek Keterampilan Teknis
1) Kemampuan pengembangan desain serta kemampuan perajin dan pelaku IKM masih rendah.
b. Aspek sarana dan prasarana
1) Rendahnya kualitas teknologi dan peralatan pendukung proses produksi yang dimiliki perajin pelaku IKM.
2) Pemanfaatan bahan baku lokal belum maksimal akan menyebabkan pendek mata rantai ekonomi sektor industri
3) Belum ada regulasi dan kebijakan dukungan kepada perajin dan pelaku IKM terutama dalam hal permodalan dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan industri.

7. Perdagangan
a. Kesediaan jenis barang kurang beragam dan harga relatif tinggi
b. Keberadaan mobil dan motor ngampas  sampai kerumah penduduk ini menyebabkan menghambatnya pengembangan pasar
c. Sarana dan prasana penunjang pasar masih perlu di perhatikan

8. Tenaga kerja
a. Kualitas pencari kerja belum memadai dan terbatasnya jumlah penawaran kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja relative rendah.
b. Sistim informasi dan data ketenagakerjaan belum optimal serta rendahnya transparmasi penerimaan tenaga kerja

9. Pekerjaan Umum
a. Jalan dan Jembatan
1) Perlunya  data base jalan dan jembatan serta data leger jalan.
2) Perlunya penanganan dan peningkatan kualitas dan jalan dan jembatan kota terutama dilokasi rawan bencana.
3) Perlunya pembangunan ruas jalan baru ke lokasi sentra produksi pertanian dan perkebunan.
4) Masih adanya kawasan pemukinan masyarakat yang belum memiliki sistim drainase.
5) Pengembangan pengelolaan sampah terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan drainase.
6) Masih Rendahnya cakupan pelayanan air bersih  
7) Penurunan kualitas dan kuantitas air baku bagi PDAM
8) Masih adanya daerah rawan air bersih.
9) Biaya produksi air masih lebih tinggi dari tarif air PDAM sehingga sulit untuk berinvestasi dan pengembangan kapasitas.
10) Teknis pengelolaan konstruksi (reservoar) dan jaringan PMA belum optimal.
11) Banyaknya ruas jalan yang terkena bencana alam.

10. Perencanaan Pembangunan

11. Perumahan
a. Masih ada baclog perumahan yang tidak layak huni.
b. Keterbatasan dan ketersediaan air PMA dari aspek kuantitas, banyak namun skala kecil.
c. Terbatasnya kualitas SDM dan jaringan distribusi sehingga air bersih yang sampai pada masyarakat masih belum hygienis.
d. Masih ada baclog perumahan yang tidak layak huni.

12. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Masih ada penambangan tampa izin
b. Belum ada pengawasan terhadap penambangan liar mengakibatkan pengelolaan lahan pasca tambang tidak jelas pertanggungjawabannya

13. Lingkungan Hidup
a. Pencemaran lingkungan akibat pencemaran aktifitas industri dan pertambangan serta dampak pemanasan global semakin meningkat
b. Kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
c. Kurangnya SDM pengelola lingkungan hidup
d. Masih kurangnya penanganan limbah rumah tangga dan industri.
e. Tempat Pembuangan Akhir  Sampah (TPA) yang ada masih dalam metode control landfill.
f. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa

15. Penataan Ruang
a. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang belum optimal.

16. Pertanahan
a. Sulitnya pembebasan pertanahan masyarakat

17. Penangulangan bencana
a. Sistim koordinasi penangan bencana masih rendah dan belum memiliki dokumen kontigensi
b. Rendahnya pemahaman peraturan di bidang politik ditengah masyarakat

18. Otonomi Daerah
a. Rendahnya pendapatan asli daerah terhadap keuangan daerah.

2.3.1.2 Pengembangan Infrastruktur Secara Adil Dan Merata.
1. Pekerjaan Umum
a. Jalan dan Jembatan
1) Belum semua ruas jalan dalam kondisi mantap dan belum memiliki masterplan pembangunan insfrastruktur  kota.
2) Kondisi geografis  dan jaringan jalan utama kota yang linier dan kurang lebar tidak sebanding dengan bertambahnya intensitas jumlah kendaraan
3) Masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan jalan.
4) Banyaknya ruas jalan yang terkena bencana alam.
5) Tingginya pembiayaan infrastruktur, akibat topografi kota yang berbukit dan kondisi tanah yang labil.
6) Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang tersedia, baik perencanaan, pelaksanaan, pengelola maupun pemeliharaan infrastruktur kota.
7) Masih banyaknya ruas jalan dan jembatan dalam kondisi rusak.

2. Perumahan
a. Belum adanya regulasi penetapan kawasan perumahan sehingga pola pemungkinan untuk penggunaan lahan belum sesuai.

3. Sanitasi dasar
a. Belum tersedianya bangunan intalasi pengolahan air limbah secara komunal khususnya di perkotaan.
b. Belum tersedianya lahan yang cukup dan SOP pembangunan Perumahan untuk  pembuangan air limbah rumah tangga .
c. Belum tersedianya IPAL skala perumahan.

4. Persampahan
a. Belum adanya masterplan persampahan yang komprehensif.
b. Pengembangan pengelolaan sampah terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan drainase.
c. Belum komprehensif dan efektifnya komunikasi publik untuk mengelola dan  memanfaatkan peluang ekonomis dari keberadaan sampah.

5. Perencanaan Pembangunan
a. Masih rendahnya pemahaman beberapa SKPD tentang penyusunan dokumen perencanaan
b. Ketidak konsistennya kebijakan pemerintah pusat dapat dilihat dari tidak sikronnya kebijakan antar dokumen dan lembaga

6. Penataan ruang
a. Dokumen penataan ruang masih ada yang belum menjadi produk hukum
b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM penataan ruang
c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang menyebabkan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam pembangunan relative rendah.

7. Lingkungan hidup
a. Penurunan kualitas air sungai.

8. Pertanahan
a. Kepemilikan tanah ulayat tidak jelas
b. Tapal batas dengan daerah tetangga 

9. Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Keluarga Berencana
a. Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola pemberdayaan masyarakat 
b. Kapasitas kelembagaan Pengasutamaan Gender (PUG) dan perempuan belum optimal
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kemandirian untuk melaksanakan pelayanan dan pemasangan alat kontrasepsi

10. Energi dan Mineral
a. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja

11. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
a. Melemahnya paham kebangsaan ditengah masyarakat
b. Belum tersedianya sistim dan teknologi informasi dalam mendukung penanganan bencana
c. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah mengakibatkan ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan Pemerintah tinggi
d. Mutu dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan


2.3.1.3 Peningkatan Kualiatas Kesalehan Sosial Melalui Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dan Dan Budi Pekerti
1. Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat masih rendah, Salah satu indikator yang dapat melihat berkurangnya pengamalan nilai-nilai agama adalah penurunan angka kriminalitas. Terjadinya dekadensi moral ditengah masyarakat akan menjadi hambatan utama dalam membangun daerah.
2. Pemahaman terhadap nilai – nilai agama dan adat sudah mulai berkurang.
3. Belum otimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam penanaman dan pengamalan ajaran beragama.

2.3.1.4 Menjalin kehidupan sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.

2.3.1.5 Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter
1. Pendidikan
a. Masih adanya penduduk Kota Sawahlunto yang belum melek huruf.
b. Rendahnya nilai APM untuk tingkat SMP.
c. Kurangnya alat dan media pembelajaran di sekolah yang berbasis IT dan Ruang penunjang lainnya (prasaran sekolah belum memenuhi SPM).
d. Masih rendahnya kompentensi dan kualitas guru (S1) terutama guru PAUD dan guru SD.
e. Pelaksanaan pendidikan berkarakter.
f. Angka rata – rata lama sekolah baru mencapai 9,25 pada tahu 2012.
g. Masih banyaknya anak usia 4-6 tahun yang tidak berada di Program pendidikan PAUD.
h. Belum semua guru mempnyai sertifikat pendidik terutama untuk tingkat Sekolah Dasar.
i. Masih rendahnya presentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Luar Biasa(ALB) yang terlayani.

2. Kearsipan dan Perpustakaan
a. Koleksi buku belum sebanding dengan kebutuhan pengguna menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke pustaka

2.3.1.6 Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban, Supremansi Hukum Dan HAM

2.3.1.7 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlunya Menjaga Kesehatan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Target peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat melaksanakan pola hidup sehat belum merata dan masih relatif rendah.
3. Jumlah spesialis masih belum lengkap dan adanya kualitas kesenjangan SDM.
4. Sistim/instalasi pengolahan limbah dan air belum memadai.
5. Sirkulasi air bersih kurang lancar.
6. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan.

2.3.1.8 Lanjutan Sapu Bersih Kemiskinan
1. Potensi kemiskinan masa depan dapat dikurangi
2. Pelayanan  pendidkan dan kesehatan 
3. Pendapatan penduduk masih by name by address
4. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
5. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
6. Rendahnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan
7. Terbatasnya cakupan dan kuantitas pelayanan bantuan social
8. Masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat
9. Akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah
2.3.1.9 Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Di Semua Bidang Dan Terjaminnya Kesetaraan Gender
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kemandirian untuk melaksanakan pelayanan atau pemasangan alat kontrasepsi.

2.3.1.10 Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Pembinaan Kepemudaan
1. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan.
2. Masih belum optimalnya penggalian bakat-bakat olahraga dan pembinaan terhadap center-center olahraga.

2.3.1.11 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.
1. Perencanaan pembangunan
a. Kurang sinkronisasi antara dokumen perencanaan
b. Jumlah SDM perencana belum cukup menyebabkan proses perencanaan dari awal sampai evaluasi perencanaan tidak berjalan dengan baik
2. Statistik
a. Sistim pengelolaan data masih manualakibatnya  belum ada data dokumen yang berseries
b. Ketergantungan dengan pihak BPS tidak dapat dihindari
c. Adanya perbedaan metode penghitungan data antara BPS dan Pemerintah Daerah
3. Otonomi Daerah
a. Program dan kegiatan pada masing-masing SKPD pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas sehingga sulit diukur pencapaian akuntabilitas kinerjanya.
b. Mutu dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.  
4. Kependudkan dan Catatan Sipil
a. Kualitas SDM aparatur pengelola SIAK masih rendah
b. Partisipasi masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah, akibatnya belum lengkap penerapan SIAK online.
5. Kearsipan dan Perpustakaan
a. Rendahnya sistim dan fasilitas dalam pengelolaan kearsipan dan kepustakaan
b. Kurangnya kual;itas pegawai yang mempunyai kopentensi dibidang kearsipan dan perpustakaan
c. Koleksi buku belum sebanding dengan kebutuhan pengguna menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke pustaka
d. Kurangnyanya kesadaran/tertib SKPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen akibatnya penanganan arsip daerah menjadi terkendala

2.3.1.12 Pengembangan Sektor Kepariwisataan
1. Perlambatan pertumbuhan pengunjung objek-objek wisata andalan
2. Rendahnya tingkat kunjungan ke objek-objek wisata tambang.
3. Belum tersedianya modal transportasi yang terintegrasi ke objek-objek wisata.
4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan tradisional.
5. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana dalam pembuatan film dokumenter sebagai bahan promosi Kota.
6. Masih rendahnya minat generasi muda terhadap musik tradisional.
7. Belum terbinanya budaya multi etnis
8. Rendahnya kualitas produk pariwisata.
9. Kurangnya promosi pariwisata.
10. Lemahnya dukungan infrastruktur pendukung pariwisata.
11. Iven promosi pariwisata belum dikemas dengan baik.

2.3.1.13 Peningkatan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Dalam Mengelola Dan Pemanfaatan Potensi Daerah
1. Energi dan Sumberdaya Mineral.
a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk penghematan energi

2. Kebudayaan.
a. Budaya luar yang memberikan pengaruh negatif terhadap budaya daerah
b. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat mulai berkurang
c. Masih rendahnya sarana dan prasaran bagi pengunjung di areal makan Syeh Lunto.
d. Belum tersedianya bidang objek wisata minat khusus (Wisata Alam).

3. Pariwisata
a. Arahan pemanfaatan tepat guna lahan belum terbangun menyebabkan investor pariwisata belum melirik Kota Sawahlunto.
b. Belum adanya konsep pengembangan pariwisata yang lebih besar sehingga daya tarik  wisata belum terintegrasi.

2.3.1.14 Perluasan Jaringan Sosial, Ekonomi Secara Nasional Dan Internasional
1. Pariwisata
a. Belum adanya objek-objek wisata yang membuat pengunjung untuk menginap atau tinggal lebih lama di Sawahlunto.
b. Belum tersedianya modal transportasi yang terintegrasi ke objek-objek wisata.
2. Perencanaan Pembangunan
3. Perhubungan
a. Akuntabilitas transportasi belum merata
b. Masih banyaknya tempat-tempat yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi 
c. Kebutuhan tempat parker belum memadai
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana lalulintas seperti belum adanya terminal Tipe A
e. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perhubungan
f. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana lalu lintas
g. Topografi wilayah rawan patahan menjadi pewnhambat pengembangan sektor perhubungan
4. Perkerjaan umum
a. Perlunya peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU)  Jalan lingkungan.
b. Peningkatan  jalan pada ruas-ruas jalan tertentu (pelebaran dan perbaikan saluran jalan) masih kurang mendapat perhatian.
5. Otonomi Daerah
6. Penananman Modal
a. Belum adanya kebijakan insentif mengenai penanaman modal yang menjadi daya tarik investor
b. Terbatasnya potensi daerah untuk menarik investor
c. Belum memadainya SDM apratur bidang penanaman modal yang berakibat negatif  dalam penanaman modal.

2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permasalahan Penyelenggaran Urusan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan perkembangan dinamika isu strategis pada tingkat nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.85
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016
	No
	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak

	
	Nasional
	Provinsi
	Kab/Kota

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	· Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan
· Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran beragama
	
	Pengamalan nilai-nilai agama dan adat:
· Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam penananman dan pengamalan ajaran agama
· Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat masih rendah
· Masih kurangnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat

	2
	· Peningkatan efesiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan penguatan tata kelola pendidikan untu mendukung peningkatan kinerja pembangunan pendidikan
· Reformasi pembangunan pendidikan
	
	Pendidikan berkarakter dan berwawasan global:
· Belum terintegrasinya niali-nilai moral, akhlak mulia, budi pekerti dan keagamaan kedalam mata pelajaran yang mendukung

	3
	· Peningkatan Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
· Reformasi pembangunan kesehatan
	
	Kesadaran masyarakat untuk prilaku hidup bersih, sehat dan berolahraga:
· Sistim pengelolaan limbah dan air belum memadai
· Masih ada SPAL masyarakat yang belum memenuhi syarat
· Masih rendahnya minat masyarakat akan kebiasaan olahraga

	4
	· Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
· Peningkatan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
· Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
	
	Pelayanan kesehatan masyarakat bermutu dan terjangkau:
· Jumlah spesialis masih belum lengkap dan masih ada kesenjangan SDM
· Terbatasnya saran dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan

	5
	Peningkatan ketahanan air
	
	Penyediaan infrastruktur dasar yang bermutu:
· Perlunya penanganan dan peningkatan  kualitas jalan dan jembatan
· Pembukaan akses baru ke daerah tetangga
· Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi ( air limbah, pengelolaan sampah dan drainase )
· Belum optimalnya penanganan sampah dan sistim perencanaan pengelolaan sampah

	6
	Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) dan perlindungan peremuan 
	
	Pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan jender:
· Membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah dan masyarakat

	7
	Peningkatan Investasi
	
	Iklim investasi yang kondusif: 
· Belum adanya kebijakan insentif mengenai penananman modal yang menjadi daya tarik investor
· Terbatasnya potensi daerah untuk menarik investor
· Perizinan dan fasilitas investor

	8
	Peningkatan pengelolaan warisan budaya 
	
	Pelestarian seni dan budaya:
· Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan tradisional
· Masih rendahnya minat generasi muda terhadap musik tradisional
· Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda

	9
	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda
	
	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan:
· Kesiapan generasi muda dalam menerima estapet pembangunan dibutuhkan pemuda yang kreatif dan inovatif

	10
	Refomasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik
	
	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan:
· Konsep Good Govermence and Clean Govermence

	11
	
	
	Penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan:
· Data yang akurat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasilnya mudah diakses dan diketahui masyarakat

	12
	
	
	Pengelolaan earsipan dan perpustakaan berbasis IT:
· Pustaka dan kearsipan yang berbasis web

	13
	Daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif
	
	Perencanaan kepariwisataan yang terintegrasi dengan perencanaan kota:
· Lemahnya dukungan infrastruktur pariwisata
· Belum terintegarsinya seni budaya dengan paket-paket wisata

	14
	Pengembangan dunia Industri
	
	Produk industri kecil dan menengah yang bermutu dan berdaya saing:
· Pengembangan desain peranjin dan pelaku IKM masih rendah
· emanfaatan bahan baku local belum maksimal akan menyebabkan mata rantai ekonomi industri

	15
	· Jaminan sosial
· Sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan
	
	Pemberantasan kemiskinan:
· Pelayanan terhadap pendidkan, kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk miskin by name by address




2010	2011	2012	2013	2014	5.0314968723459641	5.8617658007310585	5.98	6	6.22	
Series 1	
2010	2011	2012	2013	74.959999999999994	75.410000000000025	75.86999999999999	76.11	Series 1	
2010	2011	2012	2013	2014*	74.959999999999994	75.410000000000025	75.86999999999999	76.11	76.16	

Column1	
2010	2011	2012	2013	2014	98.55	98.61999999999999	98.63	98.64	98.710000000000022	Column1	
2010	2011	2012	2013	2014	98.55	98.61999999999999	98.63	98.64	98.710000000000022	

Series 1	
2010	2011	2012	2013	2014	9.14	9.23	9.42	9.42	9.68	Series 1	
2010	2011	2012	2013	2014	9.14	9.23	9.42	9.42	9.68	

Angka Kematian Bayi	18,7

2010	2011	2012	2013	2014	17.8	12.1	15.8	28.9	15.350000000000026	

Series 1	
2010	2011	2012	2013	2014	982.2	987.9	984.2	971.1	984.65	

Series 1	
2010	2011	2012	2013	2014*	71.649999999999991	71.86	72.08	72.3	72.510000000000005	

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
2010	2011	2012	2013	2014	14.39	4.6199999999999966	6.07	6.1599999999999975	6.38	

Series 1	
2010	2011	2012	2013	2014*	624520	627790	630200	633060	633260	
Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)	
2010	2011	2012	2014	74	76	75	75	

Rasio Lulusan	
2009	2010	2011	2012	2013	670.81	669.47	759.29000000000053	741.08	722.88	

Rasio ketergantungan	
2010	2011	2012	2013	58.24	58.120000000000012	58.03	54.7	
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